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Pada bulan September 2015, seluruh negara anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati sebuah program pembangunan 
global: ‘Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 
2030’. Agenda 2030 meliputi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG) dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Hal ini 
kemudian didukung dengan adanya komitmen bersama untuk “tidak 
meninggalkan siapa pun” dan untuk memprioritaskan negara yang 
paling tertinggal lebih dulu.

Beberapa negara telah memperlihatkan komitmen yang lebih kuat pada 
SDG dibanding Indonesia. Pemerintahan baru yang mulai berkuasa 
pada tahun 2014 ikut merumuskan Agenda 2030, menyelaraskan 
program pembangunan 5 tahunnya yang ambisius dengan SDGs serta 
sejumlah target lainnya, dan berupaya mengambil peranan utama 
dalam  mendukung pembangunan di tingkat internasional. Sebuah tim 
pelaksana SDG di tingkat nasional, yang dibentuk melalui Keputusan 
Presiden pada tahun 2017, menggarisbawahi komitmen pemerintah 
yang kuat dan memberi masyarakat sipil peran penting dalam 
mengevaluasi kemajuan Indonesia menuju SDGs.

Agenda 2030 mengharuskan pemerintah negara-negara yang ikut 
serta untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang mereka 
ambil mendukung pencapaian SDGs, dan bukan menghambatnya. 
Terlepas dari semangat Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan 
SDG tersebut, kampanye nasional untuk memberantas peredaran 
obat-obatan terlarang telah menghambat laju proses pembangunan, 
merusak kesehatan masyarakat, keamanan dan keadilan, memperparah 
kemiskinan, kesenjangan, kekerasan dan diskriminasi, lebih banyak 
menimbulkan bencana bagi individu maupun masyarakat ketimbang 
produk yang hendak dikendalikannya, serta ‘meninggalkan’ sejumlah 
kelompok masyarakat yang paling rentan.

Selama satu dekade terakhir UU Narkotika tahun 2009 tidak mampu 
memberantas perdagangan narkotika di Indonesia maupun mencapai 
tujuan-tujuannya yang lain. Memang, kampanye tersebut mengalami 
peningkatan selama tahun-tahun sesudah pemberlakuan Agenda 2030, 
namun selama periode yang sama kuantitas penggunaan dan peredaran 
obat-obatan terlarang juga mencatat rekor baru. Rendahnya investasi 
di bidang layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan untuk 
menjawab berbagai masalah kesehatan masyarakat yang kompleks 
telah menyebabkan terjadinya peningkatan bahaya yang berhubungan 
dengan narkotika secara signifikan.

Pemerintah sendiri secara terbuka telah menyampaikan sampai 
dua kali di depan sidang PBB bahwa lemahnya koherensi antara 
perencanaan pembangunan dan kebijakan di bidang narkotika telah 
membayang-bayangi pencapaian kemajuan di bidang sosial, ekonomi 
dan lingkungan hidup. Keinginan pemerintah untuk diakui sebagai 
“perintis dan role model” pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa 
dicapai sepenuhnya, dan realisasi SDG untuk seluruh umat manusia 
tidak akan bisa diwujudkan, tanpa adanya kerangka kebijakan yang 
sudah teruji dalam menghadapi bahaya narkotika.

Laporan masyarakat sipil ini mengidentifikasi siapa saja yang ‘telah 
ditinggalkan’ dan kenapa, mengevaluasi dampak kebijakan Indonesia 
di bidang narkotika dan sistem peradilan pidananya terhadap upaya 
mewujudkan SDG serta prinsip “jangan tinggalkan siapa pun”, serta 
menggali pendekatan alternatif secara konstruktif.  Disarankan adanya 
reformasi yang berbasis bukti nyata dalam upaya mewujudkan Agenda 
2030. Termasuk diantaranya adalah peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada di Indonesia tetapi dilanggar pada tataran praktik 
atau perlu diperkuat atau dielaborasi lagi, dan pemberlakuan berbagai 
standar internasional yang sudah diakui Indonesia dalam berbagai 
forum.

Pendekatan kebijakan narkotika yang berkiblat pada pembangunan 
berkelanjutan akan membawa banyak manfaat bagi individu dan 
masyarakat, dan akan mengatasi beberapa kendala yang dihadapi 
Indonesia dalam usahanya mewujudkan SDGs dan target-targetnya 
untuk semua orang tanpa kecuali. Hal ini juga akan mengangkat citra 
Indonesia sebagai salah satu pemimpin pembangunan berkelanjutan, 
sejalan dengan upaya negara ini dalam menciptakan kemitraan global 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan merumuskan berbagai 
program menjelang tahun 2030.

Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga penegak hukumnya 
harus memikirkan kembali status ‘darurat narkotika’ dan 
memperbaiki sistem pengumpulan data di tingkat nasional untuk 
mendorong terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera, 
mengurangi penyebaran penyakit yang ditularkan melalui darah, 
melaksanakan berbagai tindakan rehabilitasi berkelanjutan dan 
pengurangan dampak negatif terkait, serta memperbaiki jaminan 
kesehatan dan ketersediaan narkotika terdaftar untuk keperluan 
medis.

Indonesia telah menyatakan komitmen yang kuat untuk menekan 
kemiskinan tetapi responnya terhadap obat-obatan terlarang yang 
kebanyakan bersifat menghukum serta berbagai peraturan dan 
praktik pengendalian narkotika terkait, merupakan penghambat 
terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hal-
hal seperti itu mendorong terciptanya diskriminasi, stigmatisasi dan 
marginalisasi terhadap kelompok-kelompok paling rentan di negara 
ini. Reformasi yang tepat sasaran akan melahirkan kemajuan sosial 
dan ekonomi yang signifikan.

Perubahan pada sistem peradilan pidana akan membantu 
melapangkan akses ke keadilan dan supremasi hukum serta 
menghentikan kekerasan, diskriminasi dan korupsi. Memperbaiki 
standar dalam negeri - dan mengimplementasikan berbagai standar 
internasional akan membantu mengatasi masalah penegakan 
hukum yang diskriminatif, penyiksaan dan pembunuhan di luar 
proses hukum, kurangnya perlindungan pengadilan yang adil dan 
implementasi yang buruk dari mekanisme perlindungan yang ada, 
hukuman yang tidak proporsional dan penggunaan hukuman mati 
untuk pelanggaran narkotika.

Rezim pengendalian narkotika telah menyebabkan munculnya 
berbagai permasalahan dalam sistem penjara di Indonesia: mulai dari 
kelebihan kapasitas dan buruknya layanan kesehatan hingga program 
rehabilitasi dan reintegrasi yang terbatas dan seadanya. Kondisi 
penjara harus diperbaiki tetapi Indonesia harus berbuat lebih dari itu 
dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Jika kesetaraan gender sangat penting untuk semua SDGs, kebijakan 
narkotika dan sistem peradilan pidana Indonesia justru menimbulkan 
dampak negatif yang tidak proporsional dan luas terhadap perempuan 
dan remaja perempuan, sehingga diperlukan reformasi yang sensitif 
gender

Pemerintah Indonesia tidak akan mampu mewujudkan komitmen 
pembangunan nasional dan globalnya, atau diakui sebagai perintis 
dan role model SDG, tanpa mengkaji ulang strategi pemberantasan 
narkotika dan memperbaharui Undang-Undang Narkotika-nya. 
Sebuah pendekatan  yang sejalan dengan Agenda 2030 dan Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia akan membantu Indonesia 
mencapai SDG untuk semua orang dan memastikan tidak ada yang 
‘ditinggalkan’.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Pendahuluan
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1.1 Indonesia dan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan

Pada bulan September 2015, Indonesia dan negara-
negara anggota PBB lainnya menyepakati sebuah agenda 
pembangunan global, ‘Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 
Untuk Pembangunan Berkelanjutan’.1 Agenda 2030 memuat 17 
SDGs, yang mencakup masalah-masalah sosial, ekonomi dan 
lingkungan hidup yang luas. Sasaran-sasaran tersebut memiliki 
169 target dan masing-masing target mempunyai 1-3 indikator.

Komitmen bersama bahwa ‘tidak ada yang akan ditinggalkan’ 
menjadi inti dari Agenda 2030 dengan memberikan penekanan 
pada “mendahulukan yang paling terbelakang”.2 Indonesia harus 
berjuang mewujudkan SDGs dan target-targetnya untuk semua 
orang tanpa kecuali, sampai tahun 2030, diawali dari kelompok 
yang paling rentan dan terpinggirkan lebih dulu.3 SDG atau 
target-targetnya belum bisa dianggap tercapai jika belum 
mampu menjangkau semua kelompok sosial dan ekonomi yang 
ada.4 Kebijakan atau praktik yang ‘meninggalkan masyarakat’, 
yang memungkinkan terjadinya diskriminasi, pengucilan, atau 
ketidaksetaraan, tidak sejalan dengan Agenda 2030.

Indonesia memainkan peranan penting dalam berbagai 
pembicaraan yang telah menghasilkan Agenda 2030 dan masih 
berada di barisan terdepan pembangunan global. Sebagai 
contoh, negara ini menjadi tuan rumah dialog pembangunan 
tahun 2011, dimana SDGs dipresentasikan untuk pertama 
kalinya dalam sebuah acara PBB, dan salah seorang mantan 
Presiden Indonesia menjadi salah seorang ketua panel 
penguji rancangan pembangunan global setelah Millennium 
Development Goals berakhir pada tahun 2015.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi salah 
satu “perintis dan role model” pencapaian SDGs.5 Beberapa 
negara telah melangkah lebih jauh dengan memasukkan 
Agenda 2030 kedalam rencana pembangunan regional dan 
nasional serta tujuan kebijakan luar negeri mereka. Pendekatan 
tingkat tinggi yang tertarget dalam pengentasan kemiskinan 
dan prioritas pembangunan lainnya di Indonesia turut berperan 
dalam pencapaian hasil yang signifikan sejak bulan September 
2015.6  

Pemerintah telah mengajukan diri secara sukarela untuk 
mendapatkan penilaian di forum PBB dalam usahanya 
mewujudkan butir-butir SDGs tertentu pada tahun 2017 dan 
2019, sebuah proses yang dikenal sebagai Penilaian Nasional 
Sukarela (VNR). Indonesia adalah satu dari segelintir negara 
yang secara sukarela bersedia mendapatkan penilaian pihak 
kedua. Review tahun 2019 dilihat oleh pemerintah sebagai 
cara untuk memperlihatkan akuntabilitasnya kepada warga 
Indonesia dan masyarakat internasional.7 Laporan yang 
diajukan untuk VNR memperlihatkan berbagai pencapaian 
pembangunan di samping tantangan-tantangan di tingkat 
implementasi yang dihadapi.

Pada tahun 2017 Presiden mengeluarkan sebuah Keputusan 
penting dalam pengimplementasian SDGs.8 Hal ini menandai 
peluncuran Rencana Aksi Nasional 2017-20199 yang dilengkapi 
dengan Visi Indonesia 2045.10 Keppres tersebut menegaskan 
peranan penting masyarakat sipil dalam perencanaan, 
implementasi, pengawasan dan evaluasi pencapaian SDGs oleh 
Indonesia.11 

Agenda 2030 juga memainkan peranan penting dalam 
keterlibatan Indonesia dalam komunitas internasional. 



Pemerintah berperan penting dalam memasukkan SDG 
kedalam agenda kemitraan global, dan untuk memuluskan 
langkah Indonesia menduduki kursi Anggota Dewan 
Keamanan PBB periode 2019-2020, pemeritah berjanji akan 
mengembangkan kemitraan global untuk mewujudkan SDG 
demi terciptanya perdamaian dunia.12 Pada tahun 2019, Wakil 
Presiden mengetuai KTT SDG di PBB13 dan pemerintah 
mengatakan bahwa implementasi SDG merupakan kontribusi 
Indonesia untuk masyarakat dunia.14 

Rencana pembangunan nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan 
negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. 
Diperkirakan terdapat 264 juta orang dari ratusan kelompok 
etnis yang berbeda, menghuni lebih dari 7.000 kecamatan 
di lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat Indonesia disatukan 
oleh ideologi negara, Pancasila, atau lima prinsip dasar, yang 
mencakup keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan 
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sejarah panjang perencanaan pembangunan Indonesia telah 
ada sebelum SDG. Rencana nasional yang dirumuskan untuk 
jangka waktu lima tahun mulai tahun 1960-an, yang dituangkan 
dalam pedoman arah pembangunan nasional, berupaya 
mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan turut berperan serta menciptakan perdamaian 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan 
sosial.15  Tujuan pembangunan Indonesia diambil dari 
Pembukaan UUD.16  

Kesepakatan akan perlunya rencana jangka panjang untuk 
mewujudkan cita-cita Pancasila dan Konstitusi mendorong 
lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025: sebuah rencana pembangunan nasional 
yang ambisius, yang dibagi kedalam empat rencana nasional 5 
tahun, yang dilengkapi dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah.17 

RPJPN mengakui bahwa Indonesia harus menghormati hak-
hak warga negara, memperlihatkan keadilan dan kemakmuran 
dalam seluruh aspek kehidupan, dan kebebasan dari segala 
bentuk diskriminasi. Di dalamnya termuat delapan tujuan 
untuk mewujudkan visi “Indonesia yang mandiri, maju, adil 
dan makmur”. Kedelapan tujuan tersebut diantaranya adalah 
mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dan bermoral, 
Indonesia yang berlandaskan hukum, aman dan damai, 
pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan kewajiban 
untuk berperan aktif dalam pergaulan internasional.

Setelah dilantik pada bulan Oktober 2014, pemerintahan 
Presiden Joko Widodo memulai reformasi berdasarkan 
sembilan prioritas pembangunan nasional Presiden, Nawacita. 
Prioritas tersebut mencakup penegakan hukum yang bebas 
korupsi, pemerintahan yang bersih dan efektif, mendorong 
perlindungn hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas 
hidup. Program tersebut diresmikan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ketiga 2015-2019 
(RPJMN).18 

RPJMN 2015-2019 diselaraskan dengan 17 SDG dan 94 
dari 169 target SDG.19 Tujuannya adalah mewujudkan 

pembangunan yang sejalan dengan cita-cita Nawacita, 
Konstitusi, RPJPN dan SDG.20   Program tersebut berupaya, 
antara lain, peningkatan kualitas hidup, pemerintahan, dan 
kesetaraan, memperkuat kesatuan dan keberagaman, dan 
menjalankan reformasi sosial dan penegakan hukum.

RPJMN 2020-2024 disusun berdasarkan  berbagai kemajuan 
yang sudah dicapai dalam lima tahun sebelumnya. Program 
tersebut berupaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, 
maju, berkeadilan dan sejahtera dengan mempercepat 
pembangunan di berbagai bidang.21 RPJMN 2020-2024 
memandang obat-obatan terlarang sebagai ancaman baru 
terhadap keamanan nasional tetapi disana tidak ada penjelasan 
tentang dampak sosial ekonomi (maupun analisa biaya-
manfaat) yang ditimbulkan oleh rezim pengendalian narkotika 
yang bersifat punitif.22 Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 
demikian pula mengambil pendekatan yang sama terhadap 
pengawasan narkotika sebagai prioritas nasional demi 
pertahanan dan keamanan Indonesia.23 

Pembangunan berkelanjutan dan standar HAM internasional 
saling bergantung satu sama lain: Agenda 2030 didasarkan 
pada hak asasi manusia universal, dan lebih dari 90% SDG dan 
targetnya berhubungan dengan komitmen terhadap berbagai 
perjanjian HAM. 24  Memasukkan SDG dan targetnya kedalam 
rencana pembangunan nasional merupakan sebuah langkah 
positif, dan dalam hal ini Indonesia telah menjadi salah satu 
polopornya. Namun untuk mewujudkan visi Agenda 2030 dan 
‘tidak meninggalkan siapapun’, berbagai kewajiban HAM harus 
dilaksanakan, dilindungi dan diintegrasikan kedalam kebijakan 
dan program pembangunan berkelanjutan.25  

Pemerintah Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 yang mengatur 
implementasi hak-hak asasi manusia dan pembangunan 
sistem perlindungan hak asasi manusia.26 Pada saat tulisan ini 
dibuat, rancangan untuk periode 2020-2024 sedang dibahas di 
DPR. Namun, kebijakan HAM nasional belum diintegrasikan 
kedalam Peraturan pemerintah tentang implementasi SDGs.27 
Kedua kerangka kerja kebijakan tersebut terpisah dan tidak 
saling menguatkan satu sama lain.28 

Dalam pidato perdananya setelah terpilih kembali tahun 2019, 
Presiden Widodo mengungkapkan pandangannya tentang 
Indonesia modern dimana “tidak ada satu orang pun yang 
ditinggalkan” dan dimana setiap orang setara kedudukannya di 
depan hukum.29 Pemerintah mengakui sulitnya mewujudkan 
prinsip “tidak ada yang ditinggalkan” untuk memastikan bahwa 
SDGs bermanfaat bagi semua orang,30  meminta masukan dan 
jalan keluar terhadap berbagai tantangan pelaksanaannya,31  
dan mengakui peranan penting masyarakat sipil dalam 
mengevaluasi dan merencanakan SDG.32 

Masing-masing bagian dari laporan masyarakat sipil ini 
didasarkan pada salah satu atau beberapa SDGs yang saling 
berhubungan. Setiap bagian dari laporan ini mengkaji dampak 
kebijakan narkotika dan sistem peradilan pidana Indonesia 
terhadap upaya-upaya mewujudkan SDGs dan sasarannya, serta 
penyebab dan pendorong sistemik terciptanya ketidaksetaraan, 
diskriminasi dan pengucilan, agar para pembuat kebijakan 
bisa memahami siapa yang telah ‘ditinggalkan’ dan kenapa, 
dan untuk mendukung program-program yang berbasis 
pembangunan berkelanjutan.33 
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SDGs dan kebijakan narkotika

Terdapat hubungan yang erat antara SDGs dan kebijakan narkotika.36 Skala pasar obat-obatan terlarang, serta biaya dan 
konsekuensi strategi pengendalian narkotika sudah dibahas dalam Agenda 2030. SDG tidak akan bisa diwujudkan jika terdapat 
kebijakan yang menghambat kemitraan dan keamanan global, mengganggu sistem peradilan pidana dan menghalangi akses ke 
keadilan, memicu kekerasan, mendorong terciptanya kemiskinan dan ketidaksetaraan, memarginalkan dan menstigmatisasi 
kelompok-kelompok marginal, dan jika orang tidak bisa mengembangkan potensinya secara terhormat dan setara di tengah-
tengah lingkungan yang sehat.37 Kebijakan di bidang narkotika tidak boleh menghambat SDG tetapi harus memainkan peranan 
dalam pencapaiannya.38 Obat-obatan terlarang memang bisa menimbulkan bahaya tetapi sebagian besar pengguna narkotika 
mengkonsumsinya tanpa menyebabkan kerugian pada orang lain, menciptakan ketergantungan, membutuhkan perawatan, atau 
melanggar hukum kecuali peraturan yang melarang penggunaan dan kepemilikan narkotika itu sendiri.39 Data-data empiris juga 
menunjukkan bahwa kebanyakan kerugian yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang berakar dari, atau diperburuk oleh, 
strategi pengendalian yang punitif ditambah dengan buruknya pelayanan kesehatan dan sosial.40 Kriminalisasi dan penahanan 
mendorong terciptanya kemiskinan, ketidaksetaraan dan marginalisasi; namun bagi banyak orang yang berada di dalam 
kemiskinan, perekonomian gelap telah memberi mereka lapangan kerja, keamanan dan akses ke berbagai layanan dasar.41  

1.2 Visi Indonesia dalam pengendalikan 
obat-obatan terlarang

Pada tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
merekomendasikan diambilnya tindakan di bidang kesehatan 
masyarakat terhadap obat-obatan terlarang sebagai bagian 
dari rencana pembangunan nasional, dengan menitikberatkan 
pada “perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.”42 
Namun narasi yang berkembang kemudian dalam pendekatan 
kesehatan sosial yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat 
pada saat itu, adalah bahwa obat-obatan terlarang merupakan 
ancaman terhadap masyarakat dan berpotensi dijadikan senjata 
untuk melawan pemerintah.43 Sebuah undang-undang yang 
disahkan pada tahun 1976 memperkenalkan pemberlakuan 
hukuman yang tegas terhadap kejahatan narkotika, termasuk 
hukuman mati dan rencana rehabilitasi dasar.44 

Undang-undang lain yang disahkan pada tahun 1997 
dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyelaraskan 
perundang-undangan dalam negeri dengan rancangan 
pengendalian narkotika internasional dan, secara khusus, 
pendekatan ‘perang terhadap narkotika’ yang disponsori 
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• Bagian 2: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3)
• Bagian 3: Kemiskinan dan ketidaksetaraan (SDG 1 dan 10)
• Bagian 4: Akses ke keadilan dan supremasi hukum (SDG 16)
• Bagian 5: Penjara yang kelebihan kapasitas (berbagai SDGs)
• Bagian 6: Ketidaksetaraan gender (SDG 5)
• Bagian 7: Masyarakat sipil dan kemitraan global (SDG 17)

Agenda 2030 memerlukan kebijakan yang holistik, koheren 
dan terintegrasi.34 Untuk itu, laporan ini merekomendasikan 
dilakukannya reformasi di berbagai bidang. Termasuk 
diantaranya memperkuat dan mengelaborasi standar 
hukum Indonesia yang ada; menyelaraskan strategi nasional 
pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan 
pengendalian narkotika; menerapkan standar internasional 
yang telah diakui Indonesia; dan menjalankan berbagai 
rekomendasi yang telah didukung Indonesia pada Tinjauan 
Berkala Universal PBB.35 Pendekatan berbasis pembangunan 
ini akan menopang kemajuan pencapaian Agenda 2030 oleh 
Indonesia yang sudah diakui secara luas, dan pada saat yang 
sama membantu memastikan tidak ada ‘yang ditinggalkan’.
 



Amerika Serikat.45 Para perumus kebijakan mengklaim, 
tanpa bukti, bahwa perluasan penerapan hukuman mati 
terhadap kejahatan narkotika mampu mencegah pemakaian 
dan peredaran obat-obatan terlarang. Pada tahun 2002 MPR 
menyarankan agar Presiden meninjau kembali undang-
undang tersebut agar bisa menjawab pula persoalan moralitas, 
peningkatan jumlah penderita HIV dan kecemasan publik.46 

Hal ini pada akhirnya bermuara pada Undang-Undang 
Narkotika, peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia 
dalam pengendalian obat-obatan terlarang.47 UU tersebut 
mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan empat 
tujuan: memastikan ketersediaan narkotika untuk pelayanan 
kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari 
penyalahgunaan narkotika; memberantas perdagangan gelap 
narkotika dan bahan bakunya; dan mengendalikan rehabilitasi 
medis dan sosial. Selama satu dekade terakhir UU Narkotika 
telah gagal mewujudkan tujuan tersebut dan malahan semakin 
memperburuk keadaan dan merusak kemajuan yang sudah 
dicapai Indonesia dalam mewujudkan SDGs.

UU Narkotika, salah satu rezim pengendalian narkotika 
paling punitif di seluruh dunia, menggunakan pendekatan 
hukum terhadap berbagai permasalahan narkotika. Hal ini 
bertentangan dengan Agenda 2030, yang lebih fokus pada akar 
penyebab berbagai tantangan pembangunan.48  Memakai dan 
memiliki narkotika untuk keperluan pribadi bisa dihukum 
dengan denda yang sangat besar dan kurungan penjara dalam 
waktu lama, sementara mengedarkan obat-obatan tertentu 
sebanyak lima gram atau lebih bisa berakhir dengan hukuman 
mati.49 

Lembaga yang paling menonjol dalam pemberlakuan rezim 
ini adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN (the National 
Narcotics Board). Kepolisian Nasional Indonesia berbagi 
tanggung jawab dengan BNN dalam pelarangan narkotika dan 
fokus pada tindakan penangkapan, sementara Kementrian 
Hukum dan HAM bertanggungjawab terhadap intervensi di 
dalam sistem penjara.

Besarnya biaya strategi pengendalian narkotika di Indonesia, 
tingkat penggunaan dan ketersediaan obat-obatan terlarang, 
skala bahaya narkotika, serta jumlah penghuni penjara yang 
berhubungan dengan pelanggaran narkotika, saat ini sudah 
mencapai angka yang sangat tinggi. Dana yang tersedia lebih 
banyak dialokasikan untuk upaya penegakan hukum dan sangat 
sedikit untuk perbaikan kesehatan masyarakat, kemiskinan, 
ketidaksetaraan dan berbagai prioritas pembangunan lainnya. 
Antara tahun 2006 dan 2009, pemerintah telah mengalokasikan 
200 milyar rupiah untuk ‘perang melawan narkotika’ (sekitar 
US $14 juta).50 Antara tahun 2016 dan 2017, anggaran BNN 
naik tiga kali lipat menjadi 2,1 trilyun rupiah (sekitar US $150 
juta).51  Rencana Karja Pemerintah tahun 2020 mengalokasikan 
1.08 trillion rupiah (sekitar US$ 80 juta) untuk kampanye anti-
narkotika.52 

Sejalan dengan itu, kekurangan investasi terjadi di bidang 
layanan kesehatan dan sosial, termasuk layanan penekanan 
dampak negatif, yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah 
kesehatan masyarakat yang kompleks ini. Kantor PBB untuk 
Narkotika dan Kejahatan (UNODC) menggambarkan 
‘kecanduan obat’ sebagai “gangguan kesehatan yang komplek 

Visi internasional dalam pengendalian obat-
obatan ilegal

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal 1961 tentang 
Narkotika,59 Konvensi 1971 tentang Zat Psikotropika,60 dan 
Konvensi 1988 tentang Peredaran Gelap Narkotika dan 
Zat Psikotropika.61  Perjanjian tahun 1961 bertujuan untuk 
memajukan “kesehatan dan kemakmuran manusia”62 dengan 
mengembangkan kewajiban ganda: menjamin ketersediaan 
obat-obatan resmi untuk keperluan medis dan ilmiah tetapi 
mencegah penggunaan non-medis.63 

Pada bulan Juni 1998 Majelis Umum PBB mengesahkan 
Deklarasi Politik baru yang mewajibkan negara-negara anggota 
untuk “menghapuskan atau mengurangi secara signifikan” 
suplai obat-obatan terlarang pada tahun 2008.64 Pada tahun 
2008, UNODC mengumumkan bahwa strategi itu gagal. 
Alih-alih menghapuskan obat-obatan terlarang, strategi 
tersebut malah melahirkan jalur-jalur peredaran baru, jenis 
dan jumlah narkotika yang lebih banyak, meningkatnya 
kekerasan, kejahatan, marginalisasi, stigmatisasi dan hasil-hasil 
negatif lainnya yang menimpa kelompok-kelompok rentan.65 
Terlepas dari berbagai permasalahan fundamental yang telah 
berlangsung lama tersebut, Deklarasi baru yang dikeluarkan 
pada tahun 2009 menetapkan tahun 2019 sebagai batas waktu 
bagi negara-negara anggota PBB untuk menghapuskan atau 
mengurangi secara signifikan peredaran dan pemakaian obat-
obatan terlarang.66  

Pada tahun 2016, beberapa bulan setelah Agenda 2030 
disahkan,67 negara-negara anggota PBB berkumpul dalam 
Sidang Khusus Majelis Umum untuk meninjau pencapaian 
Deklarasi 1998 dan 2009.68 Hasilnya dituangkan dalam 
‘Dokumen Hasil Sidang Khusus Majelis Umum PBB 2016 
tentang Masalah Narkotika Dunia’.69 
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dan multi-faktor yang ditandai oleh sifatnya yang kronis dan 
kambuhan yang memiliki sejumlah penyebab dan konsekuensi 
sosial”.53  Faktor-faktor kerentanan sebagian besar berada di 
luar kendali yang bersangkutan dan berhubungan dengan 
berbagai permasalahan sosial, lingkungan dan kesehatan. 54 

Sebagian besar pengguna narkotika menggunakan 
produk tersebut  tanpa kesulitan yang berarti.55  UNODC 
menggambarkan ‘penggunaan narkotika bermasalah’ sebagai 
konsumsi narkotika berisiko tinggi, yang meliputi injeksi 
narkotika, pemakaian narkotika setiap hari, atau kecanduan 
narkotika.56   Penggunaan narkotika yang berisiko tinggi dapat 
membahayakan individu dan masyarakat, tetapi pendekatan 
yang lebih berkiblat pada penegakan hukum semakin 
memperbesar bahaya tersebut, gagal dalam pelaksanaannya, 
yang menyebabkan banyak orang yang membutuhkan layanan 
kesehatan atau sosial justru tidak mendapatkannya, dan 
menimbulkan bahaya yang lebih banyak ketimbang produk 
yang hendak dikontrolnya.

UU Narkotika dan perdebatan politik perihal penguatan 
pendekatan punitif telah menghambat pencapaian SDGs.57   
Usulan perubahan KUHP, yang tidak membedakan antara 
penggunaan narkotika untuk kesenangan dan pengedaran 
narkotika, dan tidak mengakui ketergantungan obat sebagai 
sebuah persoalan kesehatan, berisiko semakin menjauhkan 
Indonesia dari Agenda 2030. 58 



Target pemberantasan narkotika regional
Pada bulan Juli 1998, Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bersepakat untuk mewujudkan kawasan bebas narkotika 
pada tahun 2020. Pada tahun 2000, batas waktu tersebut dimajukan menjadi 2015 dan negara-negara anggota ASEAN menyusun 
rencana nasional mereka masing-masing untuk mencapai target tersebut, tetapi tidak ada strategi bersama yang disepakati. Tujuan 
kawasan bebas narkotika dirumuskan pada tahun 2007 sebagai “visi ASEAN bebas narkotika”, yang mengupayakan pengurangan 
secara signifikan dan berkelanjutan produksi, peredaran, pengolahan, dan penggunaan obat-obatan terlarang.70 Pada tahun 2016, 
setelah gagal mencapai target tersebut, negara-negara ASEAN menyimpulkan perlunya sebuah “pendekatan yang lebih menyeluruh”, 
tetapi pada saat yang sama menegaskan kembali cita-cita untuk mewujudkan ASEAN bebas narkotika.71  Strategi tersebut 
memasukkan pengembangan alternatif pengolahan narkotika tetapi tidak memasukkan SDGs. Terlepas dari strategi kawasan bebas 
narkotika tersebut, pasar obat-obatan terlarang terus meluas dan menyebar secara signifikan, seperti dirangkum di bawah ini.72 

Dokumen Hasil Sidang Khusus: memperluas pendekatan global 
terhadap pengurangan pasokan dan permintaan obat-obatan 
terlarang dengan memasukkan aspek pembangunan berkelanj 
utan, pengurangan dampak, akses ke obat-obatan berizin, hak 
asasi manusia, dan realitas yang berkembang; menekankan 
bahwa upaya mewujudkan SDG dan upaya menjawab 
permasalahan obat-obatan terlarang saling melengkapi dan 
menguatkan; dan menegaskan kembali perlunya penghormatan 
terhadap HAM dan penghargaan terhadap seluruh umat 
manusia di dalam program, strategi dan kebijakan yang 
berhubungan dengan narkotika.73

 

“Kami menegaskan kembali 
komitmen kami untuk memajukan 

kesehatan, kesejahteraan dan 
kemakmuran setiap individu, 

keluarga, komunitas dan masyarakat 
luas secara keseluruhan, dan 
menfasilitasi pola hidup sehat 

melalui inisiatif-inisiatif pengurangan 
permintaan yang efektif, komprehensi 

dan berbasis bukti ilmiah...”

Dokumen Hasil Sidang Khusus, paragraf 1

Pada tahun 2017, Sekretaris Jendral PBB mendesak negara-
negara anggota untuk menghormati komitmen mereka pada 
Dokumen Hasil Sidang Khusus untuk “memastikan bahwa 
pendekatan yang kita gunakan mendukung kesetaraan, HAM, 
pembangunan berkelanjutan serta perdamaian dan keamanan 
yang lebih luas.”74   Pemerintah Indonesia telah menegaskan 
kembali komitmennya terhadap Dokumen Hasil Sidang Khusus 
tersebut.75  

Pada tahun 2019, masyarakat sipil memperlihatkan bahwa 
strategi pemberantasan tidak mampu mencapai tujuannya 
untuk “menghapuskan atau mengurangi secara signifikan” 
pengolahan, permintaan, produksi, pembuatan, distribusi, 
perdagangan gelap, maupun penyalahgunaan obat-obatan 
terlarang.76 Buruknya tingkat pencapaian tujuan tersebut 
sudah nampak sejak tahun 2009. Sebagai gambaran, jumlah 
methamphetamin yang disita di Asia Tenggara pada tahun 2018 
saja sudah melebihi jumlah keseluruhan yang disita selama 
lima tahun sebelumnya;77  perdagangan methamphetamin 
di Asia Pasifik meningkat dari $15 milyar pada tahun 2013 

menjadi lebih dari $61 milyar pada tahun 2019; namun harga 
obat-obatan terlarang di kawasan ini sudah mencapai tingkatan 
terendah dalam sejarah.78 

Pada bulan Maret 2019, negara-negara anggota PBB 
menyepakati Deklarasi Tingkat Mentri pada Ministerial 
Segment yang dilaksanakan pada Sidang ke 62 Komisi PBB 
untuk Obat-obatan Narkotik (CND).79 Deklarasi tersebut 
merangkum kegagalan strategi pemberantasan narkotika selama 
satu dekade terakhir: cakupan jenis dan pasar obat-obatan 
semakin luas dan beragam; hubungan antara perdagangan 
gelap, korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya 
mengalami peningkatan; penggunaan, pengolahan secara gelap 
dan produksi serta pembuatan narkotika dan zat psikotropika 
serta perdagangan gelap telah mencapai tingkatan tertinggi 
dalam sejarah; hasil sitaan kejahatan yang berhubungan dengan 
pasar gelap obat-obatan nilainya sangat kecil; ketersediaan 
narkotika legal untuk keperluan medis dan ilmiah juga 
rendah dan di beberapa negara malah tidak tersedia sama 
sekali; perawatan pengguna narkotika dan layanan kesehatan 
tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada; kematian yang 
berhubungan dengan pemakaian narkotika meningkat; dan 
tingkat penularan HIV dan penyakit lainnya yang ditularkan 
melalui darah yang berhubungan dengan pemakaian obat-
obatan terlarang masih tinggi.

Strategi global peberantasan obat-obatan terlarang yang 
mahal, seperti UU Narkotika, tidak efektif dan bahkan 
kontraproduktif. Hal ini telah menggangu proses pembangunan 
secara signifikan, membahayakan kesehatan masyarakat, 
mengancam perdamaian, keamanan, stabilitas, individu dan 
masyarakat, yang mengakibatkan dan melahirkan kemiskinan, 
ketidaksetaraan, kekerasan dan memperburuk situasi 
stigmatisasi dan marginalisasi terhadap kelompk-kelompok 
paling rentan dalam masyarakat.80 

Deklarasi CND menteri tahun 2019 menegaskan kembali 
tujuan untuk “mendorong secara aktif terciptanya masyarakat 
yang bebas dari penyalahgunaan obat-obatan”. Namun 
demikian, diakui pula bahwa usaha untuk mewujudkan SDG 
dan pengendalian obat-obatan terlarang saling melengkapi 
dan menguatkan, dan hal ini menggarisbawahi komitmen 
global terhadap Dokumen Hasil Sidang Khusus.81 Laporan ini 
memuat sejumlah rekomendasi dari Dokumen Hasil Sidang 
Khusus (dan standar-standar internasional lainnya yang sudah 
disepakati) untuk membantu Indonesia mewujudkan SDG serta 
komitmen pengendalian narkotika PBB, tanpa meninggalkan 
satu orang pun. Banyak standar yang dianjurkan dalam laporan 
ini sudah ada di Indonesia tetapi perlu ditingkatkan lagi atau 
telah dilanggar dalam praktiknya.
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Kaji kembali status 
darurat narkotika untuk 
kehidupan yang lebih 
sehat dan sejahtera

Salah satu komitmen SDGs adalah “memastikan kehidupan yang 
sehat dan mendorong terciptanya kesejahteraan untuk semua 
kelompok usia” (SDG 3).

Peningkatan kualitas hidup sudah menjadi tujuan utama 
perencanaan pembangunan di Indonesia sejak lama. Kesehatan 
masyarakat dan infrastruktur kesejahteraan sosial telah 
mengalami kemajuan yang signifikan sejak September 2015, 
dimana penekanan diberikan pada kesejahteraan masyarakat 
miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.82  

Akan tetapi, undang-undang dan praktik pengendalian obat 
terlarang telah menghambat upaya untuk mewujudkan SDGs 
dan target-targetnya, menyebabkan terjadinya pengabaian 
yang luas terhadap layanan kesehatan dasar, mendorong laju 
pertumbuhan penyakit menular melalui darah di kalangan 
kelompok-kelompok masyarakat yang utama, menyebabkan 
dilakukannya penahanan massal terhadap pengguna narkotika 
dan para pelanggar kecil, serta mempengaruhi kelompok-
kelompok paling terbelakang secara tidak proporsional. Selain 
merusak kesehatan masyarakat, tindakan penghukuman yang 
dominan dalam pemberantasan obat-obatan terlarang telah 
merusak berbagai pencapaian pembangunan Indonesia.

     
2.1 Status ‘darurat narkotika’

Pada bulan Desember 2014, Presiden Joko Widodo 
mendeklarasikan ‘darurat narkoba’ dengan alasan bahwa 
terdapat 4,5 juta orang Indonesia yang menjadi pengguna 
narkotika dan bahwa “setiap hari hampir 40-50 orang meninggal 
akibat narkotika.”83 Angka-angka tersebut berasal dari 
penelitian yang dilakukan BNN dan para peneliti kesehatan 
masyarakat Indonesia tahun 2011.84 

Penelitian itu sendiri menuai kritikan yang luas dari para 
ahli kebijakan narkotika dan peneliti kesehatan masyarakat 
independen.85 Mereka menggambarkan penelitian ini sebagai 

ambigu dan tidak akurat,86 didasarkan pada metode yang 
tidak dapat diandalkan dalam menghitung angka kematian 
yang terkait dengan narkotika, menggunakan definisi yang 
tidak jelas dan sampel yang tidak representatif, dan kurangnya 
transparansi rincian dan metodologi penelitian yang 
digunakan.87   Penelitian tersebut menggunakan klasifikasi 
yang tidak tepat - menggabungkan “pernah menggunakan 
narkotika” dengan kecanduan narkotika untuk mendapatkan 
angka perkiraan terbesar - dan membuat perkiraan angka 
pertumbuhan yang terlalu berlebihan.88 Beberapa tahun 
kemudian, penelitian BNN lainnya yang juga cacat menuliskan 
angka kematian sebesar 33 orang setiap hari.89 Kalaupun angka-
angka yang sama dihitung dengan menggunakan metode yang 
benar, tetap saja tidak akan menghasilkan ‘darurat narkotika’ 
jika menggunakan standar regional maupun internasional.90 
Terlepas dari kebenaran atau ketepatannya, angka-angka 
tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar kebijakan punitif 
yang telah diambil.

Dalam laporan VNR tahun 2017, pemerintah Indonesia 
menyatakan bahwa, “ketersediaan data dan informasi yang 
memadai merupakan persyaratan utama untuk membuat 
keputusan yang tepat terkait pengentasan kemiskinan dan 
peningkatan kemakmuran, dan untuk memastikan tidak ada 
satu orang pun yang ditinggalkan”.91   Secara khusus, laporan ini 
menyimpulkan bahwa perbaikan kualitas data tentang obat-
obatan terlarang merupakan tantangan utama pembangunan 
kesehatan.92  Laporan VNR tahun 2019 menggarisbawahi 
bahwa kurangnya data yang dapat diandalkan, sebagai dasar 
perencanaan pembangunan yang inklusif, merupakan salah 
satu tantangan utama penerapan SDGs di Indonesia.93 

Kurangnya penelitian maupun data berkualitas dan independen 
yang disediakan lembaga penegak hukum dan kesehatan, 
membuat para pembuat kebijakan di Indonesia tidak memiliki 
data yang cukup dan andal tentang angka pengguna obat-
obatan terlarang, angka ketergantungan obat, angka kematian 
terkait narkotika, maupun penyebab kematian, termasuk 

2
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kematian yang disebabkan oleh tindakan punitif yang 
seharusnya bisa dicegah dengan menggunakan intervensi 
kebijakan yang tepat.

Diperlukan data yang objektif dan berkualitas tinggi 
terkait bahaya narkotika untuk mengevaluasi dampak yang 
ditimbulkan oleh kebijakan yang sudah ada saat ini, dan 
untuk menerapkan kebijakan yang koheren dan mendukung 
pencapaian SDGs. Data-data tersebut harus diselaraskan 
dengan pengumpulan data nasional tentang kemajuan menuju 
SDGs.94  

Pakar independen PBB tentang hak atas kesehatan 
merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan ketersediaan 
dan kualitas data bidang kesehatan untuk keperluan 
penyusunan kebijakan dan pemberian layanan.95 UNODC 
merekomendasikan agar Indonesia mengintegrasikan datanya 
dengan standar pengumpulan dan analisis yang diakui 
secara internasional.96   Komisioner Tinggi PBB untuk HAM 
mendorong negara-negara anggota untuk mengumpulkan 
data tentang strategi pengendalian narkotika mereka untuk 
menganalisa dampaknya terhadap HAM dan kesesuaiannya 
dengan standar internasional.97 Program Pembangunan PBB 
(UNDP) mengatakan diperlukan data yang lebih baik untuk 
mengetahui penyebab kenapa kelompok tertentu ‘tertinggal’.98 
CND telah menyerukan badan-badan PBB agar bekerjasama 
dengan negara-negara anggota untuk mengidentifikasi 
kesenjangan yang terdapat dalam statistik narkotika dan 
memperkuat proses pengumpulan dan analisa data.99 

Simpang siur perkiraan angka pengguna narkotika 
yang diperoleh dari agensi yang bertugas menjalankan 
kampanyemenunjukkan bahwa UU Narkotika gagal 
“memberantas perdagangan obat-obatan terlarang”, yang 
ditargetkan sudah harus tercapai pada tahun 2009. Pada 
2011, BNN mengatakan terdapat 3,6-4,6 juta pengguna 
narkotika di Indonesia, kendatipun kebijakan berikutnya tidak 
mencerminkan fakta bahwa mayoritas pengguna narkoba 
tidak mulai ketergantungan atau membutuhan perawatan.100 
Sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2013 memperkirakan 
akan terdapat 5,1-5,6 juta pengguna pada tahun 2015.101  
Diperkirakan pada tahun 2017 angkanya sudah mencapai 

Perbaiki sistem pengumpulan data agar dapat diandalkan 
dan diperbandingkan berkaitan dengan skala, dan sifat 
pemakaian narkotika dan bahaya narkotika, termasuk 
faktor sosial, ekonomi dan faktor-faktor risiko lainnya 
(Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1(h)), berikut 
akses ke layanan-layanan tersebut, melalui proses yang 
transparan dan berbasis penilaian sejawat yang melibatkan 
lembaga-lembaga kesehatan dan penegakan hukum.

Bentuk komite yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, 
BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, 
penyedia layanan, perwakilan masyarakat, masyarakat sipil, 
dan pakar independen bidang kebijakan obat-obatan dan 
kesehatan masyarakat, untuk meninjau ulang data terkait 
narkotika, dan susun tindakan rehabilitasi, reintegrasi sosial, 

dan langkah-langkah serta program pengurangan dampak 
buruk dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif 
ketergantungan narkotika terhadap kesehatan masyarakat 
dan sosial (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (o)).

Tingkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui 
strategi pencegahan berbasis bukti ilmiah yang berpusat 
pada, dan disesuaikan dengan, kebutuhan individu dan 
masyarakat sebagai bagian dari kebijakan narkotika nasional 
yang berimbang dan tidak diskriminatif (Dokumen Hasil 
Sidang Khusus paragraf 1 (d)) dengan menimbang kembali 
status ‘darurat narkotika’ dan strategi pemberantasan 
narkotika yang ada saat ini.

Pastikan bahwa revisi KUHAP, UU Narkotika, UU Penjara, 
KUHP, dan hukum serta peraturan lainnya berlangsung 
dalam kerangka kerja yang ilmiah dan dipandu oleh visi 
pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi

6 juta orang.102 UNODC mencatat terjadinya peningkatan 
angka pengguna narkotika yang stabil.103 Dari tahun 1999 
hingga 2004 terjadi peningkatan angka penangkapan terkait 
narkotika sebesar 58% setiap tahunnya dan angka ini terus 
meningkat.104 Antara 2016 dan 2017, BNN melaporkan volume 
obat-obatan terlarang yang disita mengalami peningkatan yang 
substansial.105 

Kampanye anti-narkotika yang mahal telah gagal dengan 
sendirinya, menimbulkan efek yang besar pada kebijakan 
bidang kesehatan nasional, berkontribusi pada rendahnya 
investasi dalam program-program kesehatan dan sosial, dan 
menciptakan tekanan yang kuat pada sistem peradilan.106 
Mengkaji ulang ‘darurat narkotika’ dalam konteks pembangunan 
akan menopang kemajuan Indonesia dalam mewujudkan 
berbagai aspek SDG, menjadikan sistem pengumpulan data 
lebih baik, dan mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis 
bukti.

Pendekatan berimbang yang berbasis pembangunan, bukti 
nyata dan kesehatan masyarakat - bukannya berdasarkan 
hukuman dan penahanan - akan mencegah timbulnya berbagai 
kerugian yang terkait dengan ketergantungan narkotika.107 Saat 
ini semakin banyak negara yang mengembangkan kerangka 
kebijakan seperti ini. Pemerintah Malaysia misalnya, pada 
tahun 2019 mengakui bahwa tindakan pemidanaan tidak efektif, 
mahal dan merugikan kesehatan masyarakat, dan mereka 
berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan narkotika yang 
berbasis ilmu pengetahuan.108 
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Prevalensi penyakit menular melalui darah

Salah satu target SDG adalah memberantas AIDS dan TBC (TB) 
serta memerangi hepatitis dan penyakit menular lainnya pada 
tahun 2030 (target SDG 3.3). Salah satu target Dokumen Hasil 
Sidang Khusus adalah memberantas HIV “di kalangan pengguna 
narkotika” pada tahun 2030.109 Pada tahun 2016, Majelis Umum 
PBB menyepakati Deklarasi Politik yang menegaskan kembali 
komitmen global untuk menuntaskan AIDS pada tahun 2030.  
Deklarasi Tingkat Menteri CND 2019 menganggap penyebaran 
HIV, hepatitis C, dan TB sebagai sebuah tantangan signifikan 
yang berkelanjutan.110 



Salah satu tujuan jangka pendek RPJMN 2015-2019 Indonesia 
adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menekan 
jumlah kasus HIV pada tahun 2019, mencegah munculnya 
kasus baru HIV dan TB, dan memperbaiki akses ke layanan 
kesehatan yang berkualitas.111 RPJMN 2020-2024 berupaya 
meningkatkan upaya pengendalian penyakit untuk HIV / AIDS 
dan TB.112  

Pengguna narkotika, terutama mereka yang memakainya 
melalui pembuluh darah intravena, jauh lebih rentan terkena 
infeksi seperti HIV,113 hepatitis C,114 dan TB - dibanding mereka 
yang tidak menerima injeksi narkotika. Terdapat bukti yang 
jelas dan tegas bahwa pemberian akses tak terbatas ke layanan 
pengurangan dampak buruk narkotika (beberapa di antaranya 
dijelaskan dalam bagian 2.3 laporan ini) dapat mencegah dan 
mengendalikan penyakit-penyakit di atas,115 dan bahwa layanan 
tersebut sangat murah untuk dijalankan pemerintah.116 

Pada pertengahan tahun 2000-an, Kementrian Kesehatan 
memperkirakan lebih sepertiga dari 124.000-169.000 orang 
pengguna narkotika jenis suntik di Indonesia merupakan 
penderita HIV.117 Pada tahun 2007, Program Bersama PBB 
untuk HIV / AIDS (UNAIDS) mengidentifikasi adanya 
epidemi HIV terkonsentrasi yang berkembang cepat di 
kalangan pengguna narkotika suntik.118 Pada tahun 2010, 
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional memperkirakan 
terdapat 200.000 sampai 270.000 penderita HIV di negara 
ini; dan prevalensi HIV di kalangan pengguna narkotika jenis 
suntik mencapai 40-45%. Pada tahun 2014, prevalensi HIV 
di kalangan pengguna narkoba jenis suntik di Jakarta telah 
mencapai 55%.119 Pada tahun 2015, terdapat 75.000 kasus 
infeksi baru, tertinggi di kawasan sekitar.120 

Strategi dan Rencana Aksi Nasional AIDS Indonesia 2015-
2019 bertujuan untuk mencapai angka nol infeksi HIV baru, 
nol stigma, dan nol diskriminasi. Namun pencapaian tujuan 
tersebut terhambat oleh kampanye anti-narkotika nasional, 
yang telah memicu epidemi HIV terkonsentrasi di kalangan 
pengguna narkotika jenis suntik.121 Kelompok ini mengalami 
kesulitan mendapatkan akses layanan perawatan dasar, 
kriminalisasi, pendidikan pencegahan yang tidak memadai dan 
biaya perawatan dan pengujian yang mahal, serta stigma dan 
diskriminasi ketika berusaha mendapatkan akses ke tempat-
tempat perawatan kesehatan.122 

Indonesia telah menargetkan untuk meningkatkan jumlah 
ODHA yang mendapatkan ART dari 8% pada 2014 menjadi 
42% pada 2019.123 Namun hingga tahun 2018, jumlah penerima 
pengobatan jenis ini hanya mencapai 14%.124 Ini merupakan 
angka terendah di kawasan sekitar.125  Indonesia adalah salah 
satu dari sedikit negara di Asia yang mengalami peningkatan 

jumlah penderita baru HIV.126 Pada tahun 2018, pakar 
independen PBB untuk hak atas kesehatan melaporkan bahwa 
28,7% pemakai narkotika jenis suntik di Indonesia merupakan 
ODHA, dan hanya 35% ODHA yang mengetahui status 
mereka.127 Laporan VNR Indonesia tahun 2017128 dan konsep 
RPJMN 2020-2024129 mengakui bahwa prevalensi HIV / AIDS 
di Indonesia masih tinggi.

Prevalensi penyakit infeksi lainnya yang ditularkan melalui 
darah juga tinggi. Pada tahun 2014, jumlah penderita hepatitis 
C di kalangan pengguna narkotika jenis suntik di negara ini 
mencapai 63,5%, salah satu yang tertinggi di kawasan sekitar.130 
Pada tahun 2015, 12,1% pengguna narkotika jenis suntik 
di negara ini diperkirakan juga menderita TB.131 Indonesia 
memiliki tingkat infeksi TB tertinggi ketiga di dunia: Pada 
tahun 2017 saja tercatat ada 842.000 kasus dengan jumlah 
kematian mencapai 110.000 orang. Hanya 53% kasus yang 
dilaporkan dan pemerintah mengakui bahwa banyak orang 
tidak melapor karena menghadapi stigma.132 TB berkembang 
di penjara dan pusat-pusat perawatan wajib. Tempat-tempat 
tersebut, yang tidak menyediakan layanan skrining atau 
perawatan, dihuni oleh para pengguna narkotika dan tahanan 
kelas teri yang tidak terlibat dalam tindak kekerasan.

Indonesia tidak akan mampu mewujudkan komitmen 
pembangunannya untuk meningkatkan kesehatan 
masyarakat dan mengurangi penyakit menular melalui 
darah tanpa meningkatkan layanan kesehatan dan sosial dan 
menghilangkan hambatan-hambatan untuk mendapatkan 
akses ke layanan tersebut. Darurat nasional HIV merupakan 
kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat tatanan sosial, 
mengatasi ketidaksetaraan, dan meningkatkan keadilan sosial 
bagi anggota masyarakat yang paling rentan.133 
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Rekomendasi
Sebarkan panduan teknis yang dikeluarkan oleh Organ-
isasi Kesehatan Dunia (WHO), UNODC dan UNAIDS 
ke kelompok pengguna narkotika suntik agar mereka 
mendapat akses universal ke pencegahan, pengobatan dan 
perawatan HIV; dan pastikan ketersediaan akses ke berb-
agai bentuk intervensi, termasuk di tempat-tepat perawatan, 

layanan jarak jauh dan rumah tahanan (Dokumen Hasil 
Sidang Khusus paragraf 1 (o)).

Tingkatkan program-program pengurangan dampak buruk 
berbasis bukti ilmiah dan singkirkan hambatan untuk 
mengakses program-program tersebut melalui kampanye 
penyadaran. Layanan perawatan dan rehabilitasi harus 
mengikuti standar ilmiah internasional sebagaimana tercan-
tum dalam pedoman UNODC tentang layanan perawatan 
dan pengobatan berbasis masyarakat di Asia Tenggara.134  



2.2 Tingkatkan layanan rehabilitasi dan 
perawatan

Salah satu target SDG 3 adalah, “Memperkuat pencegahan 
dan pengobatan penyalahgunaan obat-obatan, termasuk 
penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang 
berbahaya” (SDG target 3.5), meningkatkan anggaran kesehatan 
dan tenaga kesehatan (target SDG 3.C), dan memastikan 
ketersediaan akses ke layanan kesehatan dasar yang berkualitas 
dan obat-obatan yang efektif, berkualitas, dan terjangkau (target 
SDG 3.8).

Salah satu dari empat tujuan UU Narkotika adalah 
“menjamin ketersediaan rehabilitasi medis dan sosial bagi para 
penyalahguna dan pecandu narkotika”.135  Undang-undang 
tersebut mencantumkan proses yang mengalihkan pengguna 
narkotika dari sistem peradilan pidana ke rehabilitasi medis dan 
sosial. Undang-undang tersebut menggambarkan rehabilitasi 
medis sebagai “proses terpadu kegiatan perawatan untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Model 
pendekatan berpantang (abstinensi) ini tidak didukung oleh 
bukti, tidak fokus pada kebutuhan masing-masing individu, 
dan dapat ditafsirkan sebagai peniadaan tindakan pengurangan 
dampak buruk yang vital.136 

UU Narkotika membedakan antara rehabilitasi medis, di bawah 
kewenangan Kementerian Kesehatan,137 dan layanan rehabilitasi 
sosial, yang diawasi oleh Kementerian Sosial. Instruksi Presiden 
tahun 2011 mengatakan bahwa semua layanan perawatan 
harus berbasis bukti ilmiah dan berkualitas tinggi.138 Pada 
tahun 2012, Kementerian Kesehatan139 dan Kementerian 
Sosial140   menerbitkan panduan standar rehabilitasi. BNN, yang 
bertanggung jawab terhadap pembinaan lembaga-lembaga 
rehabilitasi, juga mengembangkan standar perawatanny a 
sendiri.141 Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat 
dan desentralisasi layanan kesehatan telah melahirkan layanan 
rehaibilitasi yang tidak konsisten.142 

Terdapat sekitar 549 pusat perawatan dan rehabilitasi di 
Indonesia yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan, 166 
oleh Kementerian Sosial, dan 160 oleh BNN.143 Termasuk 
di dalamnya pusat pelayanan terpadu yang menyediakan 
layanan rawat inap dan aftercare, pusat pelayanan jarak jauh, 
dan pusat pelayanan berbasis masyarakat. Semua layanan 
yang dikelola oleh lembaga pemerintah berkonsentrasi pada 
upaya mewujudkan pendekatan berpantang (abstinensi) dari 
obat-obatan terlarang.144 Namun pendekatan yang berfokus 
pada berpantang (abstinensi) dan rehabilitasi ini justru 
dipertanyakan secara ilmiah, karena tidak selalu cocok dengan 
kesehatan individu. Tujuan utama perawatan seharusnya 
adalah agar seseorang bisa mencapai kesehatan fisik dan mental 
secara maksimal.145  Indonesia harus menyediakan layanan 
yang beragam, termasuk rehabilitasi, dukungan psikososial 
dan terapi substitusi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
individu.

Sebuah Undang-Undang tahun 2014 menggariskan bahwa 
komite penilai dapat memutuskan jenis tindakan yang bisa 
diberikan kepada pengguna narkotika,146 yang memungkinkan 
mereka dirujuk untuk menjalankan program layanan sosial 
ketimbang penahanan ataupun perawatan wajib.147 Harus 
dicatat, hanya satu dari sepuluh pengguna narkotika di seluruh 

Hak atas pembangunan

Setiap orang “berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, 
dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya 
dan politik, dimana semua hak asasi manusia dan ke-
bebasan mendasar dapat sepenuhnya terwujud” 161 dan 
untuk mendapatkan manfaat dari proses pembangunan 
yang berbasis hak, tidak diskriminatif, setara dan adil,162 
apapun jenis kelamin mereka, atau apakah mereka peng-
guna narkotika, menderita penyakit tertentu, terpidana, 
tahanan, berasal dari kelompok minoritas, atau perbe-
daan lainnya.163 Negara bertanggung jawab menciptakan 
kondisi yang m
mungkinkan bagi terwujudnya hak atas pembangu-
nan.164 

dunia yang memiliki ketergantungan dan membutuhkan 
perawatan.148 Dalam sebuah survei yang dilakukan pada 
tahun 2017 menunjukkan, hanya 7% pengguna metamfetamin 
di Indonesia diketahui merupakan pengguna bermasalah. 
Sebagian besar dapat mengelola pola konsumsi mereka dan 
85% mengatakan mereka tidak memerlukan rehabilitasi.149 

Pada tahun 2014, sebanyak 8.168 orang mendapatkan 
pengobatan kecanduan obat.150 Pada tahun 2016, 94% 
penangkapan terkait narkotika berakhir dengan hukuman 
penjara dan 6% dirujuk ke pusat rehabilitasi.151 Pada tahun 
2016, Presiden Widodo meminta agar 100.000 orang pengguna 
direhabilitasi tetapi BNN melaporkan bahwa hanya 1.523 orang 
yang mendapatkan terapi pada tahun 2017 akibat terbatasnya 
ruangan di pusat-pusat rehabilitasi.152 Pada tahun 2017, 
BNN mengatakan bahwa 18.077 “penyalahguna narkotika” 
mendapatkan terapi dan rehabilitasi.153   Rencana Kerja 
Pemerintah bagi tahun 2020 memproyeksikan bahwa 21.714 
pengguna narkoba akan menerima rehabilitasi pada tahun 
2020.154 

Rehabilitasi ditampilkan sebagai solusi  yang bersifat permanen 
dan mudah untuk masalah penggunaan narkotika, padahal 
ketergantungan obat adalah gangguan kesehatan yang kompleks 
yang ditandai dengan sifatnya yang kronis dan kambuhan.155  
Banyak orang harus keluar masuk tempat perawatan 
sepanjang hidup mereka dan sebaliknya banyak orang tidak 
menginginkan atau tidak membutuhkan perawatan. 

Kementerian Sosial berencana untuk merehabilitasi 15.000 
orang pengguna narkotika pada tahun 2016 dengan anggaran 
sebesar 87 miliar rupiah (US $ 6,6 juta). Pada tahun 2017, 
kementerian tersebut hanya memperoleh anggaran untuk 
membantu 9.000 orang, sementara anggaran BNN naik tiga 
kali lipat menjadi Rp 2,1 triliun (US $ 160 juta).156 BNN harus 
didorong untuk memprioritaskan mengalihkan anggaran 
mereka ke program-program kesehatan masyarakat yang 
sudah terbukti mampu menurunkan risiko terkait obat-obatan 
terlarang (dan dengan demikian akan mendukung pencapaian 
SDG) dan mengurangi strategi hukuman yang tidak efektif.
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Badan-badan PBB, termasuk Badan Pengendali Narkotika 
Internasional (INCB), telah meminta negara-negara anggota 
untuk melakukan investasi pada program perawatan dan 
rehabilitasi yang berbasis bukti objektif.157 Di Indonesia, 
pembiayaan di tingkat kabupaten tidak mencukupi dan 
terbatas158   dan, meskipun sebagian besar pengguna narkotika 
tidak memerlukan layanan perawatan, pusat-pusat rehabilitasi 
tidak mampu menjangkau seluruh penduduk yang tersebar 
luas.

Studi kasus: pengurangan dampak buruk di Swiss
Swiss telah melakukan pendekatan ilmiah, ketat, dan berbasis bukti dalam mengendalikan bahaya narkotika suntikan melalui 
berbagai program kesehatan masyarakat. Sejak tahun 1991 diperkenalkan serangkaian tindakan di bawah empat pilar yaitu 
pemolisian, pencegahan penggunaan narkotika, perawatan pemakai narkotika (yang berarti menawarkan berbagai pilihan bagi 
dokter dan pasien sesuai dengan kasus yang dihadapi), dan pengurangan bahaya. Strategi ini telah menuai banyak keberhasilan: 
jumlah pengguna baru heroin turun dari 850 pada tahun 1990 menjadi 150 pada tahun 2002; kematian terkait narkotika turun 
lebih 50% antara 1991-2004; terjadi penurunan kejahatan properti hingga 90% oleh pengguna narkotika. Saat ini negara tersebut 
memiliki tingkat prevalensi HIV paling rendah di kawasan sekitar.165 70-80% pengguna opioid disana diikutkan kedalam pro-
gram terapi pengganti opioid, salah satu angka terapan tertinggi di dunia.

Hentikan rehabilitasi wajib

Sebagian besar pengguna narkotika mengkonsumsi 
produk tersebut tanpa melahirkan ketergantungan, tetapi 
mereka yang membutuhkan layanan perawatan biasanya 
memerlukan lebih dari satu kali putaran perawatan untuk 
melepaskan ketergantungan mereka.166 Dokumen Hasil 
Sidang Khusus mengakui bahwa ketergantungan narkotika 
dapat dicegah dan diobati melalui pengobatan, perawatan, 
dan rehabilitasi narkotika berbasis ilmiah, berdasarkan bukti.

UU Narkotika memungkinkan hakim Indonesia untuk 
menerapkan perawatan ketergantungan narkotika di pusat-
pusat rehabilitasi, bukan hukuman penjara, pada orang-
orang yang dilaporkan menggunakan narkotika dan dinilai 
memiliki ketergantungan.167 Lama perawatan bervariasi 
dari enam bulan hingga satu tahun dan dikenakan tanpa 
persetujuan yang bersangkutan.168 Pengguna narkotika yang 
oleh pengadilan dianggap tidak memiliki ketergantungan 
akan dipenjara. Penelitian oleh LBH Masyarakat pada tahun 
2016 menemukan bahwa, dari 151 kasus di mana pengalihan 
dimungkinkan, 41 (27%) diantaranya mendapatkan 
hukuman rehabilitasi.169 

SDG didirikan di atas norma-norma hak asasi manusia 
internasional, dan perawatan terhadap pengguna narkotika 
tanpa persetujuan tertulis bertentangan dengan prinsip 
perlindungan hak asasi manusia.170 Badan-badan perjanjian 
hak asasi manusia dan badan-badan PBB mengutuk 
rehabilitasi narkotika wajib sebagai pelanggaran terhadap 
larangan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan 
martabat, hak atas kesehatan, larangan penahanan 
sewenang-wenang,171 dan hak untuk bebas dari perawatan 
medis non-konsensual.172 Pelanggaran HAM dilaporkan 
terjadi di pusat-pusat perawatan Indonesia.173 

Pada tahun 2017, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas 
kesehatan mengidentifikasi bahwa ha mbatan untuk 
mengakses pengobatan dan layanan berdampak negatif 
terhadap efektivitas program penanggulangan HIV 
Indonesia. Dia menekankan bahwa memprioritaskan 
layanan berbasis komunitas yang berkualitas, berbasis bukti, 
dan bukan layanan wajib yang tidak efektif merupakan salah 
satu yang disyaratkan dalam hak atas kesehatan.174  

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan jangka 
panjang dalam penggunaan narkotika lebih mungkin dicapai 
melalui pilihan bebas daripada melalui rehabilitasi yang 
dipaksakan.175 Perawatan wajib membutuhkan biaya besar, 
yang dananya diambil dari layanan lain, dan tidak ada bukti 
yang menunjukkan bahwa cara tersebut membuahkan hasil 
yang positif.176 

Sebanyak dua belas lembaga PBB telah meminta 
berbagai negara untuk menutup pusat-pusat penahanan 
dan rehabilitasi wajib narkotika mereka.177 UNODC 
merekomendasikan penutupan pusat-pusat rehabilitas 
semacam itu dan agar dikembangkan program sukarela 
berbasis masyarakat sebagai alternatif pemenjaraan.178 
Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
meminta negara-negara anggota untuk menyediakan 
perawatan berbasis bukti ilmiah yang menghormati hak 
pengguna narkotika.179 

Rehabilitasi wajib untuk pengguna narkotika tidak berbasis 
bukti ilmiah, melanggar hak asasi manusia, menggerogoti 
perlindungan kesehatan, tidak sejalan dengan Dokumen 
Hasil Sidang Khusus,180  memicu kemiskinan, dan bukan 
merupakan jenis pelayanan yang sejalan dengan tujuan SDG 
3. Rehabilitasi wajib bersifat opresif dan tidak efektif, tetapi 
alternatif pilihan lain harus berpedoman pada pembangunan 
berkelanjutan dan tidak menambah tingkat pemenjaraan.

Pada tahun 2018, BNN meminta pembangunan pusat 
rehabilitasi ditingkatkan, supaya pengguna narkotika 
bermasalah dan pelanggar narkotika kelas ringan bisa dikirim 
ke pusat-pusat rehabilitasi dan bukannya ke penjara yang 
sudah kelebihan kapasitas. Lembaga tersebut juga meminta 
agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada diintegrasikan dengan 
lebih baik lagi.159 BNN mengakui bahwa pengguna narkotika 
bermasalah membutuhkan perawatan dan dukungan.160 BNN 
dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan 
berbagai bentuk layanan kesehatan diluar model abstinensia.
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2.3 Tingkatkan dan perluas layanan 
pengurangan dampak buruk

‘Pengurangan dampak buruk’ mengacu pada kebijakan 
atau program yang bertujuan untuk mengurangi dampak 
negatif di bidang kesehatan, sosial serta bidang-bidang lain 
yang terkait dengan penggunaan narkotika bermasalah. 
Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk mencegah 
penyebaran HIV dan penyakit lainnya yang menular melalui 
darah di kalangan pengguna narkotika suntik,181   dan untuk 
mengurangi penggunaan dan ketergantungan narkotika 
bermasalah, kematian akibat overdosis dan bahaya terkait 
narkotika lainnya.182 Disamping mampu menekan risiko dan 
meningkatkan kualitas hidup, biaya penerapan pengurangan 
dampak buruk juga relatif murah dan efektif dari segi biaya.183 

“Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit 
menular adalah: 1) meningkatkan intervensi 
yang sudah terbukti efektif untuk mencegah 

dan mengendalikan HIV / AIDS, TB, malaria... 2) 
meningkatkan jangkauan skrining terutama untuk 

kelompok berisiko tinggi; 3) meningkatkan perawatan 
narkotika yang efektif... dan 5) meningkatnya 
pemenuhan kebutuhan logistik, sumber daya 

manusia dan pendanaan untuk HIV / AIDS, TB dan 
malaria.”

Laporan VNR Indonesia 2019

Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah rencana 
pokok pengurangan dampak buruk, yang berbeda dari model 
abstinensia yang terdapat pada kebanyakan program rehabilitasi 
di negara ini.184  

Pada tahun 2004, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
memberikan bantuan program pengurangan dampak buruk 
di enam provinsi prioritas.185 Badan ini direstrukturisasi pada 
tahun 2006 dan partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil 
diperluas.186  Pada tahun 2007, Kementerian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat mengeluarkan Peraturan tentang 
pengurangan dampak buruk sebagai respons terhadap HIV 
/ AIDS.187 Dua tahun kemudian, UU Narkotika menegaskan 
bahwa pengurangan dampak buruk dapat diberikan sebagai 
salah satu aspek rehabilitasi medis, untuk mencegah penularan 

HIV dan penyakit menular lainnya, di bawah Kementerian 
Kesehatan.188 Rencana Strategis Nasional 2010-14 memberikan 
ruang yang lebih luas pada pengurangan dampak buruk dan 
memperluas cakupan intervensi berbasis bukti.189 Kementerian 
Kesehatan melalui Peraturan tahun 2015 juga memperjelas 
kewenangannya dalam menyediakan layanan pengurangan 
dampak buruk.190 Kemudian pada tahun 2018, fungsi Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional dialihkan ke Kementerian 
Kesehatan.

Program rehabilitasi berbasis masyarakat disediakan di daerah-
daerah yang dianggap berisiko berdasarkan tingkat infeksi HIV 
dan jumlah pengguna narkotika suntik.191 Tetapi jangkauan 
geografis layanan pengurangan dampak buruk masih terbatas, 
dimana baru terdapat 194 program jarum suntik steril,192 92 
tempat terapi substitusi opioid,193  dan kurang dari 4% orang 
yang seharusnya mendapatkan injeksi opiate bisa mengakses 
perawatan pemberian metadon (yaitu pengobatan untuk 
ketergantungan obat atau pencegahan HIV).194 Klinik metadon 
baru tersedia di beberapa kota-kota besar dan layanan substitusi 
opioid hanya tersedia di 11 penjara di negara ini.195 

Perawatan yang berbasis bukti untuk pengguna zat amfetamin 
(ATS) di Indonesia masih kurang, meskipun terdapat trend 
kenaikan signifikan pemakaian ATS di negara ini196 serta 
hubungan antara pemakaian ATS dan penularan HIV.197 
Sebuah penelitian pada tahun 2017 menemukan bahwa banyak 
pengguna narkotika suntik yang telah beralih dari heroin 
dan opioid lain ke ATS, dan 65% responden dalam survei itu 
merupakan ODHA.198   Dampak potensial yang signifikan dari 
proyek-proyek yang berbasis masyarakat telah dirusak oleh 
lingkungan hukum dan praktik penegakan hukum yang tak 
bersahabat.199 

Majelis Umum PBB,200 Dewan Hak Asasi Manusia,201 Komite 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,202 Komite Hak-
hak Anak,203 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 
Wanita,204   Pelapor Khusus tentang hak kesehatan mental205 
dan penyiksaan,206 dan Majelis Kesehatan Dunia207 sepakat 
bahwa pengurangan dampak buruk sangat penting. Pada 
November 2018, sebanyak 30 lembaga PBB berkomitmen untuk 
mendorong langkah-langkah yang bertujuan meminimalkan 
dampak negatif penggunaan narkotika bermasalah terhadap 
kesehatan masyarakat, yang mampu menekan laju infeksi HIV, 
memperbaiki derajat kondisi kesehatan, dan memberikan 

Perluas kebijakan pengalihan berbasis kesehatan masyarakat 
dan berikan pelatihan sistematis kepada petugas kesehatan 
dan penegak hukum untuk memastikan kelangsungan 
pengalihan ke rehabilitas sukarela, sebagai bagian dari 
reorientasi struktural dan perawatan ketergantungan 
narkotika berbasis pembangunan yang jauh dari sistem 
peradilan pidana.

Kembangkan dan terapkan layanan kesehatan berbasis 
bukti yang efektif, dengan menawarkan layanan perawatan 
dan pengurangan dampak buruk yang beragam, agar pasien 
dan dokter bisa memilih strategi yang paling sesuai dan 
efisien berdasarkan kebutuhan mereka. Pastikan orang 

yang sedang mencari perawatan narkotika memberikan 
persetujuan sukarela untuk mengikuti program-program 
perawatan berbasis bukti sebagai alternatif terhadap 
pemenjaraan maupun rehabilitasi paksa. Sesuaikan berbagai 
peraturan yang ada terkait layanan rehabilitasi dengan 
standar internasional untuk memastikan kelangsungan 
praktek terbaik secara konsisten.215 

Pantau pusat-pusat perawatan untuk memastikan 
perawatan dilakukan atas dasar kesukarelaan dimana 
persetujuan diberikan secara sadar dan perawatan hanya 
diberikan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, 216 
dan pastikan kualitas layanan perawatan dan rehabilitasi 
narkotika (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (c)) 
dan hentikan penahanan sewenang-wenang (Dokumen 
Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (o)).

Rekomendasi
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manfaat sosial dengan mengurangi tekanan pada sistem 
kesehatan dan peradilan.208 

Pada tahun 2009, UNODC, UNAIDS, dan WHO menerbitkan 
Panduan Teknis (diperbarui pada 2012) untuk negara-negara 
anggota dalam menyusun target pemberian akses universal 
ke program pencegahan HIV, perawatan dan pengobatan 
pemakaian narkotika suntik.209 Panduan tersebut menjelaskan 
paket sembilan jenis intervensi untuk pencegahan, perawatan 
dan pengobatanan HIV,210 yang kemudian diakui dan 
didukung dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus. Peningkatan 
ketersediaan layanan ini secara tak terbatas tergantung pada 
penurunan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengguna 
narkotika.211 Untuk itu, WHO mendorong terciptanya: 
undang-undang yang mendukung, penanganan stigma dan 

diskriminasi, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan 
kekerasan terhadap pengguna narkotika.212 

Meskipun salah satu target RPJMN 2015-2019 mencakup 
peningkatan ketersediaan terapi dan rehabilitasi bagi pengguna 
narkotika, namun target tersebut diletakkan dalam konteks 
strategi nasional pemberantasan obat-obatan terlarang.213 
RPJMN 2020-2024 mengemukakan kembali strategi 
pemberantasan narkoba, sewaktu berfokus pada meningkatkan 
rehabilitasi, menangani perdagangan manusia dan kejahatan 
terhadap kelompok rentan, serta meningkatkan layanan dan 
profesionalisme polisi.214    Undang-undang, peraturan, dan 
rencana di masa depan harus menimbang kembali target 
bebas narkotika dan, seperti Dokumen Hasil Sidang Khusus, 
mengakomodasi perawatan berbasis bukti, pengurangan 
dampak negatif dan pembangunan berkelanjutan.

2.4 Tingkatkan akses ke obat-obatan 
terkontrol untuk keperluan medis

Perjanjian narkotika internasional bertujuan agar obat-obatan 
terkontrol bisa tersedia untuk keperluan medis dan ilmiah. 
Obat-obatan terkontrol sangat diperlukan untuk keperluan 
seperti itu dan mengaksesnya merupakan hal mendasar dalam 
hak kesehatan,217 tetapi ketersediaannya di sebagian besar 
dunia masih terbatas.218 Kebutuhan sistem kesehatan akan 
obat-obatan jenis ini harus dihitung - untuk keperluan terapi, 
perawatan paliatif, pereda nyeri, anestesi, pengobatan dan 
pengelolaan kondisi kesehatan - agar bisa dilakukan produksi 
atau import dalam jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan 
medis.219 

Target SDG 3.8 meminta Indonesia agar, “Mewujudkan 
jaminan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko 
keuangan, akses ke layanan perawatan kesehatan dasar 
yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin dasar 
yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua 
orang”. Demikian pula, RPJMN 2015-2019 mengupayakan 
peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-
obatan bagi tenaga kesehatan, untuk keperluan perbaikan 
kondisi kesehatan masyarakat.220   Kementerian Dalam Negeri 
memiliki kewenangan, melalui peraturan dan Keppres tahun 
2017 tentang penerapan SDG, terkait dengan ketersediaan 
obat-obatan untuk keperluan medis.

Menurut Konstitusi, setiap warga negara Indonesia memiliki 
hak untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan 
dasar mereka, untuk mendapatkan manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan kualitas 
hidup mereka dan memajukan kesejahteraan umat manusia.221  

Hak terhadap kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal, 
lingkungan yang sehat, dan perawatan kesehatan dijamin oleh 
konstitusi.222  Hukum Indonesia juga menjamin hak untuk: 
mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus bagi anggota 
masyarakat yang rentan;223 kehidupan, untuk mempertahankan 
kehidupan dan mata pencaharian, kedamaian, kebahagiaan dan 
kesejahteraan, dan lingkungan yang sehat;224 pengembangan 
diri, pendidikan, dan mengambil manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi;225 bebas dari penyiksaan dan 
perlakuan tidak manusiawi;226 jaminan sosial yang diperlukan 
untuk kehidupan yang layak;227 dan perawatan, pendidikan, 
pelatihan, dan bantuan khusus yang dibiayai negara untuk 
menjamin kualitas hidup (untuk orang tua dan cacat).228  

Sebuah survei tahun 2005 oleh Departemen Kesehatan 
menemukan bahwa ketersediaan obat-obatan di Indonesia 
buruk, mahal, dan banyak obat-obatan untuk perawatan umum 
harganya terlalu tinggi.229 Salah satu tujuan UU Narkotika 
tahun 2009 adalah untuk “memastikan ketersediaan narkotika 
untuk layanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi” tetapi tujuan tersebut belum tercapai. RPJMN 2020-
2024 mengidentifikasi adanya kekurangan obat-obatan dan 
vaksin dan ketergantungan yang tinggi pada impor bahan baku 
farmasi; ini juga membutuhkan banyak perbaikan.230 Hal ini  
ditegaskan pada tahun 2019 dengan adanya berbagai laporan 
kasus meluasnya kekurangan obat.231 

Polemik politik dan undang-undang pengendalian narkotika 
telah menghambat akses ke narkotika terkontrol. Pada tahun 
2011, WHO menyarankan agar para pembuat kebijakan 
tidak berhenti hanya pada melonggarkan peraturan terkait 
ketersediaan narkotika terkontrol, tetapi juga menyusun serta 
menerapkan kebijakan yang mendorong pemahaman terhadap 
nilai terapis dari narkotika terkontrol serta penggunaannya 

Libatkan masyarakat sipil dan masyarakat terdampak 
(lihat bagian 7.1 dari laporan ini) untuk memperluas dan 
mengembangkan layanan pengurangan dampak buruk 
dan perawatan ketergantungan narkotika yang sudah 
terbukti mampu mengurangi bahaya yang terkait dengan 
penggunaan narkotika bermasalah. Pastikan bahwa 
program dan layanan memiliki jangkauan luas, tersedia 

untuk semua orang, memenuhi standar internasional, dan 
sudah teruji dalam penerapan standar tinggi yang konsisten.

Sistem rehabilitasi medis dan sosial ganda dalam UU 
Narkotika harus diganti dengan satu sistem rehabilitasi 
terpadu dan komprehensif, dan langkah-langkah 
pengurangan dampak buruk harus dimasukkan ke dalam 
program-program yang sudah ada saat ini.236 Skema yang 
bersifat sukarela dan berbasis bukti harus digunakan sebagai 
pengganti program pemberian obat, pemeriksaan dan 
perawatan HIV yang bersifat wajib.237 

Rekomendasi
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yang rasional, dan membangun kesadaran di kalangan 
petugas pengendali narkotika dan penegak hukum berkenaan 
dengan kebutuhan zat-zat tersebut untuk keperluan medis 
dan ilmu pengetahuan.232 

Pada tahun 2018, Komite Ahli WHO untuk Ketergantungan 
Narkotika merekomendasikan agar PBB menghapus ganja 
dari daftar Konvensi 1961, yang memuat daftar obat-obatan 
yang konon tidak memiliki nilai medis.233 Kian hari kian 

2.5 Wujudkan jaminan kesehatan universal

Ada tiga tujuan utama jaminan kesehatan universal: 
kesetaraan dalam akses ke layanan kesehatan bagi mereka yang 
membutuhkan, standar layanan kesehatan harus meningkatkan 
kesehatan penerima layanan, dan masyarakat harus dilindungi 
dari risiko keuangan.238 WHO menegaskan bahwa setiap orang 
harus dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka 
butuhkan, layanan harus berkualitas agar efektif, dan layanan 
tersebut tidak boleh memberatkan penggunanya secara 
finansial.239 Pada bulan November 2018, sebanyak 30 lembaga 
PBB menyepakati perlunya jaminan kesehatan universal untuk 
pengguna narkotika bermasalah.240 

Meskipun terdapat tantangan geografis yang signifikan dalam 
upaya pemberian layanan kesehatan, Indonesia berada di 
barisan terdepan dalam upaya pemberian jaminan kesehatan 
universal ini (target SDG 3.8). Hal ini menggambarkan 
adanya kemauan politik dan bahwa pemerintah memahami 
hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan 
untuk berinvestasi dalam hak atas kesehatan, termasuk sistem 
kesehatan yang adil.241 Namun jaminan kesehatan yang 
universal tidak akan bisa diwujudkan jika hambatan-hambatan 
sistemik seperti kriminalisasi dan stigmatisasi masih ada, dan 
akses ke layanan penurunan dampak negatif belum diperbaiki.

Sebagaimana disebutkan di atas, Konstitusi menjamin hak 
bagi setiap orang untuk berkembang dengan memenuhi 
kebutuhan dasar mereka, memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas hidup, 
lingkungan yang sehat, dan perawatan kesehatan.242 Undang-
undang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab 
untuk mewujudkan tingkat kesehatan terbaik bagi setiap 
warga negara.243 Pemerintah mengatakan bahwa pada akhir 
2016 Sistem Jaminan Sosial, yang mencakup sistem kesehatan, 
sudah menjangkau 66,4% dari keseluruhan penduduk (171,9 
juta orang), 40% diantaranya adalah penduduk berpendapatan 
paling rendah.244  

Indonesia sudah menyusun strategi kesehatan untuk 2005-2025 
dan kesehatan masyarakat adalah inti dari RPJMN 2015-2019. 
Sistem kesehatan berfokus pada orang miskin atau mereka 
yang berisiko menjadi miskin dan tidak memiliki asuransi 
kesehatan.245   Kementerian Kesehatan mengawasi sistemnya 
tetapi kebijakan dan pembiayaan didesentralisasikan ke 
pemerintah daerah. Pemerintah berkomitmen mewujudkan 
sistem yang murah dan dapat diakses semua kalangan pada 
tahun 2019.246 RPJMN 2020-2024 berupaya meningkatkan 
akses dan kualitas layanan kesehatan agar bisa menjadi sebuah 
jaminan yang bersifat universal.247  

Terlepas dari kemajuan yang sudah dicapai Indonesia 
dalam aspek keuangan jaminan kesehatan universal, tingkat 
investasinya sendiri masih bisa ditingkatkan. Pada tahun 2015, 
jumlah belanja kesehatan Indonesia adalah 3,3% dari PDB.248 
Hanya ada tiga negara lain di Asia Tenggara yang memiliki 
alokasi anggaran di bawah angka tersebut. Ini artinya jumlah 
belanja kesehatan per orang hanya US $ 111,8, jauh di bawah 
banyak negara lain di kawasan ini.249  

Tinjau kembali peraturan dan mekanisme regulasi 
dan administratif serta prosedur yang ada untuk 
menyederhanakan dan merampingkan proses yang 
memungkinkan akses ke zat-zat terkontrol untuk 
keperluan medis dan ilmiah, dan singkirkan peraturan 
dan hambatan yang membelenggu (Dokumen Hasil 
Sidang Khusus paragraf 2 (a)). Zat-zat tersebut haruslah 

berkualitas, aman dan efektif, dan harus tersedia dengan 
harga terjangkau (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 
2(d)).

Layanan kesehatan, bahan, dan informasi yang berkualitas 
tinggi harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, 
petugas kesehatan harus dilatih dan diperlengkapi dengan 
baik,250 dan aparat penegak hukum harus peka terhadap 
kebutuhan akan narkotika terkontrol untuk keperluan 
medis dan ilmiah.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan universal dan 
memastikan bahwa tidak ada yang ‘tertinggal’, Indonesia 
harus menjamin ketersediaan anggaran yang memadai 
dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, dan 

meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas layanan 
kesehatan bagi pengguna narkotika tanpa hambatan 
apapun.251 Regulasi dalam sistem jaminan kesehatan yang 
mengingkari akses ke tunjangan medis bagi pengguna 
narkotika (misalnya, pengobatan hepatitis dan tes HIV252) 
harus dihapuskan untuk meningkatkan akses ke layanan 
kesehatan.

Rekomendasi
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banyak pemerintah, termasuk Thailand, Filipina, dan Korea 
Selatan, yang mengakui nilai medis tanaman tersebut. Pada 
tahun 2015 Indonesia menerbitkan izin penelitian tentang 
pemakaian ganja untuk perawatan penyakit tertentu,234 
tetapi ganja sendiri masih termasuk kedalam daftar obat 
yang paling dibatasi dalam UU Narkotika. Pada tahun yang 
sama ketika izin penelitian tersebut diberikan, seorang warga 
negara Indonesia dieksekusi akibat melakukan pelanggaran 
terkait ganja.235 



Ubah kebijakan yang 
melahirkan kemiskinan 
ketimpangan dan 
stigmatisasi

Salah satu tujuan Agenda 2030 adalah menciptakan “sebuah 
dunia yang menghormati kesetaraan dan non-diskriminasi 
secara universal”. SDG 1 mengharuskan negara-negara anggota 
untuk “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana 
pun” dan SDG 10 mengharuskan negara-negara anggotanya 
untuk “mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara”.

Dalam pembicaraan Agenda 2030, pemerintah Indonesia 
mengatakan bahwa, “memberantas kemiskinan adalah 
tantangan global terbesar dan merupakan persyaratan yang 
sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh 
karena itu pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan 
ekstrim, adalah jalan ke arah terwujudnya pembangunan 
berkelanjutan.” 253  RPJPN menggarisbawahi prinsip-prinsip 
kesetaraan dan non-diskriminasi, kebutuhan untuk mengurangi 
kemiskinan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi 
hak-hak semua orang, dan menyuarakan pembangunan yang 
adil dan setara.

Lapisan masyarakat paling miskin merupakan kelompok 
yang paling dirugikan dengan penerapan kampanye anti-
narkotika. Sifat kebijakan tersebut yang sewenang-wenang telah 
berdampak besar pada beberapa kelompok masyarakat paling 
rentan: mendorong lahirnya kemiskinan, ketidaksetaraan, 
diskriminasi, marginalisasi dan stigmatisasi, gagal mendorong 
terjadinya proses inklusi sosial, ekonomi dan politik, dan 
menciptakan hambatan pembangunan yang bersifat sistemik. 
Indonesia harus mengatasi akar penyebab kemiskinan dan 
ketidaksetaraan dan memprioritaskan pemberian bantuan pada 
kelompok-kelompok rentan.

3.1 Akhiri kemiskinan kelompok rentan yang 
terlibat dengan obat-obatan terlarang

Lebih dari 28 juta orang Indonesia hidup di bawah garis 
kemiskinan dan 40% penduduk berada pada ambang batas 
garis kemiskinan nasional, dengan penghasilan sekitar US $ 
22,60 per bulan.254  43,5% penduduk (103 juta orang) memiliki 
penghasilan kurang dari US $ 2 per hari.255 Turunnya tingkat 
kemiskinan nasional dari 24% pada tahun 1999 menjadi 9,8% 
pada tahun 2018 sebagian besar karena pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan.256 RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk 
mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 
2019.257   Laporan VNR Indonesia mengakui perlunya upaya 
terpadu untuk mencapai angka nol kemiskinan pada tahun 
2030 dan bahwa pengurangan kemiskinan telah mengalami 
pelambatan. 

Strategi pemberantasan narkotika nasional yang mahal telah 
menyebabkan dan mengokohkan ketidaksetaraan dan tingkat 
kemiskinan yang tinggi, kesehatan yang buruk, kekerasan, 
marginalisasi, stigmatisasi, ketidakadilan, dan mengakibatkan 
beberapa kelompok yang paling rentan ‘tertinggal’. Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 berfokus pada 
perlindungan kelompok rentan tetapi tidak merujuk pada orang 
yang mengalami ketergantungan narkotika maupun ODHA.258   
Kegagalan meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi untuk 
semua kelompok rentan bertentangan dengan komitmen 
pemerintah untuk mengatasi penyebab kemiskinan.

3
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3.2 Hentikan diskriminasi dan stigmatisasi

Indonesia berkomitmen untuk “menjamin semua pria dan 
wanita, khususnya yang miskin dan rentan, untuk memperoleh 
hak yang setara terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke 
layanan dasar...” (Target SDG 1.4) dan untuk “memberdayakan 
dan mendorong inklusi sosial, ekonomi dan politik semua orang, 
tanpa memandang usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal-
usul, agama atau ekonomi ataupun status lainnya” (target SDG 
10.2). Termasuk di dalamnya pengguna narkotika, pengguna 

narkotika bermasalah, ODHA, kelompok rentan yang terlibat 
dengan obat terlarang, dan lain sebagainya.

Konstitusi menjamin hak perlindungan terhadap perlakuan 
diskriminatif.270 Hukum Indonesia juga melindungi hak 
untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi;271 perlakuan 
yang sama di hadapan hukum;272 dan kesetaraan di depan 
hukum.273 Undang-undang tentang Penghapusan Diskriminasi 
Rasial dan Etnis mendefinisikan diskriminasi secara sempit 
sebagai diferensiasi, pengecualian, pembatasan, atau preferensi 

“Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya 
pendapatan atau konsumsi, tetapi berhubungan pula 

dengan masalah multidimensi, seperti pendidikan, 
kesehatan dan standar hidup, yang menyebabkan 

orang tetap berada dalam kondisi serba kekurangan. 
Kelompok-kelompok penduduk dan wilayah 

yang terikat kemiskinan membutuhkan intervensi 
kebijakan khusus.”

Laporan VNR Indonesia Tahun 2017

Ganja secara tradisional telah lama dibudidayakan di Indonesia, 
terutama di Aceh, dan merupakan jenis narkotika yang paling 
banyak dikonsumsi di negara ini. Metamfetamin kristal adalah 
jenis kedua paling banyak dikonsumsi dan jumlah sitaannya 
mengalami pemeningkatan dalam beberapa tahun terakhir.259   
Terdapat hubungan pertumbuhan produksi metamfetamin dan 
ATS di dalam negeri.260 Indonesia telah tumbuh menjadi salah 
satu penghasil dan pengekspor kratom, sejenis daun pohon 
tropis, terbesar di kawasan sekitar, dan pembahasan tentang 
kemungkinan untuk memasukkannya sebagai produk yang 
dilarang semakin intensif di tingkat pemerintah.261 

Ketercerabutan dan marginalisasi sosial ekonomi dapat 
menyebabkan seseorang terjebak ikut dalam perdagangan obat-
obatan terlarang.262  Bagi banyak orang, aktifitas perdagangan 
obat terlarang dapat memberikan penghasilan dan akses ke 
layanan dasar.263  Kelompok-kelompok ini menjadi sasaran 
penegak hukum dan mereka tidak mampu membayar denda, 
pengacara maupun memberi suap, dan menjadi penghuni 
penjara dalam jumlah besar.264 Memenjarakan pengguna 
narkotika dan pelanggar kecil-kecilan yang tidak terlibat 
kekerasan tidak akan mampu menjawab akar penyebab 
kemiskinan ataupun menimbulkan dampak pada skala pasar 

Untuk menjamin tidak ada ‘yang tertinggal’ dan menjangkau 
mereka yang paling tertinggal lebih dahulu: gunakan 
indikator pembangunan berbasis HAM dalam semua bidang 
kebijakan publik; integrasikan Rencana Aksi Nasional HAM 
dengan rencana pembangunan nasional; susun kebijakan 
yang menghormati HAM dan kebebasan serta lindungi 
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan semua orang 
(Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (a)); dukung 
prakarsa yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan 

dan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, dan 

tingkatkan inklusi dan perlindungan sosial (Dokumen 
Hasil Sidang Khusus paragraf 7 (b)); atasi penyebab dan 
konsekuensi pengolahan, pembuatan, produksi dan 
perdagangan obat-obatan terlarang dengan mengatasi 
faktor-faktor risiko yang memengaruhi individu, komunitas 
dan masyarakat (Dokumen Hasil Sidang Khusus para 
7 (h)); dan majukan program-program berkiblat pada 
pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan untuk 
mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi narkotika, termasuk 
pengangguran dan marginalisasi sosial (Dokumen Hasil 
Sidang Khusus paragraf 5 (v)).

Rekomendasi

obat-obatan terlarang. Alih-alih, hal itu akan memicu siklus 
kemiskinan, pengucilan dan marginalisasi.265 

Indonesia memiliki komitmen terhadap Dokumen Hasil Sidang 
Khusus untuk mengatasi aspek sosial ekonomi dari pengolahan, 
pembuatan, produksi, dan perdagangan obat-obatan terlarang 
melalui strategi pengendalian narkotika jangka panjang yang 
komprehensif, berimbang dan berorientasi pada pembangunan 
berkelanjutan baik di lingkungan perkotaan maupun 
pedesaan.266   Pencegahan kejahatan yang efektif membutuhkan 
kebijakan sosial yang menyasar akar penyebab keterlibatan 
orang dalam perdagangan narkotika.267 

Komitmen Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan 
mencerminkan target penurunan kemiskinan yang termuat 
pada SDG 1: “Mengurangi setidaknya setengah jumlah laki-
laki, wanita dan anak-anak dari semua jenjang usia yang hidup 
dalam kemiskinan dalam semua aspeknya sesuai dengan 
definisi negara masing-masing pada tahun 2030” (target SDG 
1.2) tetapi komitmen tersebut dirongrong oleh kebijakan yang 
menyebabkan dan memperluas kemiskinan di seluruh lapisan 
masyarakat.

Kebijakan yang mendorong lahirnya kemiskinan di kalangan 
kelompok rentan dan gagal mengatasi akar penyebab 
ketidaksetaraan harus ditinjau ulang. Ada banyak faktor yang 
harus dipelajari dalam memahami kenapa orang jadi ‘tertinggal’ 
dan dalam menyusun rencana yang efektif.268 Penelitian pada 
tahun 2019 mengidentifikasi setidaknya sembilan dimensi 
yang saling terkait untuk dipertimbangkan (termasuk 
ketidakberdayaan, penganiayaan institusional, penganiayaan 
sosial, kurangnya pekerjaan yang layak, pendapatan yang tidak 
mencukupi dan tidak aman, dan kekurangan material dan 
sosial) dalam mengukur kemiskinan dan menyusun strategi 
pengentasannya yang tepat.269 
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berdasarkan ras dan etnis yang menyebabkan terjadinya 
pencabutan (atau gangguan pengakuan, pemerolehan, atau 
pelaksanaan) hak asasi manusia, kebebasan, atau kesetaraan, di 
berbagai sektor.274 

UU Narkotika mengkriminalisasi penggunaan dan kepemilikan 
obat-obatan terlarang dalam jumlah kecil untuk penggunaan 
pribadi, dengan denda minimum yang besar serta hukuman 
penjara.275  Ini bukanlah cara yang efektif dalam membatasi 
penggunaan narkotika atau perdagangan narkotika dan 
menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan 
SDGs.276  Undang-undang tersebut mengakibatkan timbulnya 
diskriminasi sistemik terhadap pengguna narkotika dan 
ODHA, penahanan massal pengguna narkotika dan pelanggar 
narkotika kecil-kecilan, pengingkaran terhadap layanan 
kesehatan esensial secara luas, dan krisis penjara yang kelebihan 
kapasitas. Rencana pembangunan nasional tidak mampu 
menghambat ‘ketertinggalan’ kelompok-kelompok yang 
dikriminalisasi dan terstigmatisasi ini.

UU Narkotika tidak membedakan antara pengguna 
narkotika coba-coba, pecandu, atau pengedar narkotika, atau 
antara pengecer dan bandar besar. Akibatnya, orang yang 
menggunakan narkotika untuk kesenangan dan pecandu 
narkotika menghadapi respon penegakan hukum yang sama 
beratnya. Dalam kebanyakan kasus, orang yang ditemukan 
memiliki obat-obatan terlarang dituntut dengan menggunakan 
dakwaan perdagangan narkotika. Sebuah penelitian tahun 2016 
menemukan bahwa 61% pengguna narkotika didakwa dengan 
pasal yang menetapkan hukuman minimum 4 tahun penjara.277 
Bagian 5.5 laporan ini membahas dampak kriminalisasi dan 
penahanan terhadap pembangunan.

Kelompok minoritas, rentan dan terpinggirkan pada umumnya 
tidak mampu membayar suap, biaya hukum, atau denda 
besar: denda minimum untuk kepemilikan narkotika dalam 
UU Narkotika adalah 400 juta rupiah (US $ 24.000). Denda 
maksimum untuk kepemilikan narkotika adalah 3 miliar rupiah 
(sekitar US $ 180.000). Jika mereka tidak mampu membayar, 
akan diganti dengan hukuman penjara 2-7 tahun.

Pengacara enggan mewakili orang yang terlibat kasus 
narkotika karena adanya stigma. Pada tahun 2011, LBH 
Masyarakat menemukan lebih dari 60% pelanggar narkotika 
tidak didampingi oleh pengacara.278 Dalam survei tahun 
2016 terhadap 275 terdakwa yang menghadapi dakwaan 
yang memenuhi syarat untuk mendapat hukuman mati, 85% 
diantaranya tidak didamping pengacara, meskipun mereka 
memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum.279 Akses ke 
bantuan hukum yang baik dapat meningkatkan terjaminnya 
proses hukum yang baik, benar dan adil dan membantu 
mengurangi kepadatan penjara.

Sebuah studi tahun 2018 menggarisbawahi bahwa pemenjaraan 
pengguna narkotika di Indonesia, tanpa berinvestasi dalam 
layanan kesehatan, tidak akan efektif dalam memerangi 
penyalahgunaan narkotika.280 Studi itu menemukan bahwa 
pemerintah mengalokasikan 6,5 miliar rupiah (US $ 460.000) 
untuk program kesehatan masyarakat dari total anggaran 
‘perang melawan narkotika’ sebesar 1,9 triliun rupiah (US $ 135 
juta), tetapi tidak ada bukti bahwa ‘perang melawan narkotika’ 
telah berhasil mencapai sasaran. Studi tersebut mengusulkan 
peningkatan anggaran kesehatan masyarakat untuk pengguna 

narkotika dari 0,3% dari anggaran kontra-narkotika menjadi 
10% pada tahun 2020, tetapi usulan tersebut tidak diterima.

RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa perubahan perspektif 
dan sikap yang berorientasi pada kemajuan dan modernitas 
merupakan aspek utama pembangunan nasional.281 Pemerintah 
Indonesia mengakui bahwa: untuk mengakhiri kemiskinan 
diperlukan peningkatan akses ke  layanan kesehatan yang 
berkualitas untuk semua kelompok,282 ketercerabutan 
kelompok-kelompok rentan dari layanan tersebut tidak 
memperoleh perhatian yang cukup - kesejahteraan yang 
setara tidak akan bisa diwujudkan jika ada kelompok yang 
dipinggirkan.283 Agar ‘tidak ada yang tertinggal’, Indonesia 
harus mendorong perubahan masyarakat untuk menghentikan 
diskriminasi terhadap pengguna narkotika, khususnya dalam 
hal layanan kesehatan.284 

Dekriminalisasi pelanggaran narkotika 

erjanjian pengendalian narkotika PBB tidak mensyaratkan 
negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi penggunaan 
narkotika atau kepemilikan untuk dipakai sendiri.285  Bahkan, 
INCB,286 Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kesehatan,287 
Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,288 
dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia289 
merekomendasikan dekriminalisasi penggunaan dan 
kepemilikan pribadi. Pada bulan Juni 2017, sebanyak 12 
lembaga PBB merekomendasikan pencabutan undang-undang 
yang mengkriminalisasi penggunaan narkoba atau kepemilikan 
pribadi.290 Pada bulan Maret 2019, sebanyak 30 lembaga 
PBB mendukung dekriminalisasi, menyerukan penyusunan 
kebijakan berbasis bukti yang berpusat pada masyarakat, 
kesehatan, dan hak asasi manusia, dalam Sikap Bersama PBB 
tentang Kebijakan Narkotika. 291 

Kriminalisasi penggunaan dan kepemilikan narkotika untuk 
penggunaan pribadi menghalangi orang untuk mengakses 
layanan kesehatan dasar, sehingga meningkatkan keterpaparan 
terhadap jarum suntik yang tidak steril maupun praktik-
praktik sejenis lainnya. 292  Hal ini mendorong stigmatisasi dan 
diskriminasi (hambatan bagi segmen masyarakat yang penting 
untuk mengakses layanan kesehatan) menghalangi upaya 
menurunkan angka prevalensi penyakit, dan menyebabkan 
ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Stigmatisasi 
juga mengganggu hubungan dengan keluarga, teman, tenaga 
kesehatan293 dan sistem peradilan pidana. Hal ini merusak 
misi jangka panjang RPJPN yaitu kesetaraan peluang untuk 
meningkatkan standar hidup, akses ke pekerjaan, layanan sosial, 
pendidikan dan kesehatan, untuk mendapatkan perlindungan 
dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta bangsa 
Indonesia yang tidak mengizinkan segala bentuk diskriminasi.

Selain mendorong terciptanya kemiskinan di kalangan 
kelompok paling rentan, kriminalisasi terhadap pengguna 
narkotika juga berkontribusi terhadap krisis penjara yang 
kelebihan kapasitas (dibahas pada bagian 5.1 laporan 
ini) yang memberikan tekanan besar pada masyarakat 
Indonesia dan sistem peradilan pidana. Orang-orang yang 
memiliki catatan kriminal terkait pelanggaran narkotika 
lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak, mengakses pendidikan, perumahan, layanan 
kesehatan dan sosial, dan karenanya terperangkap ke dalam 
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Revisi UU Narkotika untuk menghapus hukuman pidana 
terhadap penggunaan narkotika dan kepemilikan narkotika 
untuk dipakai sendiri dan bebaskan dari penjara siapa pun 
yang dihukum karena kejahatan tersebut. 

Perluas alternatif pilihan pemenjaraan yang bersifat tidak 
menahan, melalui revisi KUHP, dan masukkan rujukan ke 
layanan kesehatan, program rehabilitasi sukarela dan berbasis 
masyarakat serta intervensi lainnya yang didasarkan pada 
bukti, hak asasi manusia, dan pembangunan.301 Tingkatkan 
jumlah penegak hukum yang ditugaskan secara khusus untuk 
melaksanakan keadilan restoratif.

Amandemen UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Rasial dan Etnis sehingga definisi ‘diskriminasi’ 
mencakup, antara lain, pengguna narkotika dan ODHA. 
Jalankan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat 
untuk memerangi diskriminasi terhadap pengguna 
narkotika, pecandu, dan ODHA.302 Ambil tindakan untuk 
mengakhiri diskriminasi yang dialami pengguna narkotika, 
termasuk ketika mengakses layanan kesehatan, hukum, 
pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, atau ketika 
berinteraksi dengan penegak hukum.303  

Libatkan pengguna narkotika dalam penyusunan dan 
pelaksanaan program outreach dan kampanye untuk 
mencegah marginalisasi sosial, dorong sikap non-
stigmatisasi, dorong pengguna narkotika untuk mendapatkan 
perawatan dan pengobatan, dan fasilitasi akses ke perawatan 
dan pengembangan kapasitas (Dokumen Hasil Sidang 
Khusus) paragraf 1 (j)). 

Rekomendasi
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narkotika yang juga lebih rendah299 – keduanya merupakan 
tujuan utama Indonesia.

Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan yang 
disebabkan oleh kejahatan melalui komunikasi dan reintegrasi. 
Pendekatan ini telah ada di Indonesia sebagai suatu cara untuk 
mengatasi kepadatan penjara – ia merupakan inti dari Strategi 
Nasional untuk Akses ke Keadilan, Rencana Aksi Nasional 
untuk Hak Asasi Manusia 2015-2019 dan salah satu fokus dari 
RPJMN 2020-2024.300 Jika sistem peradilan pidana tidak cocok 
untuk menangani bahaya yang terkait dengan penggunaan 
narkotika bermasalah, fokus pada keadilan restoratif di 
Indonesia akan menjadi satu langkah maju ke arah penggunaan 
mekanisme non-hukuman yang dapat membuahkan hasil yang 
lebih efektif dan masyarakat yang lebih adil dan lebih jujur.  

Setidaknya 26 negara telah mendekriminalisasi penggunaan 
narkotika dan kepemilikan narkotika untuk penggunaan 
pribadi sementara sejumlah negara lainnya sudah 
merencanakan untuk mengambil langkah serupa. Pada bulan 
Juni 2019, pemerintah Malaysia mengumumkan rencana 
untuk menghapus hukuman pidana untuk penggunaan dan 
kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil, “sebagai langkah 
penting berikutnya untuk mewujudkan kebijakan narkotika 
yang rasional yang menempatkan ilmu pengetahuan dan 
kesehatan masyarakat di hadapan hukuman dan penahanan”.298 
Negara-negara yang telah mendekriminalisasi penggunaan 
narkotika dan kepemilikan narkotika untuk dipakai sendiri, 
dan berinvestasi dalam layanan pengurangan dampak negatif, 
memiliki prevalensi HIV yang lebih rendah di kalangan 
pengguna narkotika suntik serta tingkat kematian terkait 

Studi kasus: dekriminalisasi di Portugal

Pada tahun 2001, untuk mengatasi memburuknya kesehatan para pengguna narkotika di Portugal, pemerintah 
negara itu mendekriminalisasi pemakaian dan kepemilikan narkotika untuk keperluan pribadi di bawah ambang 
batas tertentu, dan meningkatkan pengurangan dampak negatif serta ketersediaan dan akses layanan perawatan. 
Kepemilikan untuk penggunaan pribadi sekarang dianggap sebagai pelanggaran administratif, dimana disediakan 
panel kesehatan regional, tenaga profesional bidang hukum dan sosial yang akan memutuskan jenis hukuman yang 
akan diberikan (termasuk denda dan kerja sosial) serta rujukan sukarela untuk mendapatkan layanan kesehatan 
dan sosial. Setelah dilakukan perubahan tersebut terlihat sejumlah perbaikan, diantaranya penurunan angka 
penggunaan narkotika di kalangan penduduk usia 15-24 tahun, penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS, 
penurunan secara signifikan kematian akibat penggunaan narkotika, dan penurunan proporsi pelanggar narkotika 
di kalangan penghuni penjara.297 

siklus kemiskinan294 yang membawa dampak negatif pada 
keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka. Dalam sebuah 
pembicaraan tingkat tinggi pada awal 2020, Kementerian 
Hukum dan HAM menggarisbawahi komitmen untuk 
mengatasi kepadatan penjara yang disebabkan oleh penahanan 
pengguna narkotika.295 

Dekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan  narkotika secara 
pribadi, diiringi dengan pencegahan dan perawatan yang 

efektif, dapat mengurangi penggunaan narkoba dan tingkat 
kematian terkait.296 Hal ini juga dapat mengurangi tekanan 
pada lembaga-lembaga penegak hukum, memungkinkan 
mereka untuk fokus pada kekerasan, kejahatan terorganisir, 
korupsi, dan pencucian uang. Hal ini juga akan membantu 
mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas penjara, 
membebaskan sumber daya yang selanjutnya bisa dipakai 
untuk penyusunan program sosial dan kesehatan serta 
pemerintahan yang baik.



Amandemen UU Narkotika untuk membedakan 
antara kecanduan narkotika dan penggunaan 
narkotika yang tidak bermasalah, sesuai 
dengan standar ilmiah yang disepakati secara 
internasional, dan untuk menghapus seluruh 
kebijakan wajib lapor, pelaporan dan pelaporan-
mandiri pengguna narkotika. Pastikan para 
pecandu narkotika dapat mengakses berbagai opsi 
perawatan yang efektif dan berbasis bukti, yang 
sesuai dengan kebutuhan individu mereka, tanpa 
melibatkan lembaga penegak hukum.

Rekomendasi

3.3 Hentikan wajib lapor bagi pengguna 
narkotika

UU Narkotika menjelaskan tata cara pendaftaran wajib dan 
lapor-diri serta pelaporan pengguna narkotika.304  UU tersebut 
mewajibkan orang di atas usia 18 tahun yang menggunakan 
obat-obatan terlarang untuk melaporkan diri mereka sendiri 
atau orang lain untuk mendaftar dalam program rehabilitasi 
wajib. Anggota keluarga yang tidak melaporkan “penyalahguna 
narkotika” menghadapi ancaman enam bulan kurungan.305 

Wajib lapor, dan kekhawatiran akan ditangkap karena 
menggunakan narkotika, membuat pemakai narkotika 
melakukan aktifitasnya secara sembunyi-sembunyi dari 
lingkungan keluarga dan teman-temannya, sehingga memicu 
pengucilan serta menjauhkan orang dari layanan kesehatan 
dasar dan membawa mereka ke kondisi kesehatan yang 
buruk dan kemiskinan. UU Narkotika tidak mendefinisikan 
“pengguna narkotika” atau “pecandu narkotika” atau 
membedakan antara penggunaan narkotika yang bersifat 
coba-coba dan penggunaan narkotika yang dapat dianggap 
tergantung secara klinis.306 Hal ini secara substansial 
memperluas jangkauan orang yang dapat menjadi subjek wajib 
lapor dan perlakuan wajib lainnya, yang semakin menghambat 
pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam sebuah studi yang 
dilakukan tahun 2016, banyak orang melapor merasa dipaksa 
atau dimanipulasi seakan-akan telah melakukan pelaporan 
mandiri oleh petugas yang ditempatkan oleh instansi terkait, 
yang menerima dana pemerintah berdasarkan jumlah orang 
yang melapor.307 

Wajib lapor merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar, 
termasuk hak privasi, dan merongrong upaya untuk menjamin 
kesetaraan hak dan akses ke layanan dasar, terutama di 
kalangan masyarakat miskin dan rentan. (Target SDG 1.4). Hal 
ini mendorong terciptanya kemiskinan dan ketidaksetaraan, 
merusak kesehatan masyarakat, dan bukan merupakan sebuah 
pola kebijakan yang baik berdasarkan strategi pembangunan 
yang pro-kaum miskin (seperti yang disyaratkan pada target 
SDG 1B).

3.4 Perdagangan manusia dan kurir 
narkotika

Kurir narkotika adalah orang yang membawa narkotika 
untuk orang lain, biasanya melewati perbatasan internasional, 
dan memainkan peran yang relatif kecil dalam perdagangan 
narkotika. Pekerjaan ini mempunyai risiko besar, imbalannya 
kecil, sangat berpotensi dieksploitasi, dan memiliki kendali yang 
lemah terhadap tindakannya sendiri atau peluang pembuatan 
keputusan.308 Dalam beberapa kasus, kurir narkotika sangat 
rentan dan memenuhi kriteria sebagai korban perdagangan 
manusia. Banyak orang di Indonesia dijatuhi hukuman mati 
akibat perannya sebagai kurir narkotika kelas teri. Beberapa 
di antara mereka adalah korban perdagangan manusia atau 
dieksploitasi, tidak paham risiko mengedarkan narkotika 
atau cukup rentan untuk mendapat hukuman mati, dan pada 
beberapa kasus mereka membawa narkotika dengan cara 
menelannya.

Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, 
Khususnya Perempuan dan Anak-anak, menyerukan agar 
korban perdagangan manusia di Asia Tenggara dilindungi dan 
tidak bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran yang 
melibatkan mereka sebagai korban perdagangan.309 

Badan-badan internasional yang telah mengidentifikasi 
bahwa para korban perdagangan manusia seharusnya tidak 
bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran yang 
berkaitan dengan perdagangan mereka, dan bahwa negara-
negara anggota harus mengambil langkah-langkah untuk 
mengidentifikasi dan melindungi para korban diantaranya 
adalah: OHCHR,310 Majelis Umum PBB,311 Kelompok Kerja 
PBB tentang Perdagangan Manusia,312 Dewan Eropa,313 Dewan 
EroKelompok Ahli tentang Aksi Menentang Perdagangan 
Manusiapa,314 Uni Eropa,315 dan Organisasi untuk Keamanan 
dan Kerjasama Eropa.316 

Indonesia memiliki komitmen untuk memerangi semua bentuk 
kejahatan terorganisir (target SDG 16.4). Namun, pencegahan 
kejahatan narkotika dan penegakan hukum di negara ini 
lebih berfokus pada pengguna, kurir, dan pelanggar narkotika 
non-kekerasan tingkat rendah lainnya, ketimbang kebijakan 
sosial yang menangani akar penyebab keterlibatan orang dalam 
kejahatan terkait narkotika, atau penegakan hukum yang 
berfokus pada kejahatan kekerasan atau kejahatan terorganisir.

Indonesia juga terikat dengan Dokumen Hasil Sidang 
Khusus untuk, “program pembangunan jangka panjang 
dan berkelanjutan untuk mengatasi faktor-faktor sosial 
ekonomi terkait narkotika yang paling mendesak, termasuk 
pengangguran dan marginalisasi sosial, yang memungkinkan 
orang dieksploitasi oleh organisasi kriminal yang terlibat dalam 
kejahatan narkotika”317 dan untuk mengembangkan alternatif 
ekonomi yang layak bagi masyarakat terdampak oleh, atau 
berisiko terhadap aktifitas narkotika di daerah perkotaan dan 
pedesaan.318 

Polisi, pengadilan dan jaksa penuntut di Indonesia tidak 
membedakan kurir dan mereka yang bertanggung jawab atas 
operasi perdagangan narkotika, atau mempertimbangkan 
kerentanan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, tanggung jawab 
pemeliharaan, atau kerentanan mereka terhadap pemaksaan. 
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Sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN Menentang 
Perdagangan Orang, Khususnya perempuan dan anak-
anak, pastikan korban perdagangan manusia diidentifikasi 
dan dilindungi dan bahwa mereka tidak memikul 
tanggung jawab pidana atas pelanggaran, termasuk 
pelanggaran narkotika, terkait status mereka sebagai 

korban perdagangan manusia.324 Terbitkan pedoman 
untuk pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya 
agar bisa memastikan para kurir narkotika tidak mendapat 
hukuman yang tidak sebanding dengan peranan mereka 
yang kecil, dan agar menfokuskan sumber daya kepolisian 
yang ada pada kejahatan terorganisir serta penyitaan aset 
dan pemrosesan kejahatan mereka, dan bukan para kurir 
narkotika.

Rekomendasi

menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri mendapat 
pengurangan hukuman.321 Salah satu target RPJMN 2015-
2019 adalah meningkatkan kualitas perlindungan terhadap 
orang Indonesia di luar negeri.322 Pada bulan Maret 2018, 
pemerintah mengkonfirmasi bahwa 392 dari 583 warga 
negara Indonesia yang dihukum mati antara 2011 dan 2018 di 
luar negeri telah dibebaskan.323 

Pemerintah mengakui kerentanan, dan memberikan bantuan 
kepada mereka yang menghadapi ancaman hukuman mati di 
luar negeri, tetapi memberikan perlakuan berbeda terhadap 
kurir narkotika di dalam negeri yang juga rentan dan bekerja 
akibat pemaksaan. Menyalahkan para kurir atas peredaran 
narkotika dan mengeksekusi mereka merupakan tindakan 
kontraproduktif, terutama ketika pemerintah mengambil 
pendekatan yang berbeda untuk kurir asal Indonesia di luar 
negeri. Jika faktor-faktor sosial-ekonomi praktik eksploitasi 
oleh organisasi-organisasi kejahatan belum ditangani dengan 
benar, peredaran gelap narkotika tidak akan bisa ditekan, dan 
para kurir yang rentan serta korban perdagangan manusia 
akan terus ‘tertinggal’ di Indonesia dan terancam hukuman 
mati di negara-negara lain.

Pada bulan Oktober 2017, pemerintah mencatat terdapat 165 
terpidana mati yang permohonan bandingnya telah habis.319  20 
(12%) tidak pernah sekolah. 42 (25,5%) berhenti sekolah antara 
usia 6 dan 11. 84 (51%) telah berhenti sekolah pada usia 14. 
Lebih dari 91% tidak memiliki pendidikan tinggi.

Sebanyak 18 orang yang dieksekusi pada 2015-16 dihukum 
karena pelanggaran narkotika: 11 (61%) diduga kurir dan 
ditangkap di pusat transportasi, 4 di antaranya diduga 
mengambil risiko fatal membawa narkoba di dalam perut 
mereka. Mereka adalah orang-orang miskin dan rentan, namun 
banyak diantaranya yang dilaporkan memiliki narkotika 
bernilai ratusan ribu dolar AS. Mereka tidak mampu membayar 
suap atau biaya hukum, dan menjadi korban peradilan yang 
tidak adil. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia 
menggarisbawahi hubungan antara SDGs, kemiskinan, 
supremasi hukum, dan hukuman mati.320  

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membentuk 
satuan tugas untuk mengoordinasikan bantuan bagi orang 
Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di 
luar negeri. Prestasi satgas tersebut sangat baik. Antara 
tahun 2011 dan 2014, sebanyak 240 orang Indonesia yang 
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Hentikan kekerasan dan 
diskriminasi, dan perbaiki 
akses ke keadilan dan 
penegakan hukum

Agenda 2030 mengharuskan negara-negara anggota untuk: 
“Membangun masyarakat yang damai dan inklusif untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke 
keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektif, 
akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan” (SDG 16).

Di tingkat nasional,  RPJPN berusaha mewujudkan Indonesia 
yang berlandaskan hukum, dengan menegakkan hak 
asasi manusia, penegakan hukum non-diskriminatif yang 
menghormati hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan, dan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik di semua tingkatan. RPJMN 2015-2019 bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas dan keadilan penegakan hukum, 
agar menjadi efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi 
kelompok rentan dan para pencari keadilan.325 

Pemerintah telah meratifikasi sejumlah konvensi utama dan 
berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, berupaya 
menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip pembangunan, 
mendorong kerja Komnas HAM, dan menggagas Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia. Kode etik dan UU Kepolisian 
tahun 2002 semakin meningkatkan kepekaan lembaga-
lembaga peradilan pidana terhadap masalah-masalah hak asasi 
manusia.326 Tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akses 
ke keadilan bagi semua orang merupakan prioritas pemerintah 
selama periode 2016-2020.327 

Namun, strategi pemberantasan narkoba punitif telah 
meningkatkan kekerasan dan diskriminasi, menyebabkan 
penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan lembaga-
lembaga nasional mengalami kemerosotan, melahirkan 
hukuman yang tidak proporsional (seringkali dijatuhkan 
setelah melalui persidangan yang tidak memenuhi standar 
internasional), dan menyebabkan penjara kelebihan kapasitas 
yang parah serta persoalan-persoalan lainnya dalam sistem 
peradilan pidana.

4.1 Atasi praktik-praktik diskriminatif dalam 
penegakan hukum narkotika

Indonesia memiliki komitmen dalam Agenda 2030 untuk 
“Mendorong dan menjalankan hukum dan kebijakan non-

diskriminatif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan” 
(target SDG 16.B) dan untuk “Menjamin kesetaraan peluang dan 
mengurangi kesenjangan hasil pembangunan, termasuk dengan 
menghapuskan undang-undang, kebijakan, dan praktik-praktik 
diskriminatif serta mengembangkan undang-undang, kebijakan, 
dan tindakan yang sesuai” (target SDG 10.3).

Konstitusi menjamin hak untuk: pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil;328 serta perlakuan 
yang sama di depan hukum.329 Jaminan konstitusional lebih luas 
daripada definisi diskriminasi yang tercantum dalam UU 40 
tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis. 
Lebih jauh hukum Indonesia menjamin hak untuk: keadilan 
tanpa diskriminasi;330 kehidupan, tidak disiksa, diakui sebagai 
individu, kesetaraan di depan hukum;331 perlakuan yang sama 
dan dukungan serta perlindungan yang adil oleh peradilan yang 
objektif dan tidak memihak.332 

Diskriminasi dilarang di dalam berbagai perjanjian yang sudah 
diratifikasi oleh Indonesia, termasuk Perjanjian Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial tahun 1999. Terlepas dari komitmen Indonesia terhadap 
Agenda 2030, cita-cita RPJPN tentang Indonesia yang bebas 
dari diskriminasi, dan berbagai kewajiban yang sudah diakui 
berdasarkan hukum internasional, strategi pemberantasan 
narkotika yang ada justru ditandai oleh adanya diskriminasi.

Terdapat kesalahpahaman yang luas di Indonesia, yang dipicu 
oleh media dan penerapan hukuman mati, bahwa warga negara 
asing secara tidak proporsional bertanggung jawab atas aktifitas 
pasar gelap narkotika.333 Komentar-komentar para anggota 
parlemen senior dan aparat penegak hukum tentang ‘darurat 
narkotika’ memperkuat perspektif bahwa narkotika merupakan 
pengaruh buruk yang dibawa ke negara ini dari luar dan bahwa 
tindakan keras oleh pemerintah akan mengakhiri perdagangan 
narkotika. Faktanya, narkotika memiliki sejarah domestik 
yang panjang dan produksi serta perdagangannya merupakan 
industri yang sudah mapan sejak lama di dalam negeri.334 

Praktik-praktik seperti kriminalisasi penggunaan narkotika, 
wajib lapor, penitikberatan pada penangkapan kurir (pihak 
yang paling kentara tetapi juga paling rentan dalam rantai 

4
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Kelompok-kelompok tertentu di Indonesia menerima lebih 
banyak hukuman mati secara tidak proporsional. Antara 
1999 dan 2016, setidaknya 30 warga negara Nigeria dijatuhi 
hukuman mati di negara ini: selama periode tersebut, sekitar 
sepertiga dari semua hukuman mati terkait narkoba dijatuhkan 
kepada warga negara asing. Dua belas warga negara Nigeria 
dieksekusi sejak 2008: 20% dari orang yang dieksekusi pada 
2008 dan 2013 adalah warga Nigeria, 33% pada Januari 2015, 
50% pada April 2015, dan 75% pada tahun 2016. Selain 
hukuman mati dan eksekusi yang tidak proporsional jika 
dibandingkan dengan tingkat dan skala pelanggaran yang 
dilaporkan, terdapat pula bukti adanya bias dalam sistem 
peradilan pidana.336 Diperlukan lebih banyak penelitian tentang 
penyebab penargetan seperti ini untuk membantu Indonesia 
menyusun rencana perlindungan.

Pada tahun 2008, Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di 
luar hukum, menulis surat kepada pemerintah Indonesia 
mempertanyakan jumlah warga negara asing yang tidak 
proporsional, terutama dari Afrika, yang terkena hukuman 
mati akibat pelanggaran narkotika.337 Surat lain yang dikirim 
pada tahun 2017 memunculkan kekhawatiran tentang 
persidangan yang tidak adil dan penargetan hukuman mati dan 
eksekusi yang tidak proporsional terhadap warga Nigeria.338   
Menurunnya jumlah warga Nigeria yang ditangkap terkait 
kasus narkotika sejak tahun 2017 merupakan hasil dari campur 
tangan konstruktif otoritas Indonesia dan Nigeria.

Alih-alih mengambil tindakan untuk menghilangkan kondisi 
yang menyebabkan atau melanggengkan diskriminasi,339 
sebagian pihak berwenang justru mendukung tindak kekerasan 
oleh polisi terhadap orang asing yang menjadi tersangka 
narkotika.340 Pemberian sanksi oleh negara terhadap penargetan 
kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan tidak menjamin 
terciptanya kesetaraan akses terhadap keadilan, lahirnya 
kebijakan-kebijakan yang non-diskriminatif, atau mengurangi 
kekerasan, kemiskinan atau ketidaksetaraan, seperti yang 
disyaratkan oleh SDGs. 

4.2 Hentikan penyiksaan dan bentuk-bentuk 
perlakuan sewenang-wenang lainnya

SDG 16 menginginkan terciptanya masyarakat yang damai, 
inklusif mendorong supremasi hukum (target SDG 16.3) 
penghentian semua bentuk kekerasan (target SDG 16.1) dan 
penguatan lembaga-lembaga nasional, termasuk melalui 

kerjasama internasional, dalam upaya pengembangan kapasitas 
di semua tingkatan, mencegah kekerasan, terorisme, dan 
kejahatan (target SDG 16.A)

Dokumen Hasil Sidang Khusus juga mendorong implementasi 
langkah-langkah untuk “menegakkan larangan...terhadap 
penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat”.341 

Sebagai bagian dari program penciptaan aparat penegak 
hukum, jaksa penuntut dan peradilan yang peka, serta 
pengembangan respon terhadap pemakaian dan peredaran 
narkotika yang dipandu oleh pembangunan berkelanjutan 
yang berimbang: siapkan pelatihan yang sistematis dan 
berkelanjutan untuk menjamin penegakan hukum di 
bidang narkotika tidak diskriminatif, dimulai dari prinsip-

prinsip dasar HAM hingga permasalahan-perasalahan yang 
lebih kompleks dan spesifik.

Data-data tentang investigasi, penangkapan, penuntutan, 
dan vonis harus dipantau oleh suatu badan yang terlepas 
dari lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa 
warga negara asing tidak ditargetkan atau dihukum secara 
tidak proporsional, dan untuk membantu mengatasi 
kesenjangan rasial dalam sistem peradilan pidana dan 
narasi yang sudah mengakar tentang pasar obat terlarang.

Rekomendasi

perdagangan narkotika), dan penerapan denda yang tinggi, 
bermakna bahwa kelompok-kelompok yang tercerabut secara 
sosial-ekonomi, rentan, dan terpinggirkan justru seringkali 
mengalami penangkapan, mendapat hukuman yang tidak 
berimbang, dan kadang-kadang juga dieksekusi. Stigma 
membuat mereka lebih rentan terhadap penyiksaan dan 
perlakuan buruk.

Sebagai contoh, jumlah warga negara asing yang ditangkap 
sebagai tersangka dalam penyelidikan narkotika hanya 
sekitar 0,4% dari keseluruhan penangkapan setiap tahun.335 
Namun penelitian Reprieve menunjukkan bahwa sekitar dua 
pertiga dari keseluruhan orang yang dihukum mati karena 
pelanggaran narkotika antara tahun 1999 dan 2017, dan 
setengah dari orang yang dihukum mati karena pelanggaran 
narkotika selama bulan Desember 2018  adalah orang asing. 
Eksekusi para terpidana narkotika juga telah mempengaruhi 
warga negara asing secara tidak proporsional, termasuk kurir 
yang rentan, tidak mampu membayar denda, suap maupun 
pengacara. Semua penerima eksekusi yang dilakukan sejak 
tahun 2015 adalah tersangka narkotika dan 15 dari 18 orang 
yang dieksekusi antara tahun 2015-16 adalah warga negara 
asing, sebagian besar kurir.
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Jumlah tersangka yang ditahan selama 
penyelidikan narkotika

WNI WNA Persentase 
WNA

2011 36,571 161 0.44%

2012 35,524 116 0.33%

2013 43,885 127 0.30%

2014 43,264 195 0.45%

2015 51,158 174 0.34%
Sumber: BNN (2016) Analisa Data tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkotika 



Pada tahun 2007, seorang mantan Pelapor Khusus PBB 
untuk penyiksaan menyimpulkan bahwa penyiksaan sudah 
menjadi “praktik sehari-hari” di kantor-kantor polisi di dan 
sekitar wilayah Jakarta.342 Pada tahun 2008, Komite PBB Anti 
Penyiksaan mengemukakan kekhawatirannya terhadap dugaan 
adanya penggunaan penyiksaan dan perlakuan yang buruk 
secara rutin dan luas terhadap tersangka yang berada dalam 
tahanan posisi, khususnya untuk mendapatkan pengakuan.343 
Sebuah tinjauan tahun 2015 terhadap 42 orang yang dijatuhi 
hukuman mati, menunjukkan setidaknya 11 orang telah 
mengalami intimidasi atau penyiksaan oleh polisi.344  Pada 
tahun 2018, sebanyak 84% petugas polisi terkait mengatakan 
bahwa penyiksaan adalah hal biasa dalam proses investigasi.345 

Terdapat pula laporan kekerasan polisi terhadap pengguna 
narkotika. Dalam sebuah survei tahun 2008, sebanyak 667 
dari 1.106 pengguna narkotika suntik (60% dari mereka yang 
diwawancarai) melaporkan adanya penganiayaan fisik oleh 
polisi. Angka itu 95% di Jakarta, 94% di Denpasar, dan 85% 
di Medan.346  Dalam sebuah survei tahun 2009, hampir semua 
pengguna narkotika suntik di sembilan kota, mengalami 
penganiayaan oleh polisi.347   Seperti dikemukakan pada bagian 
6 laporan ini, kaum perempuan merupakan kelompok yang 
paling terpengaruh dan lebih berpeluang menjadi sasaran 
polisi.

Konvensi Anti  Penyiksaan (CAT), yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia,348 mewajibkan negara untuk mengevaluasi metode 
dan prosedur interogasi untuk menghindari penyiksaan, dan 
pernyataan yang diperoleh akibat adanya penyiksaan tidak 
boleh digunakan sebagai bukti. Konstitusi dan hukum nasional 
secara khusus menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan 
dan perlakuan yang merendahkan.349 Hukum Acara Pidana 
melarang penggunaan pengakuan paksa350 tetapi tidak terdapat 
aturan yang tegas yang melarang pencarian bukti- bukti melalui 
penyiksaan.351 Tidak terdapat pula peraturan yang memberikan 
perlindungan terhadap penyiksaan352 atau aturan rinci tentang 

proses pembuktiaan atas dugaan penyiksaan dan pemaksaan.353 

Sistem untuk menyelidiki pengaduan penyiksaan oleh polisi 
di Indonesia tidak jelas dan tidak dapat diakses, dengan 
tingkat impunitas yang tinggi. Polisi atau pasukan keamanan 
yang melakukan penyiksaan akan didakwa dengan tuduhan 
penyerangan atau dikenakan tindakan disipliner. Kalaupun 
mereka dinyatakan bersalah di pengadilan, hukuman untuk 
‘penyerangan’ biasanya rendah. RPJMN 2015-2019 mengakui 
perlunya meningkatkan penanganan pengaduan pelanggaran 
HAM.354 Ini merupakan prasyarat CAT, dan diperlukan untuk 
kepentingan penegakan supremasi hukum serta terbentuknya 
institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan transparan (target 
SDG 16.6).

Tidak ada otoritas nasional yang berwenang untuk mencegah, 
mengelola atau menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, yang 
merupakan salah satu persyaratan CAT. Lima lembaga 
negara telah bersepakat untuk memantau tempat-tempat 
penahanan dengan menggunakan pola mekanisme pencegahan 
nasional.355 Indonesia memerlukan mekanise monitoring untuk 
mengumpulkan data-data tentang indikator-indikator SDG, 
misalnya, proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan 
dalam 12 bulan terakhir (16.1.3) atau proporsi korban 
kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melapor ke pihak 
berwenang (16.3.1).

RPJMN 2015-2019 menginginkan berlangsungnya proses 
penegakan hukum yang adil, bebas dari korupsi, dan yang 
melindungi anak-anak, perempuan dan kelompok-kelompok 
terpinggirkan.356 Untuk mewujudkan tujuan tersebut serta 
tujuan-tujuan lainnya, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya 
oleh penegak hukum dalam kasus narkotika (dan kasus-kasus 
lainnya) harus dihentikan. RPJMN 2020-2024 mengarah ke 
sejumlah reformasi penting, dan menggarisbawahi perlunya 
memperbaiki sistem hukum pidana dan memberikan restitusi 
kepada korban pelanggaran HAM.357 

4.3 Hentikan pembunuhan di luar proses 
hukum terhadap tersangka narkotika

Indonesia berkomitmen untuk “Mengurangi secara signifikan 
semua bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait kekerasan 
dimanapun” (SDG target 16.1), “Mendorong tegaknya supremasi 
hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin 

akses terhadap keadilan untuk semua orang” (SDG target 16.3), 
melindungi kebebasan mendasar (target SDG 16.10), dan 
memperkuat institusi-institusi nasional untuk pengembangan 
kapasitas dalam rangka mencegah kekerasan dan kejahatan 
(target SDG 16.A).

Terlepas dari komitmen tersebut, sejak 2015 telah terjadi 
peningkatan pembunuhan terhadap tersangka narkotika oleh 

Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 25

Rekomendasi
usun rencana aksi nasional anti-penyiksaan yang 
menerapkan program pengembangan kesadaran dan 
pelatihan untuk semua anggota polisi, jaksa penuntut 
dan hakim.358 Sebagai bagian dari rencana tersebut, 
terapkan kebijakan yang mengharuskan jaksa dan hakim 
untuk menanyakan kepada orang yang baru dibawa dari 
tahanan polisi perihal perlakuan yang mereka terima, 
tanpa disaksikan petugas kepolisian, dan memerintahkan 
dilakukannya pemeriksaan medis yang independen sesuai 
dengan Protokol Istanbul jika mereka diketahui atau 

dicurigai telah mendapat perlakuan buruk.359 

Selaraskan KUHP dengan ketentuan-ketentuan CAT dan 
buat aturan tentang semua bentuk penyiksaan. Ratifikasi 
Protokol Opsional untuk CAT dan percepat pembentukan 
mekanisme pencegahan nasional yang efektif. 360 Susun 
mekanisme pelaksanaan investigasi yang cepat, independen, 
tidak memihak, dan efektif terhadap setiap klaim tindak 
pemaksaan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat.361 Pastikan bahwa bukti-bukti 
yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tersebut 
tidak dapat diterima dalam proses pengadilan dengan 
mencantumkan ketentuan khusus dalam KUHAP.



aparat penegak hukum Indonesia. Terdapat sejumlah tokoh 
politik dan penegak hukum terkemukayang mendukung 
pembunuhan terhadap tersangka narkotika belakangan ini: 
mendorong petugas untuk menembak tersangka pelaku 
perdagangan narkotika, khususnya warga negara asing, 
yang menolak untuk ditangkap;362   memprioritaskan 
pembunuhan tersangka narkotika ketimbang penangkapan 
dan penuntutan;363  memerintahkan petugas untuk tidak ragu-
ragu menembak para pengedar narkotika yang menolak untuk 
ditangkap;364 berharap tersangka menolak untuk ditangkap 
sehingga mereka bisa ditembak;365 menyatakan kebijakan 
tembak mati bagi tersangka yang menolak untuk ditangkap;366 
dan mendukung pembunuhan karena proses hukum memakan 
waktu lama;367 serta membingkai isu pembunuhan para suspek 
pecandu narkoba di luar proses hukum sebagai “perintah yang 
tegas dan terukur”.368 

“Praktik-praktik diskriminatif terhadap 
kelompok rentan dapat menghambat proses 

pembangunan yang inklusif. Masyarakat yang 
damai tidak akan terwujud jika kekerasan masih 

terjadi dan jika keamanan tidak ada. ”

Laporan VNR Indonesia 2019

Setidaknya 49 tersangka narkotika dibunuh polisi dalam 6 
bulan pertama 2017 (meningkat dari 14 pada 2016 dan 10 pada 
2015), dimana lebih dari sepertiga diantaranya terjadi setelah 
tersangka menyerah kepada polisi.369 Penelitian lain mencatat 
terjadi 97 pembunuhan pada tahun 2017 dan mengemukakan 
bahwa polisi mungkin telah menafsirkan perintah penagkapan 
sebagai perintah tembak di tempat.370 Pada bulan September 
2017, Ombudsman menyampaikan keprihatinannya tentang 
salah satu kebijakan informal yang diterapkan oleh polisi.371 
Pada tahun 2019, satu divisi kepolisian wilayah mengkonfirmasi 
bahwa mereka telah menembak dan membunuh 40 tersangka 
narkotika selama dua tahun terakhir.372 BNN mengklaim 
telah menembak dan membunuh 35 tersangka penyelundup 
narkotika pada tahun 2019, sebanyak 32 di antaranya adalah 
warga negara Indonesia.373  

Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 
yang berdasarkan pada hukum bukan kekerasan.374 Ia juga 
menjamin hak-hak dasar untuk: hidup;375 perlindungan 
terhadap penyiksaan atau pelecehan;376 pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan 
yang sama di depan hukum.377 Salah satu target RPJPN adalah 
memastikan penegakan hukum yang adil yang menghormati 

hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan, dan mengakui 
bahwa hak asasi manusia harus dihormati dalam penegakan 
hukum narkotika.378 RPJMN 2015-2019 bertujuan salah satunya 
untuk membangun institusi kepolisian yang profesional dan 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.379 
Hal ini mensyaratkan agar aparat penegak hukum diberi 
pelatihan HAM380 untuk mengakhiri kekerasan dan kasus-kasus 
pembunuhan di luar proses hukum. Penggunaan kekerasan 
oleh aparat penegak hukum harus berada dalam skema nasional 
dan sesuai dengan peraturan hak asasi manusia dan syarat 
keterdesakan yang memaksa,381  yang mencakup persyaratan 
proporsionalitas dan kewajaran.382 

Pembunuhan ekstra-yudisial bertentangan dengan Agenda 
2030 dan menimbulkan pertanyaan soal komitmen 
terhadap pembangunan dan hukum internasional. Pasar 
obat-obatan terlarang tidak identik dengan kekerasan383 
tetapi penegakan hukum narkotika telah menyebabkan dan 
melanggengkan kekerasan. Setiap pembunuhan, baik ekstra-
yudisial atau disetujui secara yuridis dan politis, adalah 
manifestasi kekerasan dari kampanye anti-narkotika, sebuah 
pukulan terhadap ambisi Indonesia untuk menjadi pelopor 
pembangunan, dan tidak memiliki dampak nyata pada skala 
pasar obat-obatan terlarang.

Majelis Umum PBB telah menyerukan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia dalam upaya-upaya pengendalian obat-
obatan terlarang,384 sebagaimana yang tercermin dalam 
Dokumen Hasil Sidang Khusus. Komisaris Tinggi PBB untuk 
Hak Asasi Manusia mengatakan hak untuk hidup harus 
dihormati dan dilindungi oleh lembaga-lembaga penegak 
hukum dalam upaya pengendalian narkotika, dan pemakaian 
kekuatan hanya diperbolehkan sepanjang memang diperlukan 
dan harus proporsional. 385 Pelapor Khusus membenarkan 
bahwa pelaku perdagangan narkotika harus dibawa ke 
pengadilan.386 Kekerasan yang disponsori negara terhadap 
mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan narkotika juga telah 
dikritik oleh, antara lain, INCB,387 UNODC, 388 dan Dewan Hak 
Asasi Manusia.389 

Pembangunan berkelanjutan bergantung pada supremasi 
hukum yang efektif serta masyarakat yang damai, adil, inklusif, 
memiliki akses yang sama ke keadilan, penghormatan terhadap 
hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, serta lembaga-
lembaga yang transparan, efektif dan bertanggung jawab.390 
Deklarasi Doha menggambarkan supremasi hukum dan 
pembangunan berkelanjutan sebagai saling terkait dan saling 
menguatkan.391 

Para politisi senior dan aparat penegak hukum harus 
mengakhiri penerimaan retoris dan diam-diam terhadap 
pembunuhan tersangka narkotika dengan secara terbuka 
menyatakan pentingnya supremasi hukum dan pemberian 
hak atas proses hukum yang baik, benar dan adil kepada 

semua tersangka kejahatan.

Aparat penegak hukum harus selalu mematuhi Prinsip-
Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh 
Aparat Penegak Hukum. Semua pembunuhan oleh pejabat 
publik perlu segera diselidiki secara menyeluruh oleh 
badan independen yang tidak memihak, dan pejabat yang 
terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban 
dan dituntut secara proporsional.

Rekomendasi
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4.4 Tingkatkan perlindungan hukum yang 
jujur dan implementasi perlindungan yang 
sudah ada

Kurangnya perlindungan hukum yang jujur dan buruknya im-
plementasi perlindungan yang ada di Indonesia telah menjadi 
penghambat pembangunan. Standar hukum dalam negeri harus 
diperkuat dan dikembangkan dan segala pelanggaran dalam tat-
aran praktis harus ditangani. Menyelaraskan bidang-bidang hu-
kum Indonesia lainnya dengan standar internasional (termasuk 
ICCPR392 dan Dokumen Hasil Sidang Khusus) akan memulus-
kan laju pembangunan. Indonesia berkomitmen dalam Doku-
men Hasil Sidang Khusus untuk menerapkan peradilan pidana 
yang peka terhadap pelanggaran narkotika yang memberikan 
jaminan hukum, proses hukum yang baik dan benar serta hak-
hak atas peradilan yang jujur (paragraf 4.o).
 
SDG 16 mensyaratkan adanya aturan hukum dan peradilan 
pidana yang adil untuk semua orang: “Tegakkan aturan hukum 
di tingkat nasional dan internasional dan pastikan adanya 
kesetaraan akses ke keadilan untuk semua orang” (sasaran SDG 
16.3) dan “Bangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, 
dan transparan di semua tingkatan” (target SDG 16.6). Lang-
kah-langkah spesifik gender yang diminta PBB untuk dimasuk-
kan oleh negara-negara anggota ke dalam sistem pencegahan 
kejahatan dan peradilan pidana mereka393 akan dibahas pada 
bagian 6 laporan ini.

Penahanan pra-persidangan terhadap 
tersangka narkotika

Salah satu indikator pencapaian target SDG 16.3 (menegakkan 
supremasi hukum dan menjamin kesetaraan akses ke keadilan) 
adalah jumlah tahanan yang tidak dihukum sebagai bagian dari 
penghuni penjara (indikator SDG 16.3.2). Jika jumlah orang 
yang ditahan dalam penahanan pra-persidangan mengalami 
peningkatan di Indonesia, proporsi penghuni penjara secara 
keseluruhan justru mengalami penurunan sejak 2005, yaitu 
sebesar 27% dari jumlah penghuni penjara pada tahun 2019.394 

Hukum Acara Pidana memungkinkan lembaga penegak 
hukum untuk menangkap orang yang diduga melakukan 
kejahatan jika terdapat “bukti awal yang cukup” terjadinya 
pelanggaran,395  meskipun apa yang dikatakan “cukup” terbuka 
untuk interpretasi. UU Narkotika mengubah aktifitas terkait 

narkotika yang didefinisikan secara samar-samar menjadi 
pelanggaran serius, dan beberapa tindakan mungkin masuk 
kedalam lebih dari satu jenis pelanggaran. Ambiguitas ini 
memberikan kewenangan yang luas kepada pihak berwenang 
ketika mengajukan tuntutan dan vonis.396 

Di bawah standar internasional yang telah diterima Indonesia, 
siapa pun yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan pidana 
harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain 
yang memiliki kekuasaan yudisial, dan akan berhak untuk 
diadili atau dibebaskan dalam jangka waktu yang wajar.397 
Penundaan tidak boleh lebih dari beberapa hari sejak tanggal 
penangkapan.398 Penahanan pra-sidang harus menjadi upaya 
terakhir untuk waktu sesingkat mungkin dan hanya berlaku 
untuk pelanggaran paling serius.399 Hukum Indonesia tidak 
menetapkan berapa lama investigasi atau penuntutan dapat 
berlangsung dan tidak ada mekanisme untuk mengajukan 
keberatan terhadap lamanya penahanan. Keberatan terhadap 
legalitas penangkapan atau penahanan dapat diajukan pada 
saat pemeriksaan pra-persidangan,400 tetapi sebaliknya tidak 
dapat diajukan dalam persidangan.401 Setiap keberatan terhadap 
penangkapan atau penahanan dicatat oleh polisi, lembaga yang 
menjadi subjek keberatan.402 

Pada tahun 2007, Prosedur Khusus PBB mengatakan sudah 
menjadi “prosedur standar” di kalangan polisi Indonesia untuk 
menahan tersangka selama 61 hari penuh yang dijamin hukum, 
dan merekomendasikan agar Indonesia mengurangi masa 
penahanan pra-sidang maksimum menjadi 48 jam.403 Beberapa 
orang ditahan hingga 9 bulan sebelum dijatuhi hukuman, 
meskipun dalam kebanyakan kasus lama penahanan adalah 
antara 2 dan 4 bulan.404   Pada tahun 2017 proporsi tahanan 
pra-sidang yang melampaui masa penahanan maksimum 
meningkat dari 2,6% pada tahun 2015 menjadi 3,1%.405 
Penahanan pra-sidang terhadap tersangka narkotika dapat 
berujung penyuapan, pelecehan dan penyiksaan oleh polisi.406 
Penahanan pra-persidangan yang lama telah memperparah 
krisis kepadatan penjara (dibahas pada bagian 5.1 laporan ini), 
yang semakin meningkatkan kekhawatiran terjadinya krisis 
sistem.407   Terdakwa yang sedang menunggu persidangan 
dari luar penjara memiliki kesempatan pembebasan yang 
jauh lebih besar dibanding mereka yang sedang berada dalam 
penahanan pra-persidangan.408   Penahanan sewenang-wenang 
untuk pelanggaran narkotika menimbulkan dampak yang tidak 
wajar pada perempuan, anak-anak, kelompok minoritas dan 
pengguna narkotika.409 
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Tahun Jumlah penahanan pra-
sidang

% dari jumlah penghuni 
penjara

Rata penahanan pra sidang 
(per 100.000 tahanan)

2000 20,980 39.3% 10

2005 41,863 41.9% 18

2010 47,048 39.9% 20

2015 57,547 32.6% 22

2018 70,160 28.5% 26

2019 69,407 27% 26

 



Akses ke pengadilan imparsial

Kesetaraan akses ke keadilan, dan lembaga yang efektif, 
akuntabel, dan transparan, merupakan hal yang sangat penting 
dalam perlindungan HAM dan SDG 16. Hukum internasional 
menjamin hak-hak yang bertujuan menjamin pelaksanaan 
peradilan yang layak, termasuk hak-hak untuk dianggap tidak 
bersalah sampai terbukti bersalah dan hak untuk “diperiksa 
secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, 
independen dan tidak memihak”.410 

Hukum Indonesia memberikan hak praduga tidak bersalah 
kepada semua orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut 
karena dicurigai melakukan kejahatan, sampai dinyatakan 
terbukti bersalah di pengadilan.411 Undang-undang juga 
menetapkan bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, 
ditahan, dituntut, atau dipanggil ke pengadilan tidak 
boleh dianggap bersalah tanpa keputusan pengadilan yang 
mengikat.412

 
Hukum Acara Pidana menempatkan beban pembuktian pada 
jaksa penuntut untuk menetapkan seseorang bersalah.413 
Dalam beberapa kasus yang terjadi malah sebaliknya. Misalnya, 
terdakwa yang dituntut berdasarkan Pasal 98 UU Narkotika, 
bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa aset tertentu 
miliknya bukan merupakan hasil kejahatan narkotika. 
UU Narkotika juga menyatakan bahwa orang-orang yang 
ditemukan membawa obat terlarang dalam jumlah tertentu 
dianggap sedang melakukan perdagangan narkotika.414  Pada 
tahun 2019, Pengadilan Federal Malaysia memutuskan asumsi 
semacam itu tidak konstitusional.415

Pertimbangan dalam kasus narkotika biasanya mencakup, 
sebagai faktor yang memberatkan, dugaan dampak nasional 
yang bisa ditimbulkan oleh suatu pelanggaran dan bagaimana 
pelanggaran itu bertentangan dengan strategi anti-narkoba. 
Mahkamah Agung Indonesia bahkan menyatakan bahwa 
menjadi warga negara asing merupakan faktor yang 
memberatkan dalam penetapan vonis terhadap pelanggaran 
narkotika.416 Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 
ketidakberpihakan dan apakah keputusan terkait narkoba 
mencerminkan keadilan, sebagaimana disyaratkan oleh 
RPJPN.417

 
Akses ke bantuan hukum yang kompeten

Hukum Indonesia memberikan hak kepada terdakwa untuk 
mendapatkan pengacara yang mereka pilih selama penyelidikan 
dan persidangan418 dan mengakui bahwa bantuan hukum harus 
efektif. 419 Pengacara yang dilaporkan karena tidak menjalankan 
tugasnya seringkali tidak diselidiki. Hukum Advokat dan Kode 
Etik Advokat mengatur pedoman profesi untuk pengacara, 
tetapi tidak ada pengawasan dan penegakan yang efektif 
terhadap pedoman tersebut oleh pengadilan atau oleh asosiasi 
pengacara dalam proses pengadilan.420 

Dalam praktiknya, banyak tahanan melaporkan bahwa 
pengacaranya tidak hadir selama pemeriksaan berlangsung. 
Ini sebagian karena polisi tidak perlu memberi tahu mereka 
tentang hak ini sehingga banyak yang tidak menyadarinya. 
Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan yang 
komprehensif tentang hak-hak dasar terdakwa atau prinsip-

prinsip yang mendukung sistem peradilan pidana. Aparat 
penegak hukum juga melaporkan terbatasnya anggaran yang 
tersedia untuk menyewa pengacara dan juru bahasa yang 
cocok untuk terdakwa.421 

Undang-undang menetapkan bahwa orang yang terancam 
hukuman mati atau dipenjara selama setidaknya 15 tahun, 
atau dianggap ‘miskin’ dan dapat dihukum 5 tahun, harus 
mendapatkan penasehat hukum secara cuma-cuma.422 
Pengacara yang memenuhi syarat tidak selalu disediakan 
selama proses investigasi ataupun proses pengadilan, dan 
pengacara yang disediakan untuk memberikan bantuan 
hukum biasanya adalah para pengacara pemula. Pengacara 
memiliki tanggung jawab tambahan dalam kasus-kasus 
besar423 tetapi pengacara yang disediakan seringkali tidak 
memenuhi standar internasional.

Pada tahun 2011, Komnas HAM menyimpulkan bahwa 
dari 56 kasus orang yang dijatuhi hukuman mati, 10 tidak 
mendapat bantuan hukum pada awal-awal interogasi oleh 
polisi atau pada masa penyelidikan.424 Sebuah laporan tahun 
2015 menemukan bahwa dalam 42 kasus hukuman mati, 
11 terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam 
penyelidikan polisi dan proses persidangan.425 Laporan 
lain dari tahun yang sama mendokumentasikan 12 kasus 
hukuman mati dimana penasihat hukum para terdakwa 
ditarik kembali.426 

RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk mengoptimalkan 
bantuan hukum dan layanan peradilan, didorong oleh 
komitmen untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan 
hukum dan memberikan bantuan hukum gratis kepada orang 
miskin.427 Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk 
meningkatkan ketersediaan layanan bantuan hukum untuk 
kelompok-kelompok yang terpinggirkan tetapi tidak merujuk 
secara jelas kepada warga negara asing ataupun pengguna 
narkotika.428 Demikian pula, Rencana Aksi Nasional untuk 
Hak Asasi Manusia 2015-2019 berusaha meningkatkan 
bantuan hukum dan advokasi untuk ‘kelompok rentan’ yang 
tidak didefinisikan secara tegas.429 

Sistem bantuan hukum, yang diluncurkan pada tahun 
2013, dirancang untuk memberikan bantuan hukum gratis 
untuk semua orang miskin yang terlibat masalah pidana, 
perdata dan administrasi.430 Kementerian Hukum dan HAM 
mengawasi pembiayaan dan pemberian bantuan hukum.431 
Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan sebagian 
dari anggaran tahunan untuk bantuan hukum432 tetapi 
undang-undang tidak menjelaskan cara menghitung dan 
pendistribusian anggaran tersebut. Relatif kecilnya anggaran 
dan kompleksnya sistem pengesahan dan pembayarannya 
menyebabkan dampaknya jadi tereduksi, dimana dana yang 
ada rata-rata hanya cukup untuk membiayai enam kasus per 
organisasi setiap tahunnya.433 Pada tahun 2013, pemerintah 
mengalokasikan $ 3 juta untuk bantuan hukum tetapi 
kurang dari sepertiganya saja yang digunakan.434 Organisasi-
organisasi bantuan hukum tidak terdistribusi secara merata: 
pada tahun 2016, hanya 22% dari 508 daerah tingkat dua di 
Indonesia yang memilikinya.435  Pada 2018, hanya ada 405 
kantor bantuan hukum di negara ini.436 

Terjadi peningkatan dalam cakupan aktifitas yang didanai. 
Pada tahun 2017, jumlah penerima bantuan hukum untuk 
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kegiatan non-litigasi dan litigasi masing-masing adalah 3.255 
orang dan 14.981 orang. Pada tahun 2018, angkanya meningkat 
menjadi 78.557 dan 18.733.437

Akses ke juru bahasa yang memenuhi syarat

Menurut standar internasional, warga negara asing, atau 
mereka yang tidak mengerti atau menggunakan bahasa yang 
digunakan di pengadilan, berhak atas bantuan penerjemah 
secara cuma-cuma, segera setelah dilakukan penangkapan, 
termasuk selama proses interogasi, dan pada semua tahapan 
proses persidangan lainnya.438 Terdakwa memiliki hak untuk 
diberitahu tentang sifat dan penyebab dakwaan dalam bahasa 
yang mereka pahami.

KUHAP memberikan hak atas bantuan penerjemah kepada 
tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, 
“pada tahap investigasi dan ajudikasi”.439  Namun, KUHAP 
tidak mengatur kompetensi penerjemah tersebut atau 
menjamin ketersediaan penerjemah gratis yang memenuhi 
syarat. Penerjemah yang cocok seringkali tidak disediakan 
selama proses persidangan untuk membantu terdakwa 
mengatasi kendala bahasa yang dihadapinya, dan jenis bahasa 
yang tersedia juga terbatas. Diperlukan solusi komprehensif 
untuk mengatur sistem ini.

Peninjauan kembali dan banding

Hak banding harus memadai dan efektif.440 Disamping dasar 
putusan, banding juga berfungsi “mengevaluasi keseluruhan 
bukti dan pelaksanaan persidangan”.441 Substansi hukuman 
dan kecukupan bukti harus bisa ditinjau.442 Agar banding bisa 
efektif, seorang pemohon banding harus diberikan sarana 
praktis, termasuk akses ke catatan persidangan, alasan vonis, 
dan bantuan penasihat hukum yang sesuai.

Hukum Indonesia mensyaratkan dimasukkannya pasal-pasal 
perundang-undangan yang membentuk dasar pengenaan 
hukuman dan dasar putusan kedalam pertimbangan tertulis.443 
Keputusan peradilan Indonesia terkait kejahatan narkotika 
seringkali pendek, tidak sejalan dengan putusan lainnya, 
tidak memiliki alasan atau analisis hukum substantif dan, 
seperti disebutkan di atas, mengidentifikasi dugaan dampak 

pelanggaran narkotika sebagai faktor yang memberatkan.

Hak grasi

Hak atas pengampunan atau grasi harus ada untuk semua 
kasus.444   Prosedur pemberian grasi berfungsi sebagai 
katup pengaman terakhir ketika terdapat bukti baru, yang 
memungkinkan diperhitungkannya perkembangan yang terjadi 
pasca penetapan, dan memberikan peluang bagi proses politik 
untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang bisa 
kehilangan nyawanya jika tidak mendapatkan pengampunan. 445 
Prosedur grasi tidak boleh “secara efektif meniadakan hak yang 
sudah ditetapkan”. 446 

Di Indonesia terdapat hak untuk mendapatkan pertimbangan 
pribadi, dalam hal ini oleh Presiden, tentang manfaat 
permohonan grasi.447 Hukum Indonesia menyatakan bahwa 
dalam mengeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi, 
Presiden harus mempertimbangkan secara wajar setiap 
permohonan.448 Namun sejak Desember 2014, Presiden 
Widodo menegaskan bahwa permohonan grasi dari para 
pelanggar narkotika akan ditolak seluruhnya.449 Kurangnya 
pertimbangan yang beralasan ini meniadakan hak di atas, yang 
berarti bahwa bukti penting dapat diabaikan setelah proses 
banding selesai, dan dapat menyebabkan terjadinya eksekusi 
sewenang-wenang.450 

Pada tanggal 15 Juni 2016, batasan satu tahun untuk 
mengajukan grasi setelah keputusan menjadi ‘final dan 
mengikat’451  dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
Indonesia.452 Mahkamah berpendapat bahwa grasi penting bagi 
tahanan dan negara: ia dapat digunakan untuk mengurangi 
kepadatan penjara, dan dapat menjadi jalan keluar bagi tahanan 
lanjut usia atau mereka yang menderita penyakit tertentu. Pada 
tahun 2017, Ombudsman Indonesia mengidentifikasi kegagalan 
sistemik dan institusional lembaga pemerintah dan pihak-pihak 
lainnya dalam kasus sejumlah eksekusi yang dilaksanakan pada 
bulan Juli 2016, sebagian disebabkan oleh belum dihormatinya 
hak atas grasi.453 Setidaknya setengah dari 18 orang yang 
dieksekusi pada rentang 2015-16 belum menyelesaikan semua 
keberatan hukum atau proses grasi mereka. Penolakan grasi 
di Indonesia tidak menjamin akses terhadap keadilan atau 
pelaksanaan supremasi hukum sesuai dengan SDGs.

Berikan kepastian perlindungan prosedural dan jaminan 
hukum untuk semua orang yang diselidiki, ditangkap, 
dan diadili (Dokumen Hasil paragraf 4 (o)) dengan 
meningkatkan dan memperkuat perlindungan dalam 
KUHAP dan menyelaraskannya dengan standar ICCPR. 
Sebagai bagian dari respons nasional yang menyeluruh 
terhadap masalah kepadatan penjara, berikan perhatian 
pada praktik yang menyebabkan terjadinya persidangan 
yang tidak adil, dan khususnya kasus-kasus besar, gunakan 
penahanan pra-ajudikasi sebagai upaya terakhir dan hanya 
jika benar-benar diperlukan, dan larang penangkapan yang 
sewenang-wenang. 

Tunda pelaksanaan hukuman mati, semua orang yang 
menghadapi hukuman mati harus diperlakukan sesuai 
dengan standar minimum peradilan internasional. 
Alokasikan dana tambahan dalam kasus-kasus besar 
untuk memastikan tersedianya layanan penerjemah dan 
bantuan hukum yang berkualitas tinggi di pengadilan. 
Kompilasi, publikasikan, dan sediakan daftar penerjemah 
yang memiliki keterampilan bahasa untuk aparat penegak 
hukum dan petugas pengadilan. Permohonan grasi harus 
mendapatkan pertimbangan individual yang berarti. 

Rekomendasi
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4.5 Hentikan pemberian hukuman yang tidak 
proporsional

Hukuman yang proporsional merupakan bagian penting dari 
sistem peradilan pidana yang efektif dan adil, dan langkah-
langkah penahanan harus diterapkan secara proporsional 
dan sebagai upaya terakhir.454 Pada tahun 2019, sebanyak 
31 lembaga PBB mendukung berbagai alternatif untuk 
penghukuman atau pemidanaan, untuk mewujudkan 
prinsip proporsionalitas, mengatasi kepadatan penjara, dan 
mendukung peradilan pidana yang efektif yang memberikan 
kepastian hukum dan proses pemeriksaan yang layak.455 
Berdasarkan perjanjian pengendalian narkotika internasional, 
Indonesia berhak menerapkan alternatif hukuman untuk 
pelanggaran narkotika.456 

Dokumen Hasil Sidang Khusus mendorong “kebijakan, 
praktik dan pedomaan pelaksanaan hukuman nasional 
yang proporsional dalam kasus narkotika, dimana beratnya 
hukuman sebanding dengan beratnya pelanggaran dan dimana 
faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan 
diperhitungkan…”457 

UU Narkotika meliputi penerapan denda yang besar dan 
hukuman penjara yang lama untuk kasus narkotika ringan. 
Undang-undang Indonesia hanya memberikan arahan 
terbatas kepada hakim tentang kapan harus menjatuhkan 

(termasuk kurir narkotika dan mereka yang tidak mampu 
membayar suap atau membayar pengacara), bagaimana 
hukuman mati diterapkan secara diskriminatif, sering dikaitkan 
dengan persidangan yang tidak adil dan pelanggaran HAM 
lainnya, serta mengganggu upaya-upaya kemitraan global 
dalam memerangi kejahatan lintas negara.

Hukuman mati juga mengganggu pencapaian sejumlah tujuan 
RPJPN, termasuk masyarakat dengan moral dan etika yang 
luhur, Indonesia yang berdasarkan pada supremasi hukum, 
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, aman, damai, 
mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata, dan 
keikutsertaan di dunia internasional dalam menciptakan 
tatanan dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian dan 
keadilan sosial.

Pada bulan Oktober 2017, sebanyak 75 dari 165 (45%) tahanan 
terpidana mati yang tercantum dalam data pemerintah 
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Ganti istilah-istilah denda wajib minimum dan 
penjara untuk pelanggaran narkotika dengan pedoman 
hukuman terperinci. Pedoman tersebut harus sensitif-
gender, memberikan keleluasaan kepada hakim dalam 
menjatuhkan vonis, membantu memastikan tegaknya 
standar persidangan yang sehat dan pembuktian yang kuat, 
sejalan dengan pola penghukuman yang proporsional, dan 
mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi yang sering 

dialami mereka yang terlibat dalam perdagangan obat-
obatan terlarang (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 
4 (l)).

Terapkan langkah-langkah yang termuat dalam 
Aturan Standar Minimum PBB untuk Tindakan Non-
penahanan (dikenal sebagai ‘Nelson Mandela Rules’). 
Tindakan alternatif atau non-penahanan tambahan harus 
dikembangkan lebih lanjut melalui revisi KUHP, untuk 
mengatasi berbagai penyebab terjadinya pelanggaran 
(Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (j)).

Rekomendasi

hukuman maksimum dan minimum, dan penetapan 
hukuman sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan 
pengadilan, sehingga menghasilkan banyak inkonsistensi dalam 
pelaksanaan hukuman untuk kejahatan serupa, yang biasanya 
menguntungkan terdakwa yang lebih kaya.  Pengguna narkotika 
dari kelompok masyarakat rentan dan pelaku kelas ringan, 
yang banyak diantaranya menjual narkotika untuk memenuhi 
kecandungan yang mereka alami, tidak dapat membayar denda, 
suap, atau layanan hukum, dan lebih berpeluang kehilangan 
akses terhadap keadilan serta menghadapi hukuman yang tidak 
proporsional, memicu siklus kemiskinan baik di dalam keluarga 
maupun masyarakat. Masalah ini dapat diatasi diantaranya 
dengan membuat dan menerapkan pedoman penerapan 
hukuman yang rinci secara konsisten berdasarkan standar yang 
diakui secara internasional.

Penjara di Indonesia sudah penuh sesak dengan pengguna 
narkotika dan pelanggar kecil-kecilan, meskipun faktanya 
kebanyakan pengguna narkotika tidak membahayakan orang 
lain atau melakukan pelanggaran lainnya.458 Hingga bulan 
Desember 2019, terdapat 265.000 orang yang berada dalam 
tahanan dan tingkat kepadatan penjara sudah lebih dari 
200%.459   Memenjarakan orang tidak akan membuat mereka 
berhenti menggunakan narkotika dalam jangka panjang460 dan 
seringkali membuat mereka terpapar pada praktik penggunaan 
narkoba yang berisiko. Sebagaimana dijelaskan pada bagian 6 
laporan ini, pemenjaraan kaum perempuan akibat kejahatan 
narkotika di Indonesia berlangsung secara tidak proporsional.

Penerapan hukuman mati untuk 
pelanggaran narkotika

Hukuman mati yang merupakan bentuk hukuman yang 
paling tidak proporsional, bertolak belakang dengan SDG dan 
prinsip-prinsip Agenda 2030. Hukuman mati dan eksekusi 
telah menjadi bagian penting dari strategi Indonesia dalam 
memerangi narkotika, yang membayang-bayangi perwujudan 
komitmen pada SDG, menghambat upaya-upaya menciptakan 
masyarakat yang damai dan inklusif yang memiliki akses 
ke keadilan untuk semua orang (SDG 16), untuk menekan 
kekerasan (target SDG 16.1), dan melindungi kebebasan dasar 
(target SDG 16.10).

Bagian lain dari laporan ini mengidentifikasi bagaimana 
hukuman mati di Indonesia menimbulkan dampak sosial-
ekonomi yang tak seimbang pada kelompok-kelompok rentan 



dihukum karena pelanggaran narkotika.461 Proporsi ini terus 
meningkat: pada Oktober 2018 jumlahnya 112 dari 219 orang 
(51%); 462 pada Oktober 2019 menjadi 166 dari 271 orang 
(61%).463 Data-data Reprieve menunjukkan, hingga bulan 
Desember 2018, setengah dari 186 orang yang dihukum karena 
pelanggaran narkotika adalah warga negara asing, dan banyak 
dari mereka adalah kurir.

Antara tahun 1998 dan 2018 dilaksanakan 393 hukuman mati 
di Indonesia, proporsi yang signifikan pada tahun-tahun setelah 
pengadopsian Agenda 2030.464 Pada tahun 2017, sebanyak 47 
orang dijatuhi hukuman mati (33 orang karena pelanggaran 
narkotika).465 Pada tahun 2018, terdapat 48 orang yang dijatuhi 
hukuman mati (39 orang karena pelanggaran narkotika).  Pada 
tahun 2019, terdapat 69 orang yang dijatuhi hukuman mati (48 
terkait narkotika).466 Dari 221 orang yang dihukum mati selama 
masa 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
166 (75%) diantaranya adalah karena terpidana narkotika.467 

Terjadi moratorium eksekusi secara informal antara tahun 2009 
dan 2012.468 Pada tahun 2012 pemerintah mengatakan mereka 
sedang berusaha untuk mengakhiri penggunaan hukuman 
mati469   dan dalam satu kasus, Mahkamah Agung mengatakan 
hal itu melanggar Konstitusi.470 Namun sejak Maret 2013 
terdapat 23 orang yang telah dieksekusi: 5 orang pada tahun 
2013,471 14 pada tahun 2015472 (2 ditangguhkan), dan 4 in 
2016473 (10 ditangguhkan). Semua orang yang dieksekusi atau 
masuk daftar eksekusi sejak 2015 adalah tersangka pelanggaran 
narkotika dan eksekusi itu dijustifikasi sebagai tanggapan yang 
diperlukan terhadap kondisi ‘darurat narkotika’.

Sebanyak 18 orang yang dieksekusi di Indonesia sejak 2015 
masuk kategori ‘ditinggalkan’ yang bertentangan langsung 
dengan visi Agenda 2030. Banyak dari mereka merupakan 
kelompok rentan, korban kekerasan oleh polisi atau kekerasan 
lainnya, kurir narkotika, cacat mental, menjadi sasaran karena 
warna kulit mereka, atau disiksa untuk membuat pengakuan 
tanpa bukti. Pelanggaran prinsip persidangan yang adil telah 
dicatat sebagai salah satu ciri kasus-kasus besar.474 

Kongres PBB ke-14 tentang Pencegahan Kejahatan 
dan Keadilan Pidana pada tahun 2020 akan fokus pada 
‘mengembangkan pencegahan kejahatan, peradilan pidana dan 
supremasi hukum: menuju pencapaian Agenda 2030’.475 Sewaktu 
komunitas internasional berfokus untuk merealisasikan 
SDG dalam 10 tahun yang tersisa,  tahun 2020 merupakan 
kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan posisinya 
sebagai role model dan pelopor SDGs dengan mengakhiri 
hukuman mati.

Kurangnya bukti untuk mendukung 
pemberlakuan hukuman mati
        
Efek jera hukuman mati di Indonesia dinyatakan untuk pertama 
kalinya dalam undang-undang tahun 1959 tentang kejahatan 
ekonomi.476 Undang-Undang tersebut kemudian dielaborasi, 
dan meningkatnya jumlah pelanggaran narkotika yang 
memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati dijustifikasi 
dengan klaim bahwa hukuman tersebut mampu mencegah 
kejahatan narkotika.477  

Indonesia memiliki komitmen pembangunan untuk 
mempertimbangkan efektivitas hukuman mati dan rezim 

pengendalian narkotika yang lebih luas. Diperlukan pendekatan 
berbasis bukti untuk mencapai target SDG 16.4 “Mengurangi 
secara signifikan aliran dana dan senjata ilegal, memperkuat 
pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi semua 
bentuk kejahatan terorganisir pada tahun 2030” dan 16.A “... 
mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan”.

BNN memperkirakan jumlah pengguna narkotika di 
Indonesia telah mengalami peningkatan dari 3,3 juta orang 
pada tahun 2013 menjadi 6 juta orang pada tahun 2017. Data 
ini dipertanyakan, sebagaimana dirangkum pada bagian 2.1 
laporan ini,  namun dengan tidak adanya catatan yang lebih 
akurat, bukti-bukti yang diandalkan oleh agen yang ditugaskan 
untuk menegakkan kampanye anti-narkoba bertentangan 
dengan klaim efek pencegahan. Penangkapan terkait narkoba, 
penjara, kejang, dan metrik lainnya juga dilaporkan terus 
meningkat.

Jumlah obat-obatan terlarang yang disita juga meningkat 
pada periode ini, yang patut mendapat perhatian mengingat 
banyaknya pelaksanaan hukuman mati dan eksekusi.478 Jumlah 
kejahatan narkotika dan orang-orang yang dipenjara karena 
pelanggaran narkotika meningkat setelah serangkaian eksekusi 
dilakukan pada tahun 2015,479 dan terus bertambah setelah 
eksekusi pada 2016 dan puncak pembunuhan di luar proses 
hukum terjadi pada tahun di 2017 dan 2018.480 Kegagalan 
pendekatan hukuman mati untuk mengurangi peredaran obat-
obatan terlarang di Indonesia juga diakui oleh BNN,481 Presiden 
Widodo,482 dan Polri.483 

Kebijakan narkotika yang bersifat punitif hanya memiliki 
sedikit pengaruh pada prevalensi penggunaan narkotika.484 
Negara-negara dengan undang-undang narkotika yang keras 
tidak memiliki tingkat penggunaan narkotika yang lebih 
rendah dibanding negara-negara yang lebih toleran, tetapi 
tingkat bahaya narkotika cenderung lebih tinggi di bawah 
rezim yang punitif.485 Sebuah studi tahun 2004 tentang 
hasil 74 proyek penelitian yang dilaksanakan antara tahun 
1952 dan 2003 menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak 
memiliki efek jera yang lebih baik dibanding jenis hukuman 
lainnya.486 Kesimpulan yang sama juga diperoleh hampir 
semua kriminolog yang terlibat dalam penelitian tahun 2009,487   
Mahkamah Konstitusi,488 Hakim Konstitusi Indonesia,489 
Prosedur Khusus PBB,490  Dewan Riset Nasional,491 dan 
pemerintah Malaysia pada tahun 2018.492 

Para ekonom telah menunjukkan bahwa menekan pasokan 
obat-obatan terlarang akan menyebabkan kenaikan harga, yang 
meningkatkan insentif untuk terlibat dalam pemasokan, yang 
kemudian menyebabkan harga turun dan kembali ke tingkat 
harga semula.493 Risiko dijatuhi hukuman mati menyebabkan 
harga narkotika meningkat sehingga semakin menggairahkan 
pasar yang justru hendak diberantas melalui pemberlakuan 
hukuman mati.494   Pada tahun 2018, seorang mantan kepala 
BNN menyarankan lebih baik menyita aset penyelundup 
ketimbang menyasar para kurir narkotika.495 Konvensi PBB 
tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara yang telah 
diratifikasi Indonesia menyarankan sanksi ekonomi dan 
langkah-langkah lainnya.496 

Dokumen Hasil Sidang Khusus memuat komitmen untuk 
meningkatkan kerjasama internasional dalam pengendalian 
narkotika.497 Namun hukuman mati telah mengganggu proses 
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Revisi usulan remisi hukuman mati dalam rancangan 
KUHP sehingga memiliki efek retroaktif terhadap semua 
hukuman mati yang ada daripada hanya berlaku untuk 
vonis hukuman mati yang baru, tetapkan jangka waktu yang 
lebih pendek dibawah 10 tahun, dan mulailah upaya-upaya 
menuju penghapusan hukuman mati.

Bentuk badan independen dan imparsial untuk meninjau 
semua vonis hukuman mati untuk mengidentifikasi 
pelanggaran hak atas persidangan yang adil dan 
perlindungan proses hukum lainnya, dan ciptakan 
mekanisme pengurangan hukuman yang tepat.

Laksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan 
dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus sebagai bagian 
dari pendekatan penegakan hukum yang berkiblat pada 
pembangunan berkelanjutan, termasuk: pencegahan 
kekerasan dan viktimisasi terkait narkotika; mendorong 
budaya konstitusionalitas di kalangan lembaga-lembaga 
penegak hukum;524 meningkatkan kapasitas untuk 
memerangi praktek pencucian uang dan aliran dana 
ilegal; dan penyusunan langkah-langkah konkret untuk 
memberantas korupsi dalam kejahatan narkotika 
(Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 3).

Rekomendasi

pertukaran informasi internasional dan upaya memerangi 
kejahatan lintas negara, serta menghambat kerjasama 
peradilan lintas batas dan internasional yang efektif untuk 
mengatasi perdagangan narkotika.498 Banyak negara dilarang 
mengekstradisi tersangka pelaku ke negara-negara yang 
memberlakukan hukuman mati, dan eksekusi pelaku 
kejahatan narkotika dapat menyebabkan badan-badan PBB 
membekukan atau menarik bantuan mereka.499 

Menimbang kembali hukuman mati untuk 
kejahatan narkotika

ICCPR, yang telah diratifikasi Indonesia, menetapkan bahwa 
hukuman mati hanya sah untuk “kejahatan paling serius” dan 
melarang perampasan nyawa secara sewenang-wenang.500 
Komite HAM PBB,501 Sekretaris Jenderal,502 Dewan Hak Asasi 
Manusia,503  Prosedur Khusus,504   dan Komisi HAM PBB505 
mengkonfirmasi bahwa “kejahatan paling serius” terbatas 
hanya pada kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi 
mematikan atau konsekuensi yang sangat serius lainnya, 
dan tidak termasuk narkotika maupun pelanggaran non-
kekerasan lainnya.506 Pandangan ini juga dianut oleh badan-
badan pengendali narkotika, termasuk UNODC 507 dan 
INCB,508 yang telah menyerukan penghapusan hukuman mati 
untuk pelanggaran narkotika.509 

Konstitusi Indonesia mengakui bahwa setiap orang 
memiliki hak untuk hidup510 dan bahwa hak tersebut tidak 
boleh dirampas dalam kondisi apapun.511 Pada tahun 
2007, Mahkamah Konstitusi menetapkan secara sempit 
bahwa hukuman mati untuk pelanggaran narkotika adalah 
konstitusional dan sejalan dengan hak untuk hidup.512 
Beberapa eksekusi di Indonesia nampaknya bersifat 
sewenang-wenang terlepas dari apapun temuan dan alasan 
yang mendasarinya.

Pengenaan hukuman mati bisa bersifat sewenang-wenang513 
jika tujuannya tidak masuk akal atau tidak penting, atau jika 
cara tersebut tidak proporsional, tidak rasional, atau tidak adil 
jika dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.514 Tujuan utama 
di Indonesia (mencegah kejahatan narkotika dan mengatasi 

situasi ‘darurat narkotika’) didasarkan pada data dan asumsi 
yang tidak dapat diandalkan yang tidak didukung oleh bukti. 
Pengenaan hukuman mati juga bisa dianggap sewenang-
wenang jika bersifat diskriminatif atau tidak adil secara 
prosedural.515 

Pada bulan November 2016 Presiden Widodo menyatakan 
kesiapannya untuk menghapus hukuman mati516  dan 
mempertimbangkan untuk memberlakukan moratorium 
pada bulan Maret 2017.517  Pada tahun 2017, Indonesia 
mendukung rekomendasi negara-negara anggota PBB untuk 
mempertimbangkan: moratorium eksekusi dengan tujuan 
menghapuskan hukuman mati, mengubah hukuman mati, 
dan mengambil langkah-langkah menuju penghapusan 
hukuman mati.518 Para pejabat penegak hukum senior 
Indonesia mengakui bahwa hukuman penjara lebih cocok 
dibanding hukuman mati519 dan bahwa “masalah narkotika 
juga merupakan masalah kesehatan”.520 

Pada saat tulisan ini dibuat, rancangan undang-undang 
perubahan KUHP menggariskan masa percobaan selama 10 
tahun untuk hukuman mati: hakim dapat memerintahkan 
hukuman percobaan jika terdakwa menunjukkan penyesalan, 
memainkan peran kecil dalam pelanggaran, terdapat 
faktor yang meringankan, dan reaksi publik terhadap 
kejahatan tidak terlalu besar.521 Jika seorang terpidana mati 
memperlihatkan perilaku yang baik selama periode 10 tahun 
tersebut, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur 
hidup.522 

Meskipun terdapat penurunan cakupan penerapan hukuman 
mati serta mekanisme pengurangan hukuman, penjara 
seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tetap merupakan 
tindakan punitif yang tidak perlu, tidak memenuhi kaidah 
proporsionalitas, menimbulkan masalah-masalah pemberian 
hukum yang kejam, tidak manusiawi dan melecehkan, 
serta melanggar hak atas martabat kemanusiaan dengan 
dihilangkannya peluang mendapat rehabilitasi.523 DPR 
harus mengambil kesempatan ini untuk mengartikulasikan 
komitmennya terhadap SDGs - menjadi role model 
pembangunan berkelanjutan - dan menghapuskan hukuman 
mati.
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Atasi persoalan 
kepadatan penjara dan 
masalah lain dalam 
system hukuman

Penjara dan pusat-pusat penahanan di Indonesia sedemikian 
penuh sesaknya sehingga melahirkan krisis nasional. Ada 
banyak faktor penyebabnya, termasuk: hukuman yang 
tidak proporsional seperti tercantum dalam UU Narkotika, 
kriminalisasi pengguna narkotika, penerapan penahanan pra-
persidangan yang luas, kurangnya perlindungan pengadilan 
dan penerapan perlindungan yang buruk, kurangnya investasi 
dalam bidang layanan kesehatan dan sosial, buruknya layanan 
rehabilitasi dan reintegrasi, dan strategi upaya pengentasan 
narkotika.

5
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Sejumlah besar pengguna narkotika dan penjahat narkotika 
kelas bawah yang menjual narkotika untuk membiayai 
ketergantungan mereka sendiri terhadap narkotika ataupun 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, menjadi 
penghuni penjara-penjara di Indonesia. Prosedur Khusus PBB 
mengutuk penghukuman kemiskinan dengan mengkriminalkan 
penggunaan narkotika dan pengedar kelas bawah.525 Penahanan 
mereka memberi tekanan pada sistem peradilan pidana dan 
memicu kemiskinan, ketimpangan, stigma dan marginalisasi, 
dengan efek berbahaya pada individu dan masyarakat luas.



Selain kepadatan dan fasilitas kesehatan yang buruk, sering ada 
laporan kasus kerusuhan dan pelarian di penjara.542 Kondisi-
kondisi seperti ini melanggar sejumlah hak konstitusional 
penghuni penjara, termasuk hak untuk: bebas dari penyiksaan 
atau pelecehan, 543  kesejahteraan fisik dan mental, tempat 
tinggal, lingkungan yang sehat, dan perawatan kesehatan.544 

Pada bulan September 2017, BNN dan Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan mengumumkan rencana untuk mendirikan 
tiga penjara khusus bagi terpidana mati kasus narkotika.545 Hal 
ini untuk mengatasi kekhawatiran BNN tentang peredaran 
narkotika yang dikendalikan dari dalam penjara.546 Pada bulan 
Desember 2017, pemerintah mengumumkan bahwa mereka 
akan mengoperasikan dua “penjara dengan pengamanan 
maksimum”.547  

Keputusan Menteri tahun 2018 membagi penjara menjadi 
empat kategori berdasarkan fasilitas pengamanannya; 
tingkatan tertinggi adalah fasilitas pengamanan super-ketat 
yang baru dibentuk.548  Penjara dengan pengamanan tingkat 
tinggi ini diperuntukkan bagi para tahanan yang dianggap 
membahayakan keamanan negara dan masyarakat.549 Terdapat 
laporan yang mencemaskan tentang adanya tahanan yang 
ditahan dalam ruang isolasi yang hampir permanen, mata 
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Penggunaan metode penahanan yang berlebihan untuk 
penjahat narkotika menyebabkan memburuknya kondisi 
penahanan.526  Penjara-penjara di Indonesia menghadapi 
sejumlah permasalahan yang menghambat upaya pemerintah 
untuk mewujudkan komitmen pembangunannya: mulai 
dari perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, hingga 
layanan kesehatan, gizi, lapangan pekerjaan, pendidikan dan 
kesetaraan.527 

5.1 Penjara penuh sesak akibat kebijakan 
narkotika yang bersifat punitif

Secara global, satu dari lima tahanan penghuni penjara adalah 
pelaku kejahatan narkotika.528 Dari jumlah tersebut, 21% masuk 
penjara akibat kepemilikan narkotika untuk dipakai sendiri.529   
Penangkapan massal telah menimbulkan masalah sosial dan 
kesehatan yang signifikan dan gagal memberikan dampak pada 
skala pasar obat-obatan terlarang.530 Hal ini menimbulkan 
dampak mendalam pada perkembangan sosial dan ekonomi di 
seluruh dunia, dan di Indonesia khususnya.

Lembaga-lembaga HAM PBB telah menyatakan keprihatinan 
terhadap respon sistem peradilan pidana yang tidak bermanfaat 
dan tidak proporsional atas permasalahan narkotika.531 
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah 
merekomendasikan pengambilan sejumlah tindakan untuk 
mengatasi masalah penahanan berlebihan dan kepadatan 
penjara, yang dibahas dalam rekomendasi di bawah ini. 
Dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus, negara-negara anggota 
PBB telah berkomitmen untuk mengatasi dan mengakhiri 
permasalahan kepadatan penjara dan kekerasan.532 

Jumlah penghuni penjara di Indonesia mengalami 
pembengkakan akibat penggunaan metode penahanan untuk 
memberantas penggunaan dan peredaran narkotika. Pada 
tahun 2000, terdapat sekitar 53.000 orang penghuni penjara 
dan pusat-pusat penahanan Indonesia.533 Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, terdapat 265.574 orang di fasilitas-fasilitas 
penahanan di Indonesia.534 Fasilitas-fasilitas tersebut itu 
hanya memiliki daya tampung 130.599 orang. Tingkat hunian 
mencapai 203% dan terus meningkat,535 bahkan di beberapa 
lokasi mencapai 800%.536 Akibat penggunaan penahanan pra-
persidangan yang ekstensif, jumlah tahanan pra-persidangan 
mencapai 24% dari keseluruhan penghuni penjara dan pusat 
penahanan Indonesia, turun dari 41,9% pada tahun 2005.537 

Jumlah orang yang dipenjara karena pelanggaran narkotika 
meningkat dari 7.122 (10% dari keseluruhan tahanan) pada 
tahun 2002 menjadi lebih dari 130.000 (65% dari keseluruhan 
tahanan) pada tahun 2019.538 Sebagian besar masuk penjara 
karena menggunakan narkotika (sekitar 48.000 orang pada 
2019) dan yang lainnya akibat pelanggaran ringan tanpa 
kekerasan, termasuk kepemilikan dan menjual narkotika dalam 
jumlah kecil.

Menjaga situasi penjara agar tetap kondusif membutuhkan 
biaya yang besar.539 Antara tahun 2014 dan 2017, anggaran 
negara untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari di pusat 
penahanan dan lembaga pemasyarakatan naik dari 513 miliar 
rupiah (sekitar US $ 36 juta) menjadi 1,2 triliun rupiah (sekitar 
US $ 87 juta); belum termasuk biaya operasional dan lainnya.540 
Pada tahun 2019, terdapat 473 penjara di Indonesia yang 
membutuhkan pemeliharaan.541 



Bentuk satuan tugas yang tidak memihak dan independen, 
terdiri dari para ahli di bidang hukum, hak asasi manusia, 
kesehatan masyarakat, psikologi dan sosiologi, dengan 
diberi akses ke penjara dan lokasi-lokasi tahanan lainnya, 
untuk mengawasi kondisi, memastikan terpenuhinya hak-
hak tahanan, dan mendukung perumusan langkah-langkah 
yang sejalan dengan standar internasional untuk mengatasi 
kepadatan penjara dan penyebabnya.558 

Revisi KUHP sesuai dengan rancangan Agenda 2030, 
untuk menyusun berbagai pilihan alternatif tindakan 
selain penahanan yang bisa mengurangi kepadatan penjara 
(Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (j) - (k)).
Tingkatkan pelatihan kesadaran, pembiayaan, dan 
infrastruktur lainnya agar Nelson Mandela Rules dan 
Aturan PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana 
Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk 
Tersangka Perempuan (dikenal sebagai Bangkok Rules’) bisa 
diterapkan sepenuhnya). 

Rekomendasi

ditutup, pengawasan CCTV 24 jam, kontak terbatas dengan 
pengunjung serta kegiatan yanng sangat dibatasi, termasuk akses 
ke buku-buku maupun kesempatan untuk meninggalkan sel 
tahanan.550 

Membangun penjara yang lebih besar dan lebih banyak akan 
meningkatkan jumlah penghuni penjara dan semakin banyak 
sumber daya yang dialihkan dari aktifitas-aktifitas yang 
berorientasi pembangunan. Antara tahun 2010 dan 2015, biaya 
pembangunan fasilitas penjara mencapai 4,2 trilyun rupiah 
(sekitar US $300 juta), dengan tambahan sebesar 715 milyar 
rupiah pada tahun 2016 (sekitar US $ 50 juta).551 Ekspansi 
yang tak berkesudahan dan mahal ini tidak mampu mengatasi 
berbagai akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan yang 
terkait dengan penggunaan narkotika bermasalah. Terjadi 
peningkatan jumlah ketentuan pidana terkait: selain KUHP, 
terdapat pula 145 peraturan tentang hukuman penjara.552 

Pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM merumuskan 
‘Rencana Besar’ penanganan permasalahan penjara yang 

5.2 Kesehatan mental dan berbagai 
konsekuensi penahanan berkepanjangan 
pada kasus hukuman mati

Pada tahun 2017, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan 
bahwa penyandang cacat mental atau intelektual seharusnya 
tidak boleh dijatuhi hukuman mati, dan undang-undang 
dan peraturan yang sudah ada harus dikembangkan atau 
diubah sehingga mencakup pelarangan hukuman mati atau 
eksekusi terhadap orang-orang tersebut.559  Hukum Indonesia 
menetapkan bahwa penyandang gangguan mental, yang 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak 
boleh dituntut.560 Namun ketentuan tersebut tidak mencakup 
disabilitas psikososial atau intelektual atau ambang batas 
pengecualian dari hukuman. Penilaian kesehatan mental tidak 
dilakukan secara rutin dalam kasus-kasus besar dan tidak ada 
larangan eksekusi terhadap penyandang disabilitas psikososial.

ICCPR memuat ketentuan yang melindungi martabat dan 
integritas fisik dan mental seseorang serta melarang tindakan 
yang bisa menyebabkan gangguan mental.561 Penahanan 
terpidana hukuman mati dalam waktu yang lama bisa 
melahirkan kekejaman, tindakan tidak manusiawi atau 

pelecehan562 serta melanggar CAT dan ICCPR.563  raktik 
hukuman mati itu sendiri setara dengan perlakuan atau 
penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan 
martabat atau penyiksaan.564   Pengadilan di seluruh dunia 
mengakui bahwa gangguan mental yang disebabkan oleh 
penahanan dalam waktu lama pada kasus hukuman mati harus 
mendapat kompensasi pengurangan hukuman dengan syarat 
tertentu.565 

Masa-masa penahanan dan kondisi yang dialami terpidana mati 
selama masa tahanan di Indonesia mungkin bisa disetarakan 
dengan penyiksaan. Hingga Oktober 2019, terdapat setidaknya 
58 tahanan terpidana mati yang sudah ditahan selama 10 
tahun atau lebih.566 Sebagian dari mereka yang masuk daftar 
eksekusi pada bulan Juli 2016 sudah menunggu pelaksanaan 
hukuman mati lebih dari 15 tahun. Kondisi penahanan 
mereka ditambah desas-desus tentang pelaksanaan eksekusi 
yang sengaja disebarkan oleh pihak berwenang menimbulkan 
penderitaan mental yang parah. Tahanan yang diberitahu 72 
jam sebelum pelaksanaan eksekusi mereka pada bulan Juli 2016 
harus menunggu bertahun-tahun untuk memastikan apakah 
atau kapan mereka akan dibunuh. Tidak ada bantuan psikiatris 
ataupun psikologis yang disediakan untuk tahanan hukuman 
mati maupun tahanan lainnya.
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kelebihan kapasitas.553 Pada bulan Agustus 2017, sebanyak 
90.372 tahanan mendapat remisi dan 2.444 dibebaskan 
bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. 
Remisi tersebut mencakup hampir setengah dari tahanan 
yang ada di Nusakambangan, ‘pulau eksekusi’, tetapi tidak ada 
yang berasal dari tahanan terpidana mati.554 Pada tahun 2018, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan 
Keputusan untuk meningkatkan fasilitas lembaga-lembaga 
pemasyarakatan dan mengurangi kepadatan penghuninya.555   
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun usulan untuk 
mengurangi jumlah tahanan melalui program reformasi 
legislasi dan regulasi, dimana pelanggar ringan dilepaskan 
dibawah pengawasan masyarakat.556 Pada bulan November 
2019, Direktorat Jenderal mengumumkan rencana untuk 
mengurangi kepadatan penjara dengan membebaskan atau 
memindahkan sekitar 50.000 penghuni penjara pengguna 
narkotika ke pusat-pusat rehabilitasi.557 Sayangnya berbagai 
inisiatif tersebut belum berdampak banyak mengingat 
besarnya skala dan sumber daya yang digunakan untuk 
‘perang melawan narkotika’.



Sediakan tenaga profesional yang memenuhi syarat 
dan bebas dari pengaruh jaksa penuntut, polisi ataupun 
pengadilan, untuk melakukan penilaian atas kondisi 
kesehatan mental terpidana hukuman mati, dan - tunda 
penghapusan hukuman mati - semua terpidana mati 
setidaknya sekali setahun. 

Tawarkan pemeriksaan fisik dan mental yang berkualitas 
tinggi kepada terpidana yang baru masuk atau dipindahkan 
dari rutan lain, dan pastikan ketersediaan tenaga ahli 
kesehatan mental yang kompeten yang bisa melayani 
tahanan di dalam penjara dan pusat-pusat penahanan. 
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5.3 Tingkatkan akses ke perawatan dan 
pengurangan dampak buruk penjara dan 
tempat penahanan lainnya

Sistem penjara Indonesia kurang mendapat perhatian dan 
memiliki fasilitas kesehatan yang buruk, tata kelola yang lemah 
dan korupsi. Staf penjara tidak terlatih dengan baik untuk 
mengawasi tahanan dan tidak ada ketentuan hukum yang 
menjamin pengawasan kondisi penjara sudah sesuai dengan 
standar internasional. Setidaknya terdapat 116 kasus bunuh diri 
yang terjadi di berbagai penjara yang dilaporkan pada tahun 
2018567 sementara ratusan tahanan meninggal setiap tahunnya 
akibat penyakit.568 

Sejumlah besar pengguna narkotika suntik dari kelompok 
rentan dan marginal di Indonesia ditahan dan dimasukkan ke 
dalam penjara yang penuh sesak dengan layanan kesehatan 
sangat terbatas. Hal ini mendorong terjadinya penggunaan 
narkotika bermasalah dan meningkatkan risiko penyebaran 
penyakit yang ditularkan melalui darah.569 Sebagaimana 

disampaikan sebelumnya, kondisi ini melanggar berbagai hak 
warga negara yang dijamin oleh Konstitusi.

Ketidaksetaraan, kelaparan dan penyakit terkonsentrasi 
pada kelompok masyarakat paling miskin dan paling 
rentan.570   Beredarnya obat-obatan terlarang di penjara-
penjara Indonesia dan kurangnya tindakan pencegahan 
dampak buruk menyebabkan tahanan rentan tertular HIV dan 
penyakit-penyakit lainnya.571 Pada tahun 2010, sebanyak 37% 
wanita dan 25% pria di penjara-penjara Indonesia dilaporkan 
menggunakan obat-obatan terlarang, kebanyakan melalui 
suntikan.572 Pada tahun 2013, sebanyak 37,83% penghuni 
penjara di negara ini mengatakan mereka telah menggunakan 
narkotika selama sekitar 12 bulan.573 

Pada tahun 2010, prevalensi HIV di kalangan tahanan 
pengguna narkotika suntik di Indonesia diperkirakan mencapai 
12% untuk wanita dan 8% untuk pria.574 Dalam sebuah survei 
tahun 2010, lebih dari 33% tahanan di penjara narkotika yang 
memiliki riwayat penggunaan narkotika suntikan melaporkan 
mereka mengidap HIV,  dan sebuah penelitian penyeleksian 
pengguna narkotika suntikan pada tahun 2016 menemukan 
sebanyak 37,4% positif mengidap HIV.575 73% pengguna 
narkotika di penjara-penjara Indonesia melaporkan mereka 
menggunakan jarum suntik secara bergantian.576 

Angka penderita hepatitis C di penjara-penjara di Indonesia 
juga tinggi.577 Sebuah studi tahun 2013 terhadap 375 orang 
pengguna narkotika di empat penjara di Jawa Tengah 
menemukan bahwa 34% mengidap hepatitis C.578 Data 
pemerintah menunjukkan bahwa HIV, TB dan penyakit-
penyakit lainnya berhubungan dengan tingginya tingkat 
kematian di penjara antara tahun 2005 dan 2009.579 Lebih dari 
sepertiga dari 813 orang yang meninggal di penjara pada tahun 
2006 adalah terpidana narkotika.580 

Indonesia telah mengambil berbagai langkah sebagai respon 
terhadap tantangan kesehatan masyarakat yang sudah 
berlangsung lama tersebut. Pada tahun 2005, pemerintah 
meluncurkan strategi pencegahan dan pengendalian AIDS di 
penjara,581 termasuk pedoman nasional pencegahan HIV dan 
membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan di penjara.582 
Kementerian Kesehatan menjalankan terapi substitusi 
opioid dan terapi antiretroviral terbatas di beberapa penjara. 
Namun selama bulan Januari 2012 hanya 200 tahanan di 
seluruh Indonesia yang dilaporkan telah menerima terapi 
antiretroviral.583  

Rekomendasi



Berbagai layanan pengurangan dampak buruk harus 
tersedia dan dapat diakses oleh penghuni penjara di 
Indonesia serta ditingkatkan jumlahnya.594 Rekrut lebih 
banyak tenaga profesional perawatan kesehatan untuk 
bekerja di penjara dan berikan pelatihan tentang masalah-
masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika dan 
kesehatan, dan tingkatkan layanan kesehatan di penjara 
sesuai dengan Nelson Mandela Rules dan Bangkok Rules. 
Penjara dan penyedia layanan kesehatan masyarakat 
harus berkoordinasi untuk memastikan kesinambungan 
perawatan di dalam dan di luar penjara.

Pastikan akses non-diskriminatif ke layanan kesehatan, 
perawatan dan sosial tersedia di penjara dan tempat 
penahanan pra-persidangan (Dokumen Hasil paragraf 4 
(b)) dan tingkatkan akses ke perawatan bagi pengguna 
narkotika bermasalah yang sedang dalam tahanan. 
Berikan perawatan di penjara dan tempat penahanan 
lainnya (Outcome Document paragraf 1 (k) dan (o)) 
dan akses ke perawatan kesehatan, layanan sosial dan 
pengobatan bagi mereka yang berada di penjara atau 
tempat penahanan pra-sidang (Outcome Document 
paragraf 4 (m)).

Rekomendasi

5.4 Korupsi, transparansi, dan institusi yang 
tidak akuntabel

Berdasarkan SDG 16, Indonesia berkomitmen untuk, 
“Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya 
secara substansial” (target SDG 16.5), menegakkan supremasi 
hukum (target SDG 16.3), mengurangi peredaran uang ilegal 
(target SDG 16.4), mengembangkan lembaga-lembaga yang 
efektif, akuntabel dan transparan (target SDG 16.6) dan 
memperkuat institusi-institusi nasional untuk mencegah 
kekerasan dan memerangi kejahatan (target SDG 16.A).

Memperbaiki tata kelola dan mengurangi korupsi sangat 
penting dalam rencana pembangunan nasional Indonesia dan 
Nawacita. RPJMN 2015-2019 memiliki visi pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan andal,595 penegakan hukum yang 
bebas dari korupsi,596 mencegah dan memberantas korupsi.597 

RPJMN 2015-2019 mengakui bahwa korupsi merupakan 
salah satu hambatan utama pembangunan berkelanjutan 
di Indonesia, sementara Departemen Luar Negeri AS 
mengidentifikasi korupsi sebagai salah satu hambatan dalam 
memerangi penggunaan dan peredaran narkotika di negara 
ini.598 RPJMN 2020-2024 mencatat bahwa posisi Indonesia 
dalam Indeks Supremasi Hukum global mengalami penurunan 
antara tahun 2013 dan 2018.599 Penelitian dari tahun 2014 di 
38 kabupaten di Indonesia dan berbagai wawancara ekstensif 
menunjukkan bahwa politik transaksional di negara ini 
sudah berurat berakar.600 Transparency International’s 2018 
Indeks Persepsi Korupsi 2018 Transparency International 

Hukum dan peraturan domestik mengatur penanganan 
tahanan di Indonesia.584 Undang-undang menjamin penyediaan 
satu poliklinik di setiap penjara berikut satu orang dokter dan 
satu petugas kesehatan lainnya.585 Namun demikian, kewajiban 
tersebut hanya mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan medis 
paling tidak sekali dalam sebulan, bukan menyediakan dokter 
penjara setiap hari, dan tidak ada aturan tentang kompetensi 
dokter yang ditugaskan. Peraturan tersebut tidak secara spesifik 
menjamin perlindungan hak-hak tahanan terpidana mati di 
penjara.

Badan-badan PBB mengakui bahwa lokasi-lokasi penahanan 
merupakan tempat yang berisiko tinggi bagi penularan HIV, 
hepatitis C dan TBC dan merekomendasikan agar negara-
negara anggota menyediakan layanan pencegahan dampak 
negatifnya di setiap penjara.586 UNAIDS mengatakan bahwa 
para tahanan ‘tertinggal’ dalam hal penanganan epidemi 
AIDS.587 Pada tahun 2019, UNODC mencatat kurangnya 
layanan pencegahan dan perawatan di penjara: “Kesenjangan 
ini merupakan hambatan utama dalam mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan dan memenuhi janji masyarakat 
internasional untuk tidak meninggalkan siapa pun”.588 

WHO mengidentifikasi kekurangan gizi sebagai kebutuhan 
paling mendesak dan paling penting bagi pasien HIV / 
AIDS.589 Namun, penjara-penjara di Indonesia tidak bisa 
menjamin ketersediaan gizi yang paling pokok, bertentangan 

dengan komitmen Indonesia untuk “mengakhiri kelaparan dan 
memastikan ketersediaan akses bagi semua orang, khususnya 
orang miskin dan orang-orang dalam situasi berisiko... terhadap 
makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun” (SDG 
target 2.1).

Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah 
menyerukan penyediaan perawatan medis yang efektif di pusat-
pusat penahanan.590 Pada tahun 2019, Ketua Dewan Eksekutif 
PBB, yang mewakili 31 badan PBB, mendukung ketentuan 
pemberian layanan pencegahan, perawatan, rehabilitasi 
dan dukungan narkotika di penjara.591 UNODC, Program 
Pembangunan PBB, Organisasi Buruh Internasional, WHO, 
dan UNAIDS telah menyusun 11 prinsip dan 100 tindakan 
pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan HIV / AIDS 
di lingkungan penjara.592 

Bagi Indonesia, untuk memenuhi komitmennya untuk 
memberantas AIDS, TB dan penyakit lainnya (target SDG 
3.3) dan untuk “memperkuat pencegahan dan pengobatan 
penyalahgunaan zat...” (Target SDG 3.5), layanan pengurangan 
dampak buruk dan perawatan ketergantungan narkotika di 
penjara dan pengaturan penahanan lainnya harus ditingkatkan. 
Untuk memenuhi ketentuan konstitusi dan SDG, tahanan 
harus bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan 
dan dengan standar yang sama dengan masyarakat pada 
umumnya.593 
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Ambil langkah-langkah yang diperlukan agar Konvensi PBB 
Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Konvensi PBB 
Anti Korupsi bisa diterapkan dengan lebih efektif (Outcome 
Document paragraf 3 (n)), perbaiki tata kelola penyitaan aset

dan hasil korupsi, teruskan peran aktif dalam Open 
Government Partnership.

Kedepankan langkah-langkah efektif yang bisa mengurai 
keterkaitan antara kejahatan narkotika dan korupsi serta 
hambatan penegakan keadilan, termasuk praktek-praktek 
intimidasi terhadap aparat peradilan, sebagai bagian dari 
strategi nasional anti korupsi (Outcome Document paragraf 
3 (t)).
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5.5 Tingkatkan layanan rehabilitasi dan 
reintegrasi

Tujuan utama dari sistem penjara adalah reformasi dan 
rehabilitasi sosial.614 Rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam 
masyarakat dapat memadukan perspektif pembangunan yang 
lebih luas dan berkontribusi pada SDGs, dengan melihat 
dampaknya pada individu, komunitas, dan masyarakat.615 

Mereka yang ditangkap atau dipenjara akibat pelanggaran 
narkotika tingkat rendah banyak yang mengalami 
kerentanan sosial ekonomi dan pengucilan sosial.616 Catatan 
kriminal membuat sesorang lebih sulit mendapatkan 
pekerjaan,617 pelatihan, pendidikan, perumahan, berkeluarga, 
mengembangkan diri sendiri, memperbaiki kondisi kesehatan, 
dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini melahirkan 
stigmatisasi dan diskriminasi lanjutan, yang memperbesar 
peluang seseorang untuk mengulangi kembali pelanggaran 
yang dilakukannya, serta menimbulkan biaya yang besar 
di pihak individu bersangkutan maupun masyarakat.618 
Menghabiskan waktu di dalam penjara akan menjadikan 
permasalahan-permasalahan tersebut semakin kompleks. 
Orang akan kehilangan pekerjaan, keluarga dan sumber 
penghasilan, dan harus menanggung biaya-biaya tambahan 

Rekomendasi

menempatkan Indonesia di peringkat 89 dari 180 negara, 
dengan skor 39/100 (di mana skor 0 berarti sangat korup).601 

Korupsi dilaporkan menyebar luas dalam sistem kepolisian, 
peradilan dan penjara Indonesia.602 RPJMN 2020-2024 
mengakui bahwa suap sudah umum berlangsung dalam 
penegakan hukum. 603 Sistem peradilan pidana yang adil dan 
efektif harus bisa menciptakan rasa percaya antara masyarakat 
dan negara, yang sangat diperlukan dalam mewujudkan 
masyarakat yang damai dan inklusif serta pencapaian SDGs.604 
Ketersediaan sumberdaya yang memadai untuk petugas penjara 
serta kondisi kerja yang baik akan mampu mengurangi korupsi, 
tetapi tetap diperlukan pendekatan yang berbasis pembangunan 
agar diperoleh solusi yang lebih efektif dan bertahan lama.

Dalam sebuah studi tahun 2016, 87% wanita dengan riwayat 
penangkapan terkait narkotika melaporkan bahwa mereka 
dan / atau keluarga mereka mengalami pemerasan oleh 
polisi selama proses penangkapan. Dalam kebanyakan kasus, 
pemerasan melibatkan permintaan uang dalam jumlah besar 
oleh polisi dengan imbalan keringanan tuduhan, rujukan untuk 
memperoleh perawatan ketergantungan, atau pembatalan 
tuduhan. Beberapa wanita dilaporkan telah dipaksa oleh 
pihak berwenang untuk melaporkan rekan-rekan mereka 
sesama pemakai narkotika agar mendapat pengurangan atau 
pembatalan tuduhan.605 

Reformasi telah berupaya mengatasi permasalahan korupsi, 
antara lain dengan menyempurnakan hukum dan regulasi, 
meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi,606 strategi anti korupsi 
(termasuk Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi, dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Pencucian Uang), dan lembaga-lembaga anti korupsi seperti 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengembangkan 
infrastruktur anti korupsi.607 Berbagai upaya tersebut telah 
menghasilkan sejumlah perbaikan tetapi kemajuannya masih 
lambat dan tantangan yang dihadapi masih belum berubah.608 
RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa dalam beberapa tahun 
kedepan korupsi masih akan menjadi permasalahan609 dan 
berusaha memperkuat upaya-upaya memerangi korupsi melalui 
berbagai cara.610 

Pada bulan Desember 2019, pada Hari Anti Korupsi 
Internasional, Presiden Widodo mengindikasikan bahwa 
payung hukum pelaksanaan hukuman mati untuk tindakan 
korupsi bisa diperluas jika masyarakat mendukung.611 
Menanggapi hal tersebut, para ahli UNODC dan masyarakat 
sipil menegaskan kembali bahwa tidak ada bukti hukuman 
mati bisa mencegah kejahatan jenis apa pun.612  Komisi 
Pemberantasan Korupsi menambahkan bahwa hal itu akan 
semakin mempersulit kerjasama dengan negara-negara lain 
dalam penanganan kasus-kasus korupsi lintas negara.613 

berupa denda, suap dan biaya pengacara. Hal ini menciptakan 
siklus kemiskinan, stigmatisasi dan marginalisasi bagi tahanan 
dan keluarga mereka.

Buruknya dukungan rehabilitasi dan reintegrasi meningkatkan 
peluang terulangnya tindak kejahatan,619 sementara 
memberikan pekerjaan, layanan dukungan, ketrampilan praktis 
serta pelatihan di dalam penjara akan memperbesar peluang 
seseorang untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas, serta 
memberikan kontribusi sosial dan ekonomi kepada masyarakat 
luas. 

Berbagai reformasi sedang dijalankan. Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan sedang berusaha untuk meningkatkan 
layanan bagi para tahanan, termasuk konseling dan 
bimbingan, untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak 
kejahatan.620 Pemerintah Indonesia memusatkan perhatian 
pada payung hukum program kerja berbasis penjara, dan 
sedang mempertimbangkan penerapannya di tingkat regional 
dan nasional, dengan tujuan untuk mempertahankan atau 
meningkatkan kemampuan narapidana untuk memiliki 
penghasilan setelah dibebaskan.621 RPJMN 2020-2024 berusaha 
lebih banyak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, 
dan konsep KUHP yang telah direvisi mengatur alternatif 
pemenjaraan dan berbagai pendekatan keadilan restoratif.



Studi kasus: reformasi penjara di Thailand

Berbagai inisiatif perubahan yang diambil dalam sistem penjara Thailand bertujuan untuk menjadikan rehabilitasi dan reintegrasi 
lebih baik. Termasuk di dalamnya ‘Model Prison + Project’ 2018 yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan 
pengetahuan narapidana melalui pelatihan, untuk membantu orang kembali bisa bekerja setelah bebas dan mengurangi tingkat 
pengulangan tindak kejahatan.625 Dalam skema lain disediakan pekerjaan dan pelatihan kejuruan bagi tahanan perempuan 
sebelum mereka dibebaskan, untuk membantu meningkatkan reintegrasi ke masyarakat dan untuk mengurangi tingkat 
pengangguran di kalangan bekas narapidana.626 Pada tahun 2018, Kantor Badan Pengendali Narkotika Thailand mengumumkan 
program rehabilitasi narkotika, dengan tujuan untuk membebaskan pengguna narkotika dari kemiskinan dan stigma bekas 
narapidana, dan dengan demikian memperbesar lapangan kerja, produktivitas, dan kesetaraan. Mereka yang mendaftar dan 
menghadiri 7 sesi rehabilitasi akan dihapus catatan penangkapannya. Sebanyak 70.000 pengguna narkotika yang tertangkap 
dilaporkan telah mendaftarkan diri.627 Pada tahun 2019, pemerintah setuju untuk memberikan berbagai insentif pajak kepada 
perusahaan yang mempekerjakan mantan tahanan.628 

Susun rencana aksi nasional yang menjamin perlindungan 
penuh terhadap kelompok rentan, termasuk tahanan dan 
para pecandu narkotika. Kembangkan dan perkuat program 
rehabilitasi, reintegrasi sosial dan dukungan pemulihan, 
termasuk akses ke layanan-layanan tersebut di dalam penjara 
dan setelah bebas dari penjara (Dokumen Hasil Sidang 
Khusus paragraf 1 (k)).

Laksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang 
menjawab akar permasalahan kemiskinan, ketidaksetaraan, 
dan pelanggaran hukum, yang berupaya mengurangi tingkat 
pengulangan tindak kejahatan, dan yang memberdayakan 
segmen masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. 
Tingkatkan dan kembangkan program-program yang ada 
dalam Sistem Jaminan Sosial dengan tujuan mendukung 
orang-orang yang rentan dan mengurangi jumlah penghuni 
penjara.

Rekomendasi

“Selama tahun 2019-2023, Pemerintah 
Indonesia akan terus merevitalisasi sistem 

pemasyarakatan sebagai bagian dari tujuan 
reformasi peradilan pidana yang lebih luas 
melalui penguatan kemampuan lembaga 

pemasyarakatan untuk memastikan reintegrasi 
sosial bagi para pelaku kejahatan, dan reformasi 

kebijakan untuk mendukung langkah-langkah 
alternatif untuk mengurangi jumlah orang yang 

ditahan atau dipenjara.”

Laporan VNR Indonesia 2019

Sektor peradilan pidana perlu bekerja secara kolaboratif 
dengan institusi kesehatan dan sosial, sektor swasta, lembaga 
pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk memperbaiki upaya 
rehabilitasi dan reintegrasi. Bentuk-bentuk intervensi yang 
sesuai harus dikembangkan untuk kelompok rentan dan 
terpinggirkan, yang mencerminkan penyebab terjadinya 
pengucilan dan ketimpangan sosial ekonomi.

Diperlukan program rehabilitasi dan reintegrasi yang tepat 
untuk “secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan 
orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, 
termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, agar mereka 
dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan kemampuan 
kewirausahaan” (target SDG 4.4) dan untuk “memperoleh 
pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak baik 
untuk erempuan maupun laki-laki, termasuk untuk remaja dan 
para penyandang cacat, serta tingkat upah yang sama untuk 
pekerjaan yang nilainya sama” (target SDG 8.5).
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Strategi tersebut akan menopang berbagai komitmen 
pembangunan, membantu memastikan terlaksananya 
pendidikan inklusif dan adil yang berkualitas serta menodorong 
pemberian kesempatan belajar seumur hidup untuk semua 
orang (SDG 4), mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif 
serta pekerjaan yang layak untuk semua orang (SDG 8), dan 
mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10). Upaya-upaya tersebut 
juga akan memperkuat upaya Indonesia dalam mengentaskan 
kemiskinan dengan meningkatkan akses ke layanan dasar bagi 
kelompok rentan (SDG target 1.4), membangun ketahanan 
masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi 
rentan (SDG target 1.5), memastikan mobilisasi sumber daya 
untuk program-program dan kebijakan untuk mengakhiri 
kemiskinan (target SDG 1.a), dan membantu menciptakan 
pola kebijakan yang kuat berdasarkan strategi pembangunan 
yang berpihak pada kaum miskin (target SDG 1.b) serta sistem 
jaminan sosial dengan cakupan yang luas bagi kaum miskin dan 
rentan (target SDG 1.3).

Sistem Jaminan Sosial Indonesia memuat program-program 
yang mendukung rehabilitasi dan bantuan sosial untuk pecandu 
narkotika, dan bantuan sosial untuk orang-orang yang rentan, 
termasuk mantan tahanan dan ODHA. Namun pada 2015 
sistem tersebut hanya bisa menjangkau 7.430 “orang yang 
rentan secara sosial”, turun dari 7.967 pada tahun 2011.622 
Rancangan RPJMN 2020-2024 mengakui perlunya upaya lebih 
untuk mencapai target tingkat kemiskinan melalui jaminan 
sosial623 dan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan 
pemberdayaan ekonomi untuk kelompok-kelompok rentan.624 
Program rehabilitasi harus ditingkatkan agar bisa mengurangi 
jumlah penghuni penjara di Indonesia secara signifikan.



Hentikan ketimpangan 
gender dalam kaitan 
kebijakan narkotika 
dan peradilan pidana

SDG 5 mengharuskan negara-negara anggota untuk 
“mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua 
perempuan dan remaja”. Ketidaksetaraan gender termanifestasi 
dalam setiap dimensi pembangunan, dan meskipun merupakan 
salah satu poin terpisah dari SDG, masalah ini termuat pada 
semua bagian Agenda 2030.629 

Indonesia telah mencapai sejumlah kemajuan dalam upaya 
memajukan kesetaraan gender. Beberapa poin Deklarasi 
Beijing 1995 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan telah dilaksanakan. Upaya 
untuk mewujudkan kesetaraan gender dinaungi oleh peraturan 
tentang Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif 
Gender.630 

Indeks Ketidaksetaraan Gender tahun 2017 menempatkan 
Indonesia pada peringkat 116 dari 160 negara (dimana 
peringkat 1 adalah yang paling tidak setara) dan peringkat 
ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 
2010.631   Meski demikian, ketidaksetaraan gender masih 
menjadi masalah serius di negara ini. Pada tahun 2018, 
sebanyak 421 peraturan pusat dan daerah berlaku diskriminatif 
terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.632 

Negara-negara anggota PBB memiliki komitmen pada 
Outcome Document untuk mengarusutamakan perspektif 
gender dalam pengembangan, implementasi, pemantauan 
dan evaluasi kebijakan dan program-program narkotika.633 
RPJMN 2020-2024 mengarusutamakan kesetaraan gender ke 
dalam pembangunan nasional dan mengupayakan percepatan 
pengarusutamaan di tingkat pusat, regional dan lokal.634 

6.1 Tingkatkan kesetaraan gender dalam 
konteks kebijakan yang manyasar 
penggunaan narkotika
   
Agenda 2030 mengharuskan Indonesia untuk “Mengakhiri 
semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan di mana 
pun berada” (target SDG 5.1), menghapuskan semua bentuk 

kekerasan terhadap perempuan di ranah publik maupun 
pribadi (target SDG 5.2), untuk “Mengadopsi dan memperkuat 
kebijakan yang sehat dan peraturan perundang-undangan 
yang aplikatif untuk mengedepankan kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan di semua tingkatan” (target SDG 5.c) 
dan untuk membuat pola kebijakan yang sehat berdasarkan 
strategi pembangunan yang sensitif gender (target SDG 1.B).

Konstitusi Indonesia menjamin hak perlindungan terhadap 
perlakuan diskriminatif635 dan hak-hak lain yang tidak 
mengenal pembedaan gender. Selain itu, hukum Indonesia 
menjelaskan hak-hak perempuan, termasuk hak: keterwakilan 
dalam politik,636   pendidikan,637 dan hak atas pekerjaan yang 
dipilih sendiri.638   Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan) dibentuk untuk membantu 
menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
dan menegakkan hak-hak perempuan; serta mencegah dan 
mengelola kekerasan terhadap perempuan.639 

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan memperkirakan 
terdapat 74.000 orang pengguna narkotika suntik di Indonesia, 
sekitar 11% di antaranya adalah perempuan.640 Sebuah 
penelitian pada tahun 2016 terhadap lebih dari 700 perempuan 
pengguna narkotika suntik di Indonesia menemukan bahwa 
42% perempuan adalah ODHA, tetapi kurang dari setengahnya 
yang memiliki akses pengobatan antiretroviral.641 Laporan 
itu menyoroti bahwa perempuan dan remaja perempuan 
menanggung dampak negatif kebijakan narkotika di Indonesia 
yang bersifat punitif.

Dampak negatif kebijakan narkotika Indonesia terhadap 
perempuan ini diperparah oleh ketidaksetaraan gender sistemik 
dalam hal akses ke pekerjaan, pendidikan, pembangunan 
sosial ekonomi, dan dalam hal tingkat kekerasan gender 
dan kemiskinan yang terjadi di negara ini.642  Satu dari tiga 
perempuan di Indonesia berusia antara 15 dan 64 melaporkan 
mengalami kekerasan fisik. Jumlah kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan meningkat 14% dari 348.466 pada 
2018 menjadi 406.178 pada 2019; 71% dari kasus pada tahun 
2019 melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.643  Wanita 

6
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Berdasarkan RPJMN 2020-2024, laksanakan 
pengarusutamaan perspektif gender ke dalam dan pastikan 
keterlibatan perempuan (dan perempuan pengguna 
narkotika) dalam menyusun, melaksanakan, memantau, 
dan mengevaluasi kebijakan dan program narkotika 
(Dokumen Hasil paragraf 4 (g)).

Pastikan keterlindungan perempuan secara menyeluruh 
dari kekerasan dan ketidaksetaraan gender dengan 
mengatasi kesenjangan dalam undang-undang dan 
peraturan, untuk memastikan kesetaraan substantif dan 

penerimaan hak atas kesehatan dan hak-hak terkait. 659 

Pastikan ketersediaan akses ke layanan kesehatan, 
perawatan dan sosial yang tidak diskriminatif dalam 
program pencegahan, pengobatan primer dan perawatan 
dan pastikan bahwa wanita, termasuk wanita yang ditahan, 
mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan konseling 
yang memadai, termasuk layanan yang sangat dibutuhkan 
selama kehamilan (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 
4 (a)). Pastikan bahwa layanan pengobatan dan rehabilitasi 
narkotika, pedoman, strategi dan kebijakan nasional 
tentang narkotika dan HIV / AIDS, berbasis bukti dan 
sensitif gender, serta mencerminkan kebutuhan dan kondisi 
riil semua perempuan dan remaja wanita.

pengguna narkotika di Indonesia memiliki kemungkinan 24 
kali lebih besar mengalami kekerasan dari pasangan intim 
mereka dibanding wanita yang bukan pengguna narkotika.644 
Wanita memiliki peluang dua kali lebih besar hidup dalam 
kemiskinan dibanding pria dan secara signifikan lebih mungkin 
mengalami stigma dan pengucilan sosial dan ekonomi.645 

Perempuan pengguna narkotika suntik memiliki lebih sedikit 
akses ke layanan pengurangan dampak buruk dibanding 
laki-laki dan lebih berpeluang tertular HIV.646 Ketidaksetaraan 
gender, kekerasan, dan kebencian terhadap perempuan 
meningkatkan keterpaparan mereka oleh berbagai masalah 
kesehatan yang berhubungan dengan narkotika.647 Perempuan 
memperoleh akses yang lebih sedikit ke layanan pengurangan 
dampak buruk dan perawatan ketergantungan, karena 
layanannya tidak ada, tidak disesuaikan dengan kebutuhan, 
atau disebabkan oleh efek stigma dan kriminalisasi yang 
berbasis gender, disamping stigma pemakaian narkotika.648 

Perempuan juga lebih mungkin menjadi target polisi dibanding 
laki-laki. Dalam sebuah survei terhadap 730 perempuan 
pengguna narkotika suntik di Jabodetabek dan Bandung, 48% 
melaporkan menjadi target polisi di jalanan dan ditangkap, 
sebagian besar karena penggunaan dan kepemilikan narkotika 
dalam satu tahun terakhir. Sekitar 9 dari 10 wanita yang 
dikriminalisasi dengan cara ini juga mengalami kebrutalan 
polisi, termasuk pemerasan, kekerasan fisik dan seksual. 
Perempuan yang menjadi target pemaksaan oleh polisi 
dilaporkan memiliki risiko HIV yang lebih tinggi akibat 
memakai jarum bekas secara bergantian dan hubungan seks 
yang tidak aman serta prevalensi overdosis yang lebih tinggi, 
dibandingkan perempuan yang tidak menghadapi kekerasan 
polisi.649 

Pada bulan September 2019, Majelis Umum PBB menyatakan 
komitmen untuk lebih mempercepat langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan sosial ekonomi dalam 
mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 
serta realisasi hak-hak asasi manusia mereka.650 Dalam 
Dokumen Hasil Sidang Khusus, Indonesia berkomitmen untuk 
memastikan bahwa perempuan pengguna narkotika dapat 
mengakses layanan kesehatan yang memadai.651 

Badan-badan PBB menekankan pentingnya kebijakan narkotika 
yang sensitif gender, 652  menyerukan agar negara-negara 
anggota mengambil langkah-langkah pengendalian narkotika 
yang sensitif gender yang menangani kebutuhan perempuan 
dan remaja perempuan,653 merekomendasikan layanan 
perawatan narkotika yang sensitif gender dan berbasis bukti 
untuk mengurangi efek berbahaya bagi perempuan pengguna 
narkotika,654 menyoroti kewajiban negara-negara anggota untuk 
mengesahkan undang-undang yang melindungi perempuan 
dan bertanggung jawab atas undang-undang yang secara tidak 
sengaja menyebabkan kerugian, 655 dan menekankan bahwa 
negara-negara anggota harus mengambil langkah konkret 
untuk memenuhi komitmen mereka untuk menjamin hak-hak 
perempuan dalam kebijakan dan program narkotika.656 

“Diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang 

petikan hikmah untuk menerapkan strategi 
pengarusutamaan gender.”

Laporan VNR Indonesia 2017

RPJMN 2020-2024 (versi tertanggal 14 Agustus 2019) telah 
menyerukan penguatan kebijakan yang responsif gender dan 
agar kaum perempuan berpartisipasi serta memiliki kendali 
atas pembangunan657  namun bagian tentang pengarusutamaan 
gender telahpun diringkas dalam RPJMN akhir 2020-2024. 
Pada tahun 2018 UN Women menerbitkan sebuah tinjauan 
atas kemajuan dan kesenjangan dalam penerapan SDGs dari 
perspektif gender.658 

Rekomendasi

6.2 Perbaiki kebijakan penjara dan 
kesetaraan gender

Wanita yang dipenjara karena pelanggaran narkotika 
merupakan bagian dari penghuni penjara yang 
pertumbuhannya paling cepat di seluruh dunia.660 Antara 
tahun 2000 dan 2017, penghuni penjara wanita secara global 
meningkat sebesar 53,3% sementara peghuni penjara pria hanya 

tumbuh sebesar 19,6%.661 Perempuan yang dipenjara akibat 
pelanggaran narkotika memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi 
dibanding laki-laki.662 PBB mengakui terjadinya peningkatan 
yang tidak proporsional tingkat pemenjaraan perempuan, 
termasuk untuk pelanggaran narkotika tingkat rendah.663 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tahanan 
perempuan tertinggi di dunia.664 Antara tahun 2011 dan 2018 
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Pada tahun 2018, LBH Masyarakat dan International Drug 
Policy Consortium menerbitkan sebuah laporan tentang 
penahanan wanita akibat pelanggaran narkotika di Indonesia.695   
Laporan tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan dari 
307 wanita yang dituduh menggunakan, menjual, mengirim dan 
pelanggaran narkotika lainnya, termasuk pelanggaran karena 
tidak melaporkan penggunaan narkotika secara tidak sah. Rata-
rata responden menghabiskan waktu 6 tahun 11 bulan di dalam 
penjara. Satu penjara memiliki tingkat kepadatan sampai 304%. 

69% responden melaporkan telah menggunakan narkotika. 
25% mengalami penyiksaan selama penyelidikan oleh polisi. 
42% tidak pernah didampingi pengacara di semua tahapan: 
69% tidak didampingi pengacara dalam tahap penyelidikan, 
63% tidak didampingi pengacara selama penuntutan, dan 48% 
tidak didampingi pengacara dalam persidangan mereka. 82% 
memiliki anak tetapi banyak diantaranya yang kehilangan 
kontak dengan anak-anak mereka. 21% melaporkan tidak 
pernah dikunjungi oleh keluarga mereka saat ditahan.

Pertimbangkan kebutuhan dan kemungkinan kerentanan 
tersangka narkotika wanita jika mereka dipenjara, sesuai 
dengan Bangkok Rules (Dokumen Hasil paragraf 4 (g) dan 
(n)). Pastikan ketersediaan akses ke bantuan hukum yang 
bermutu tinggi dan pertimbangkan faktor yang mering-
kankan dengan fokus jender selama proses penyelidikan 

dan proses persidangan (termasuk misalnya, sejarah ke-
kerasan dan trauma serta tanggung jawab pemeliharaan).

Pastikan desain dan penerapan alternatif penahanan 
sudah sensitif gender, yang mencerminkan kebutuhan dan 
keadaan individu dan menerapkan Bangkok Rules dan 
Nelson Mandela Rules, misalnya pembebasan bersyarat, 
restitusi, penangguhan hukuman, hukuman percobaan 
dan pengawasan pengadilan, kerja sosial, rujukan ke pusat 
pelayanan yang sesuai.

Rekomendasi
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Penghuni penjara wanita di Indonesia
Tahun Tahanan perempuan di 

Indonesia
% terhadap seluruh penghuni Rata penghuni penjara 

perempuan per 100,000 
penghuni

2000 1,807 3.4% 0.9

2005 4,656 4.7% 2.1

2010 6,876 5.8% 2.9

2015 9,587 5.4% 3.7

2018 13,916 5.7% 5.2

2019 15,325 6% 5.7

Perempuan dan penahanan di Indonesia

jumlah tahanan wanita meningkat sebesar 144%, sementara 
jumlah tahanan pria meningkat 108%.665 Hingga bulan Februari 
2019 setidaknya terdapat 5.579 tahanan wanita di Indonesia 
yang telah divonis akibat pelanggaran narkotika. Pada tahun 
2016, di titik puncaknya ‘darurat narkotika’, lebih dari 90% 
tahanan wanita di Indonesia dipenjara karena pelanggaran 
narkotika tanpa kekerasan.666 

Persentuhan dengan sistem peradilan pidana membuahkan 
konsekuensi negatif yang berbeda yang dihadapi perempuan 
dan laki-laki.667 Terdapat hambatan untuk memperoleh 
keadilan, dimana banyak perempuan tidak mampu membayar 
pengacara.668 Perempuan lebih berpeluang memiliki 
tanggungan dibanding laki-laki, sehingga penahanan 
terhadap perempuan semakin memperdalam kemiskinan dan 
ketidaksetaraan, yang menyebabkan meningkatnya kerentanan 
keluarga dan kerusakan pada masyarakat.669 Perempuan yang 
memiliki riwayat penahanan juga lebih sulit memperoleh 

pekerjaan, tempat tinggal dan dukungan keuangan ketika 
kembali ke masyarakat.670 

Bukti menunjukkan bahwa hakim dan pejabat peradilan pidana 
lainnya tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan gender 
ketika menjatuhkan hukuman.671 PBB telah menerbitkan 
panduan bagi negara-negara anggota untuk memastikan 
ketersediaan akses ke bantuan hukum bagi perempuan672 serta 
perawatan bagi narapidana perempuan, termasuk alternatif 
hukuman selain pemenjaraan.673Peraturan Mahkamah Agung 
Indonesia tahun 2017 dirancang untuk membantu hakim 
menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan non-
diskriminasi.674 

Hingga bulan Mei 2019, Indonesia hanya memiliki 34 fasilitas 
pemasyarakatan dan 4 pusat penahanan yang dirancang untuk 
menampung tahanan perempuan. 23 di antaranya dibangun 
pada tahun 2017-2018. Setengah dari tahanan wanita di 



negara ini berada dalam blok-blok di dalam penjara dan pusat 
penahanan yang dirancang untuk dan ditempati oleh pria.675 
Tidak ada layanan kesehatan psikososial atau rehabilitasi untuk 
wanita pengguna narkotika di Indonesia saat mereka berada 
di dalam penjara.676  Keterbatasan struktural dan kelembagaan 
menjadi hambatan bagi penjara-penjara di Indonesia dalam 
memenuhi hak-hak dasar tahanan wanita, termasuk perawatan 
kesehatan, pendidikan dan gizi.677 

Badan-badan PBB telah meminta negara-negara anggotanya 
untuk mengembangkan alternatif penahanan yang sensitif 
gender dan mengedepankan hukuman berbasis komunitas 
untuk narapidana wanita,678 dan untuk menyusun langkah-
langkah spesifik gender sebagai bagian integral dari kebijakan 
pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.679 Bangkok 
Rules memuat ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk 
melindungi hak-hak narapidana dan tahanan perempuan.680 
Namun ketentuan hukum Indonesia tentang sistem penjara 
tidak menerapkan Bangkok Rules atau menangani kebutuhan 
khusus perempuan.681 

6.3 Kurir narkotika perempuan

Pelanggaran narkotika merupakan jenis pelanggaran paling 
banyak kedua yang dilakukan oleh tahanan hukuman mati 
perempuan di seluruh dunia.682 Banyak perempuan yang 
dihukum mati karena kejahatan narkotika berperan sebagai 
kurir.683 Keterlibatan mereka seringkali merupakan hasil 
dari eksploitasi, pemaksaan, kekerasan, dan keadaan sosial 
ekonomi.684 Perempuan menghadapi tingkat kekerasan dan 
pelecehan yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum, 
hukuman kejahatan narkotika yang tidak proporsional, 
hambatan untuk mendapatkan hak persidangan yang adil, 
tidak adanya peradilan yang sensitif gender yang sering tidak 
mempertimbangkan kondisi yang meringankan, dan kurangnya 
akses ke layanan kesehatan dan sosial.

Laporan PBB tahun 2017 yang menyoroti hubungan antara 
kemiskinan, peranan keluarga dan pelanggaran narkotika oleh 
perempuan, meningkatkan keprihatinan terhadap penahanan 
yang berlebihan untuk tindakan membawa narkotika, memiliki 
peranan sekunder dalam tindak kejahatan, atau melakukan 
tugas sederhana yang berisiko tinggi, yang seringkali dilakukan 
atas permintaan mitra mereka.685 Paksaan, keterbelakangan 
sosial, dan keterbatasan kesempatan untuk mengakses 
pekerjaan dan pendidikan, berakhir dengan peradilan yang 
tidak wajar dan hukuman yang tidak proporsional.686 

Dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus, Indonesia berkomitmen 

untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko dan 
kondisi yang membuat perempuan dan remaja perempuan 
rentan terhadap eksploitasi dan terlibat dalam perdagangan 
narkotika.687  Dokumen Hasil Sidang Khusus juga menyerukan 
pemberian hukuman yang proporsional dan alternatif lain 
diluar penahanan, dengan memperhatikan Bangkok Rules. 
CND mendorong negara-negara anggotanya untuk bekerja 
sama dalam menangani keterlibatan perempuan dalam 
perdagangan narkotika, khususnya kurir,688  dan mendesak 
negara-negara tersebut untuk menjalankan program-program 
yang bertujuan mencegah perempuan dan remaja dimanfaatkan 
sebagai kurir. 689 

Salah satu target RPJMN 2015-2019 adalah mengatasi 
kekerasan terhadap perempuan, yang terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya di Indonesia, serta penanganan 
kekerasan gender oleh aparat penegak hukum dalam rangka 
meningkatkan kualitas penegakan hukum. 690 Termasuk di 
dalamnya target untuk melindungi perempuan dan kelompok-
kelompok yang terpinggirkan dari kekerasan dan kegiatan 
kriminal; meningkatkan pemahaman di kalangan pemerintahan 
dan masyarakat tentang kekerasan dan eksploitasi gender; 
meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, sosial dan hukum 
bagi perempuan korban kekerasan; dan meningkatkan kapasitas 
untuk memperkuat sistem hukum.691 

Pada tahun 2015 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan melaporkan bahwa sebagian besar perempuan 
terancam hukuman mati di Indonesia adalah korban kekerasan 
berbasis gender dan bahwa “pekerja rumah tangga perempuan 
[menjadi] sasaran penyelundupan narkotika internasional dan 
sindikat perdagangan manusia, yang tanpa sadar dijadikan 
sebagai kurir narkotika oleh pelaku yang mengeksploitasi 
kerentanan perempuan yang berlapis”. 692 Pada bulan Desember 
2019, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa negara-negara 
lain harus mengkaji lagi undang-undang mereka dan berhenti 
mengeksekusi kurir narkotika.693 

Pemerintah Indonesia harus mengambil pendekatan terpadu 
untuk menanggulangi kekerasan dan eksploitasi gender, dan 
memastikan barangsiapa melakukan pelanggaran narkotika 
dimana yang bersangkutan tidak bekerja untuk dirinya sendiri, 
tidak bertanggung jawab atas proses pidananya. Hal ini 
mencerminkan Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan 
Manusia694  dan diperlukan untuk mencapai target SDG 5.2, 
“Memberantas semua bentuk kekerasan terhadap perempuan 
dan remaja baik dalam ranah publik maupun pribadi, termasuk 
perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis 
eksploitasi lainnya” (Target SDG 5.2).

Terbitkan pedoman bagi institusi-institusi penegak hukum, 
jaksa dan hakim - sebagai bagian dari pedoman hukuman 
nasional - untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-
faktor pencegah dan risiko serta kondisi yang membuat 
perempuan dan anak perempuan rentan terhadap 
eksploitasi dan terlibat dalam perdagangan narkotika, 
termasuk sebagai kurir (Dokumen Hasil paragraf 4 (d)).

Tingkatkan anggaran untuk memastikan ketersediaan 
bantuan hukum yang berkualitas tinggi untuk perempuan 
dan remaja yang berhubungan dengan sistem peradilan 
pidana di semua tahapannya, sebagai bagian dari 
pendekatan sensitif gender terhadap semua pengguna 
narkotika atau orang yang terlibat dalam perdagangan 
narkotika. Perkuat upaya-upaya mencegah dan memerangi 
semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap 
perempuan melalui perbaikan hukum dan kampanye 
peningkatan kesadaran.

Rekomendasi
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Bangun kemitraan 
masyarakat sipil dan 
global dan wujudkan 
koherensi kebijakan

SDG 17 “berupaya memperkuat cara-cara pelaksanaan 
dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan 
berkelanjutan” antara masyarakat internasional, masyarakat 
sipil, pemerintahan, sektor swasta dan lain-lain. Partisipasi 
yang bermakna dan keterlibatan inklusif masyarakat sipil dan 
masyarakat terdampak sangat penting untuk merealisasikan 
Agenda 2030.

Keputusan Presiden tahun 2017 untuk mengimplementasikan 
SDG mengartikulasikan peran penting masyarakat sipil dalam 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kemajuan 
Indonesia dalam mewujudkan SDGs.696nTerdapat peluang yang 
besar untuk memperluas kerjasama tersebut dengan masyarakat 
sipil dan kelompok-kelompok yang terpegaruh dalam konteks 
reformasi kebijakan narkotika dan peradilan pidana. 

Indonesia telah membantu memastikan kemitraan global 
sebagai bagian dari Agenda 2030 dan sejak saat itu pemerintah 
telah mengambil peranan utama dalam memajukan kemitraan 
untuk mewujudkan SDG. Menggunakan pendekatan yang 
berkiblat pada pembangunan seperti yang dianjurkan dalam 
laporan ini akan memperkuat jaringan kemitraan Indonesia 
untuk pencapaian SDG baik di tingkat domestik, global dan 
regional.
   

7.1 Bangun kemitraan masyarakat sipil
     
SDG 17 mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk 
“Mendorong dan memajukan kemitraan publik, publik-swasta 

dan masyarakat sipil yang efektif, yang akan melahirkan 
pengalaman dan sumberdaya strategis kemitraan” (target SDG 
17.17). Hak atas pembangunan juga mencakup kemerdekaan 
berpartisipasi secara bermakna bagi semua orang.

Masyarakat sipil adalah salah satu dari empat platform 
partisipasi berdasarkan Keputusan Presiden tahun 2017 
tentang SDGs, mengingat peran pentingnya dalam evaluasi 
dan implementasi kemajuan pencapaian Agenda 2030 oleh 
Indonesia.697 Indonesia memiliki masyarakat sipil yang 
aktif, yang telah mengembangkan keahlian yang mendalam 
dalam soal-soal kebijakan narkotika, peradilan pidana dan 
hal-hal terkait lainnya, dan umumnya bisa bekerja secara 
bebas dan di dalam lingkungan yang terbuka. Tantangannya 
adalah: ketidakpastian kerangka hukum dan kelembagaan698 
serta masyarakat sipil, khususnya yang bertujuan untuk 
meningkatkan kohesi sosial dan kepedulian terhadap 
kelompok-kelompok rentan dan minoritas, menghadapi ruang 
sosial dan politik yang menyempit.699 

Indonesia harus meningkatkan kerjasama yang bermakna 
dengan masyarakat sipil, pengguna narkotika, ODHA atau 
penderita penyakit lainnya yang berhubungan dengan 
penggunaan narkotika, wanita, mantan narapidana serta 
kelompok-kelompok lainnya, dalam merumuskan dan 
menerapkan kebijakan dan program narkotika yang berbasis-
kesehatan dan berkiblat pada pembangunan.700 Pengguna 
narkotika sudah sering memperoleh tempat yang baik dalam 
membantu merumuskan respons yang efektif terhadap 
berbagai tantangan kesehatan masyarakat dan pada dasarnya 

7
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mereka harus dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan 
keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.701  Kerjasama 
yang bermakna membutuhkan akses ke informasi yang 
memadai dan mengakomodasi kelompok-kelompok rentan 
sesuai dengan kebutuhan.

“Implementasi SDG dilakukan dengan 
melibatkan semua pemangku kepentingan: 

bisnis, organisasi masyarakat sipil dan media, 
akademisi dan para ahli untuk memastikan 
pencapaian SDGs sejalan dengan prinsip-

prinsip inklusivitas dan tidak ada pihak yang 
terabaikan.”

Laporan VNR Indonesia 2019

Peran penting pengguna narkotika dalam merumuskan, 
menerapkan dan mengevaluasi kebijakan bidang narkotika 
juga diakui dalam  Deklarasi Politik CND 2009.702 CND 
merekomendasikan agar negara-negara anggota memperkuat 
interaksi dan kemitraan mereka dengan masyarakat sipil.703   
Dokumen Hasil Sidang Khusus mencatat bahwa masyarakat 
sipil, komunitas ilmiah, akademisi dan masyarakat terdampak 
memainkan peranan penting dalam perancangan, implementasi 
dan evaluasi kebijakan dan program bidang narkotika.704 

Pemerintah Indonesia memang sudah bekerjasama dengan 
masyarakat sipil dalam beberapa aspek tetapi pengembangan 
kerjasama tersebut lebih jauh serta keterlibatan masyarakat 
terdampak akan mendorong kemajuan yang sangat dibutuhkan 
dalam pencapaian SDGs. Forum LSM Internasional tentang 
Pembangunan Berkelanjutan Indonesia mempertanyakan 
tingkat kemajuan yang sudah dicapai Indonesia.705 Dalam 
Indeks SDG global 2018, Indonesia berada di peringkat 99 
dari 156 negara dalam pencapaian Agenda 2030.706 Walaupun 
Indonesia telah mengintegrasikan SDG ke dalam perencanaan 
pembangunan nasional, perwujudan SDG untuk semua 
orang melalui strategi berbasis ‘tidak meninggalkan siapapun’, 
dan untuk menyelaraskan pendekatan nasional dengan 
pembangunan dan HAM masih akan menempuh jalan yang 
panjang.

7.2 Tingkatkan kemitraan global

Indonesia telah mengambil peranan sebagai perintis untuk, 
“Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan 
berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-stakeholder 
yang memobilisasi dan berbagi sumberdaya pengetahuan, 
keahlian, teknologi dan finansial, untuk mendukung pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara...” (target 
SDG 17.16).

Beberapa tahun sebelum SDG diadopsi, salah satu misi jangka 
panjang RPJPN adalah membantu menjaga perdamaian dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial dan negara ini memainkan peranan penting dalam 
agenda pembangunan global. Indonesia telah menunjuk utusan 
presiden untuk menghadiri High Level Panel of Eminent 
Persons for the Post-2015 Development Agenda. Penekanan 
yang diberikan Panel tersebut pada kemitraan global agar 

menerapkan pembangunan berkelanjutan ikut menyumbang 
pada komitmen SDG 17 dalam merumuskan kemitraan global 
untuk mewujudkan SDGs.

RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk memperkuat peran 
Indonesia dalam kerjasama global dan regional dengan 
meningkatkan kualitas kerjasama global dan mendukung 
perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat 
regional dan internasional.707 Laporan VNR 2019 Indonesia 
memberikan penekanan lebih jauh terhadap perlunya 
kerjasama multilateral untuk mengatasi tantangan bersama.708 

Dalam pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan 
Keamanan PBB periode 2019-2020, pemerintah 
mengemukakan visinya untuk mendukung pembangunan 
global.709 Setelah menempati kursi keanggotaan tersebut, 
pemerintah Indonesia berjanji akan menciptakan sinergi 
antara perdamaian dan SDGs melalui kemitraan global.710 
Pada bulan Oktober 2019, Indonesia terpilih kembali sebagai 
anggota Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya, efektif mulai 
tahun 2020.711  

SDG 17 menyerukan kemitraan untuk berbagi pengetahuan, 
sains, inovasi dan keahlian (target SDG 17.6), kerja sama 
internasional dan pengembangan kapasitas untuk mendukung 
pembangunan (target SDG 17.9). Dokumen Hasil mengakui 
perlunya mekanisme untuk meningkatkan kerja sama 
internasional terkait kebijakan narkotika.712 Pada tahun 2019 
UNODC menyerukan penguatan kerjasama internasional 
dalam mengatasi permasalahan narkotika yang bisa 
membahayakan pencapaian target SDG untuk mewujudkan 
kehidupan yang sehat dan terciptanya perdamaian dan 
keadilan.713 

Hukuman mati untuk pelanggaran narkotika - yang saat ini 
hanya dijalankan di beberapa negara saja 714 – melemahkan 
upaya-upaya pertukaran informasi di tingkat internasional 
dan memerangi kejahatan lintas negara, serta menghambat 
kerjasama peradilan internasional lintas batas yang efektif 
untuk mengatasi perdagangan narkotika.715 Praktik ini 
bertentangan dengan SDG dan menimbulkan ketegangan 
dalam kemitraan global dan hubungan internasional, 
menjadikan Indonesia terkucil dan menyebabkan kerusakan 
besar pada hubungan bilateral ketika warga negara asing 
dijatuhi hukuman mati atau dieksekusi.

RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa hukuman berat 
bagi narapidana narkotika berkebangsaan asing telah 
berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dengan 
negara lain.716 Urusan luar negeri adalah salah satu dari 
lima prioritas keamanan politik, hukum, pertahanan dan 
pembangunan pada tahun 2020-2024717   dan RPJMN 
menekankan pentingnya citra positif Indonesia dalam urusan 
internasional.718 

Negara-negara Asia dan Pasifik tidak berada di jalur yang 
tepat untuk mewujudkan berbagai bidang prioritas Agenda 
2030.719 Laporan PBB pada Mei 2019 bahkan menunjukkan 
bahwa berdasarkan kondisi saat ini, Asia dan Pasifik tidak 
akan bisa mewujudkan SDGs pada tahun 2030.720 Pada tahun 
2018 para kepala negara ASEAN bertemu di Indonesia dan 
menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi untuk 
mewujudkan SDG dan mengatasi kesenjangan pembangunan 
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diantara negara-negara tersebut.721 Pada bulan November 2019 
Presiden Widodo menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk 
mewujudkan SDGs di ASEAN.722  

Reformasi yang diusulkan dalam laporan ini mengarah pada 
peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dan masyarakat 
terdampak, membantu Indonesia untuk memanfaatkan SDGs 
sebagai katalisator kerjasama regional, mengkonsolidasikan 
kemitraan untuk perdamaian di tingkat global,723 dan 
menaikkan citra Indonesia sebagai pelopor dan role model 
pembangunan berkelanjutan.

7.3 Wujudkan koherensi kebijakan

Keharusan negara-negara anggota untuk “Meningkatkan 
koherensi kebijakan demi pembangunan berkelanjutan” (target 
SDG 17.14) sangat penting artinya untuk merealisasikan 
Agenda 2030. Pemerintah harus melakukan tinjauan sistematis 
dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa kebijakan nasional 
dan luar negeri mereka mendukung, bukannya menghambat, 
pencapaian SDG dan target-targetnya.

Salah satu kendala untuk menyelaraskan kebijakan narkotika 
dengan SDG adalah metrik yang digunakan untuk mengukur 
tingkat keberhasilannya. Biasanya metrik yang dipakai terfokus 
pada tingkat pasokan dan permintaan narkotika - inilah metrik 
keberhasilan ‘perang melawan narkotika’ - tetapi mereka tidak 
mengumpulkan bukti tentang konsekuensi positif maupun 
negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan narkotika terhadap 
masyarakat.724 Seharusnya keberhasilan diukur dengan tingkat 
penurunan bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan, 
keamanan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.725 

Dokumen Hasil mengakui pentingnya koherensi kebijakan 
dan menegaskan bahwa kebijakan di bidang narkotika dapat 
dikembangkan melalui indikator-indikator pembangunan 
yang sejalan dengan SDGs,726 dengan menyoroti pentingnya 
“indikator pembangunan manusia yang relevan” untuk 
mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan 
terhadap pembangunan.

Mendukung reformasi kerangka hukum dan kelembagaan, 
untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk 
masyarakat sipil, dan tingkatkan keterlibatan masyarakat 
sipil dalam pembicaraan-pembicaraab yang memengaruhi 
perencanaan dan pengambilan keputusan tingkat nasional. 
Secara khusus, libatkan masyarakat sipil dan kelompok-
kelompok terdampak secara substansial untuk melakukan 
peninjauan terhadap kebijakan narkotika, dan dorong 
upaya-upaya untuk mengembangkan struktur pendukung 
pencegahan, perawatan, pengobatan, pemulihan, 
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Dokumen Hasil Sidang 
Khusus paragraf 1 (q)).

Kembangkan kapasitas BNN, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, 

dan Kementerian Kehakiman untuk bekerjasama dalam 
menyusun kebijakan narkotika yang berbasis bukti dan 
berkiblat pada pembangunan berkelanjutan (Dokumen 
Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (l)). Perkuat pertukaran 
informasi dan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk 
kepentingan penerapan pendekatan yang integral dan 
berimbang (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 6 (c)).

Ganti metrik dan ukuran keberhasilan terkait narkotika 
dengan metrik yang mendukung pencapaian SDGs.732 
Integrasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
dengan rencana pembangunan nasional dan gunakan 
indikator berbasis HAM dalam penyusunan kebijakan 
publik; dan pastikan undang-undang dan peraturan 
mendukung kemajuan pencapaian SDGs, termasuk melalui 
revisi KUHAP, UU Pemasyarakatan, KUHP, dan UU 
Narkotika.

Rekomendasi

Tokoh-tokoh masyarakat sipil telah menyarankan metrik 
dan indikator alternatif berdasarkan SDGs dan diselaraskan 
dengan Dokumen Hasil Sidang Khusus.727 Badan-badan 
PBB juga telah menyusun indikator pelaksanaan HAM728 
dan menerbitkan pedoman pendekatan HAM dalam 
pengumpulan data untuk keperluan implementasi SDGs.729 
Metrik yang dipakai tidak boleh terbatas hanya pada 
jumlah pelanggar narkotika yang ditangkap, dipenjara 
atau dieksekusi saja, tetapi harus fokus pada keadilan, 
keamanan, penurunan kemiskinan, kesehatan masyarakat, 
ketikdaksetaraan dan HAM.

Hingga saat ini KUHP belum ditinjau ulang dalam konteks 
komitmen Indonesia terhadap SDG dan masih memuat 
sejumlah besar tindakan yang bermasalah.730 Walaupun 
rancangan KUHP yang direvisi sudah memuat pemberian 
remisi untuk hukuman mati, namun hukuman tersebut 
belum dihapuskan sepenuhnya, serta pasal-pasal lain 
yang mendorong pemberian hukuman yang berat untuk 
pelanggaran narkotika, pemakaian secara bersama-sama, 
kepemilikan, pembelian, dan pengolahan obat-obatan 
terlarang, dan tidak mengakui kecanduan narkotika sebagai 
sebuah permasalahan kesehatan.731 

Terdapat koherensi yang lemah antara perencanaan 
pembangunan dan kebijakan narkotika di Indonesia, 
ditambah dengan tumpang tindihnya tujuan antara 
kementerian dan lembaga-lembaga. Rezim pengendalian 
narkotika memperlambat pencapaian Agenda 2030, 
menimbulkan bahaya yang luas bagi individu dan 
masyarakat, menutupi berbagai pencapaian pembangunan 
Indonesia, dan merusak hasrat pemerintah untuk diakui 
sebagai pelopor dan role model SDGs. Diperlukan kebijakan 
yang berbasis bukti dan berkiblat pada pembangunan 
berkelanjutan, sebagai bagian integral dari rencana 
pembangunan nasional, untuk ‘tidak meninggalkan siapa 
pun’ dan untuk menjangkau pihak yang paling tertinggal 
terlebih dahulu.
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